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ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: 1) Pengaruh Pendapatan Asli
Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2)
Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta. 3) Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal
di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 4) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah,
Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama terhadap
Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten dan kota di Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta. Data yang digunakan berasal dari laporan Laporan
Realisasi APBD tahun 2010-2016. Teknik pengumpulan data menggunakan
metode dokumentasi. Uji prasyarat analisis menggunakan uji asumsi klasik, yaitu
uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.
Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana
dan analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Terdapat pengaruh positif dan
signifikan Pendapatan Asli Daerah (X;) terhadap Belanja Modal (Y) di Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta, ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi (ry;y) =
0,739, koefisien determinasi (rley) = 0,546 dan t hitung 6,302 > t tabel 2,040 . 2)
Terdapat pengaruh positif dan signifikan Dana Alokasi Umum (X,) terhadap
Belanja Modal (YY) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, ditunjukkan dengan
nilai koefisien korelasi (ry,,) = 0,806, koefisien determinasi (rzxzy) = 0,650 dan t
hitung 7,824 > t tabel 2,040. 3) Terdapat pengaruh positif dan signifikan Dana
Alokasi Khusus (X3) terhadap Belanja Modal () di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi (ry3,) = 0,427, koefisien
determinasi (r?ysy) = 0,182 dan t hitung 2,720 > t tabel 2,040. 4) Terdapat
pengaruh positif Pendapatan Asli Daerah (X;), Dana Alokasi Umum (X,) dan
Dana Alokasi Khusus (X3) secara bersama-sama terhadap Belanja Modal (Y) di
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, ditunjukkan dengan nilai koefisien
korelasi (Ry(1,2,3)) = 0,882, koefisien determinasi (R?y(13)) = 0,779 dan nilai F
hitung 36,368 > F tabel 2,92.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi
Khusus, Belanja Modal
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THE EFFECT OF ORIGINAL LOCAL GOVERNMENT REVENUES (PAD),
GENERAL ALLOCATION FUNDS (DAU) AND SPECIAL ALLOCATION
FUNDS (DAK) TO THE CAPITAL EXPENDITURES IN SPECIAL REGION
OF YOGYAKARTA PROVINCE YEAR 2010-2016

By:
LAILATUL MUBASIROH
16812147030

ABSTRACT

The aims of this research are to know: 1) The effect of Original Local
Goverment Revenues to the Capital Expenditures in  Special Region of
Yogyakarta Province. 2) The effect of General Allocation Funds to the Capital
Expenditures in Special Region of Yogyakarta Province. 3) The effect of Special
Allocation Funds to the Capital Expenditures in Special Region of Yogyakarta
Province. 4) The effect of Original Local Goverment Revenues, General
Allocation Funds and Special Allocation Funds simultaneously to the Capital
Expenditures in Special Region of Yogyakarta Province.

The population in this research is regency and municipality in Special
Region of Yogyakarta Province. Data used comes from APBD Realization Report
years 2010-2016. The technique of collecting data used documentation method.
The test of prerequisite analysis used classical assumption test, those are
normality, multicolinearity, heteroscedasticity and autocorrelation. The
hypothesis test in this research used simple and multiple linear regression
analysis.

The result of this research showed that: 1) There is positive and significant
effect of Original Local Goverment Revenue to the Capital Expenditures in
Special Region of Yogyakarta Province, this is indicated by the correlation
coefficient (ry,,) = 0,739, determination coefficient(r?,,,) = 0,546 and t
arithmetic 6,302 > t table 2,040. 2) There is positive and significant effect of
General Allocation Funds to the Capital Expenditures in Special Region of
Yogyakarta Province, this is indicated by the correlation coefficient (ry,,) =
0,806, determination coefficient (r%,,,) = 0,650 and t arithmetic 7,824 > t table
2,040. 3) There is positive and significant effect of Special Allocation Funds to the
Capital Expenditures in Special Region of Yogyakarta Province, this is indicated
by the correlation coefficient (ry3,) = 0,427, determination coefficient = (r?,3,,)
0,182 and t arithmetic 2,720 > t table 2,040. 4) There is positive and significant
effect of Original Local Goverment Revenues, General Allocation Funds, and
Special Allocation Funds simultaneously to the Capital Expenditures in Special
Region of Yogyakarta Province, this is indicated by the correlation coefficient
(Ry(1,2,3) ) = 0,882, determination coefficient (Rzy(lm)) = 0,779 and F aritmetic
36,368 > F table 2,92.

Keywords: Original Local Goverment Revenues, General Allocation Funds,
Special Allocation Funds, Capital Expenditures.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah pasal 50 menjelaskan bahwa kelompok Belanja Langsung
pemerintah daerah terdiri dari tiga komponen, yaitu: 1) Belanja Pegawai, 2)
Belanja Barang dan Jasa, dan 3) Belanja Modal. Belanja Modal menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 merupakan pengeluaran yang
dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan aset lainnya yang
mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan
dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan
mesin, gedung dan bangunan, jaringan, buku perpustakaan dan hewan.
Mardiasmo (2004: 187) menjelaskan bahwa Belanja Modal adalah Belanja
Langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah
aset). Belanja Modal merupakan komponen Belanja Langsung dalam
anggaran pemerintah yang menghasilkan output berupa aset tetap yang dalam
pemanfaatan aset tetap tersebut ada yang bersinggungan langsung dengan
pelayanan publik dan ada yang tidak dimanfaatkan langsung oleh publik.
Pemanfaatan aset tetap yang bersinggungan langsung dengan pelayanan
publik diantaranya adalah jalan raya, jembatan, trotoar, rambu lalu lintas, dan

stadion atau gedung olahraga. Pemanfaatan aset yang tidak berhubungan



langsung dengan pelayanan publik atau tidak dimanfaatkan langsung oleh
publik yaitu seperti gedung kantor pemerintahan.

Sejalan dengan pembaharuan peraturan yang mendasari pengelolaan
keuangan daerah yaitu dengan diamandemennya UU No. 22 Tahun 1999
menjadi UU No. 32 Tahun 2004, kemudian diikuti dengan amandemen PP
No. 105 Tahun 2000 menjadi PP no. 58 Tahun 2005, dan amandemen
Kepmendagri No. 29 Tahun 2005 menjadi Permendagri No. 13 Tahun 2006,
pengalokasian sumber daya ke dalam Belanja Modal (Capital Expenditures)
sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan
prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Pada prinsipnya,
Belanja Modal dialokasikan untuk menghasilkan aset tetap milik pemerintah
daerah yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah atau masyarakat
daerah yang bersangkutan. Alokasi tersebut didasarkan pada kebutuhan
daerah akan sarana dan prasarana untuk kelancaran tugas pemerintah daerah
atau fasilitas publik. Ulum (2008: 251) menjelaskan bahwa pemerintah
daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menambah aset
tetap yang didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana baik
untuk kelancaran tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Oleh
karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah
daerah lebih meningkatkan alokasi untuk Belanja Modal dengan cara
meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah yang mempengaruhi

pemerintah daerah dalam mengalokasikan Belanja Modal.



Sumber-sumber yang mempengaruhi Belanja Modal adalah besar
kecilnya pendapatan daerah. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah, pendapatan daerah terdiri atas: 1) Pendapatan Asli
Daerah (PAD), 2) Pendapatan Transfer, dan 3) Lain-lain Pendapatan Daerah
yang Sah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa
pemerintah daerah mempunyai sumber pendanaannya sendiri berupa
Pendapatan Asli Daerah (PAD), di samping itu pemerintah pusat juga akan
mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum
(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Kedua
dasar hukum tersebut menegaskan bahwa pengalokasian Belanja Modal untuk
kelancaran tugas pemerintah daerah ataupun untuk kesejahteraan masyarakat
dipengaruhi oleh sumber-sumber pendapatan daerah. Oleh karena itu dapat
pula dikatakan bahwa Belanja Modal dipengaruhi berbagai faktor diantaranya
adalah: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2) Dana Alokasi Umum, 3) Dana
Alokasi Khusus (DAK), 4) Dana Bagi Hasil (DBH), dan 5) Lain-lain
Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penghasilan yang berasal dari
daerah sebagai modal utama untuk membiayai pemerintahan dan
pembangunan daerah dan merupakan cermin kemandirian bagi suatu daerah.
Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah dan
perusahaan daerah (Kuncoro, 2014: 7). Sumber Pendapatan Asli Daerah
terbesar berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Setiap daerah

mempunyai dasar tersendiri untuk pengenaan pajak dan retribusi daerah



tergantung dengan kebijakan dan peraturan daerah setempat. Besarnya
persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah menunjukkan
sumbangan Pendpatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah.
Sumbangan realisasi pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013
mencapai 38,87% dari total pendapatan daerah. Hal tersebut ditunjukkan pada
tabel realisasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah di
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013.

Pemerintah Daerah Realisasi PAD Persentase PAD Persentase PAD
(Jutaan Rupiah) terhadap terhadap Belanja
Pendapatan Daerah.
Daerah
D.l. Yogyakarta 1.004.063,12 38,87 40,01
Kab. Kulonprogo 95.991,51 9,57 9,95
Kab. Bantul 224.197,86 14,75 16,16
Kab. Gunung Kidul 83.427,45 6,72 7,07
Kab. Sleman 449.270,30 23,65 26,53
Kota Yogyakarta 383.052,14 29,25 31,07
Sumber: Statistik Keuangan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta 2013-
2014: 10.

Dari tabel di atas terlihat bahwa besarnya sumbangan Pendapatan Asli Daerah
terhadap pendapatan pemerintah daerah di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta pada tahun 2013 terlihat masih kecil. Dari lima kabupaten/kota di
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hanya ada tiga kabupaten/kota yang
sumbangan Pendapatan Asli Daerahnya di atas 10 persen, yaitu Kabupaten
Bantul sebesar 14,75 persen, Kabupaten Sleman Sebesar 23,65 persen, dan
Kota Yogyakarta sebesar 29,25 persen. Besarnya sumbangan PAD untuk
Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunung Kidul masih di bawah 10
persen. Hal ini mengharuskan pemerintah daerah untuk berupaya

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara terus-menerus dan



berkelanjutan agar Pendapatan Asli Daerah terus meningkat dan memperkecil
ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Dengan adanya peningkatan
Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan
anggaran untuk Belanja Modal sehingga pemerintah daerah dapat
memberikan pelayanan publik yang berkualitas terhadap masyarakat.

Dana Perimbangan (Pendapatan Transfer) menurut Kuncoro (2014: 58),
adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan
kepada daerah untuk membiayai kebutuhannya dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi. Dana perimbangan sendiri terdiri dari Dana Alokasi Umum
(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana
Alokasi Umum menurut Halim (2008: 160) merupakan Dana yang berasal
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan
dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai
kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Realisasi
Dana Alokasi Umum (DAU) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada
tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Daerah di
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013.

Pemerintah Daerah Realisasi DAU Persentase DAU Persentase DAU
(Jutaan Rupiah) terhadap terhadap Belanja
Pendapatan Daerah Daerah
D.l. Yogyakarta 757.056,70 29,31 30,17
Kab. Kulonprogo 594.978,79 59,31 61,68
Kab. Bantul 854.810,63 56,23 61,60
Kab. Gunung Kidul 779.069,24 62,72 66,01
Kab. Sleman 891.589,91 46,94 52,65
Kota Yogyakarta 597.212,21 45,60 48,44
Sumber: Statistik Keuangan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta 2013-
2014 14.



Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa persentase Dana Alokasi Umum yang
diterima oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebesar 29,31
persen. Dari kelima kabupaten/kota yang ada di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta terlihat bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah
Istimewa Yogyakarta tergolong masih tinggi dikarenakan masih ada tiga
kabupaten yang tingkat penerimaan Dana Alokasi Umum-nya di atas 50
persen, yaitu Kabupaten Kulonprogo sebesar 59,31 persen, Kabupaten Bantul
sebesar 56,23 persen, dan Kabupaten Gunung Kidul sebesar 62,72 persen.
Semakin besar penerimaan Dana Alokasi Umum yang merupakan sumber
pendapatan daerah diharapkan dapat meningkatkan alokasi Belanja Modal
oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, dengan semakin
besarnya persentase Dana Alokasi Umum yang diterima oleh pemerintah
daerah, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap
pemerintah pusat tinggi.

Dana perimbangan lain selain Dana Alokasi Umum adalah Dana Alokasi
Khusus. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang dialokasikan
oleh pemerintah pusat untuk daerah khusus terpilih untuk tujuan nasional
khusus. Kebutuhan khusus yang dimaksud dalam Dana Alokasi Khusus
adalah: 1) kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah terpencil dan tidak
memiliki akses memadai ke daerah lain, 2) kebutuhan prasaranan dan sarana
fisik di daerah yang menampung transmigrasi, 3) kebutuhan prasarana dan
sarana fisik yang terletak di daerah pesisir/kepulauan dan tidak mempunyai

prasaranan dan sarana yang memadai, dan 4) kebutuhan prasarana dan sarana



fisik di daerah guna mengatasi dampak kerusakan lingkungan (Kuncoro,
2014: 70). Dana bagi hasil merupakan yang bersumber dari pendapatan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada
daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi otonomi daerah (UU/33/2004).
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana
Alokasi Khusus (DAK) merupakan sumber-sumber pendapatan daerah yang
digunakan oleh pemerintah daerah untuk pengeluaran kepentingan daerah.
Pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah disebut dengan Belanja
Daerah. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum
daerah yang mengurangi ekuitas dana yang merupakan kewajiban daerah
dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya
oleh daerah (Afifah, 2010: 15). Belanja Daerah sendiri terdiri dari dua bagian
yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal. Permasalahan yang kerap terjadi
dalam pengelolaan keuangan daerah adalah persentase dana yang digunakan
untuk Belanja Operasi lebih besar dibandingkan dengan Belanja Modal, hal
ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah cenderung konsumtif dan tingkat
produktifitas pemerintah daerah rendah. Di lain pihak masyarakat
mengharapkan adanya peningkatan pelayanan publik yang ditandai dengan
presentase Belanja Modal yang semakin meningkat. Faktor-faktor yang
mempengaruhi Belanja Modal seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya
yaitu: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2) Dana Alokasi Umum (DAU), 3)

Dana Alokasi Khusus (DAK), dan 4) Dana Bagi Hasil. Dana Bagi hasil



sebagai salah satu bagian dari Dana Perimbangan tidak termasuk dalam
variabel dalam penelitian ini karena pengaruhnya yang tidak signifikan

Belanja Modal berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang.
Menurut konsep Multi-Term Expenditure Framework (MTEF), kebijakan
Belanja Modal harus memperhatikan kemanfaatan (usefullnes) dan
kemampuan keuangan pemerintah daerah (budget capability) dalam
pengelolaan aset dalam jangka panjang (Allen dan Tommasi, 2001). Dalam
hal ini pengadaan sarana dan prasarana yang termasuk dalam kategori Belanja
Modal haruslah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah masing-masing daerah.
Pemanfaatan dan pengalokasian Belanja Modal juga diharapkan dapat
memberikan manfaat tersendiri bagi daerah baik dalam peningkatan kualitas
pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan peningkatan kualitas publik lainnya.
Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan Belanja Modal hendaknya
dialokasikan untuk hal-hal yang produktif seperti pembangunan. Darmawanto
dan Yustikasari (2007) menjelaskan bahwa penerimaan pemerintah
hendaknya lebih banyak untuk program-program pelayanan publik. Kedua
pernyataan tersebut menyiratkan bahwa pemanfaaatan Belanja Modal untuk
berbagai kepentingan publik sangat penting untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah pusat terus mendorong pemerintah daerah agar persentase
Belanja Modal terus ditingkatkan mulai dari 24%, kemudian 26-27% hingga

pada tahun 2014 menjadi 30% (Ditjen Bina Keuangan Daerah, 2013).



Meskipun pemerintah pusat telah mendorong untuk meningkatkan
pengalokasian Belanja Modal, namun realitasnya persentase Belanja Modal
dalam pelaksanaannya memiliki kecenderungan yang semakin menurun jika
dibandingkan dengan total belanja daerah (Halim, 2014: 226). Seharusnya
pemerintah daerah lebih memprioritaskan urusan wajib dalam hal
pengalokasian belanja daerah yang salah satunya adalah Belanja Modal. Oleh
karena itu pemerintah daerah harus menggunakan sumber-sumber pendapatan
daerah untuk digunakan dalam hal pelayanan publik yaitu dengan
mengalokasikan sumber-sumber pendapatan daerah ke dalam Belanja Modal.
Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka penulis
tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh sumber-sumber
pendapatan daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah Istimewa
Yogyakarta terhadap Belanja Modal pemerintah daerah. Sumber-sumber
pendapatan daerah yang dimaksud adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD),
Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sehubungan
dengan hal tersebut, penulis memberi judul penelitian ini “Pengaruh
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana
Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2016)”.
. ldentifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dari

penelitian ini adalah sebagai berikut:



Pemanfaatan Belanja Modal seharusnya lebih diutamakan untuk
meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat/publik, sehingga
persentase Belanja Modal seharusnya lebih besar dari pada Belanja
Operasi.

Belanja Modal dipengaruhi oleh sumber-sumber pendapatan daerah, yang
terdiri dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2) Dana Alokasi Umum
(DAU), 3) Dana Alokasi Khusus (DAK), 4) Dana Bagi Hasil (DBH), 5)
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kurang maksimal
dalam meningkatkan alokasi Belanja Modal.

Pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus

(DAK) yang tidak sesuai dengan tujuan yang semestinya.

. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan di atas, penulis

membatasi permasalahan dalam penelitian ini agar lebih terfokuskan.

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1.

2.

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Periode yang diambil untuk penelitian ini adalah periode tahun 2010
sampai dengan tahun 2016.

Variabel-variabel yang mempengaruhi Belanja Modal yang digunakan
dalam penelitian ini adalah: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2) Dana

Alokasi Umum (DAU), dan 3) Dana Alokasi Khusus (DAK).
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D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja
Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2016?
Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja
Modal di Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta tahun 2010-2016?
Bagaimana pengaruh Dana Alokasi khusus (DAK) terhadap Belanja
Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2016?
Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi
Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama-sama
terhadap Balanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun

2010-2016?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah

untuk:

1.

Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja
Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2016.
Mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadapa Belanja
Modal di Provinsi Daerah Isstimewa Yogyakarta tahun 2010-2016.
Mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja

Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2016.
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4. Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi
Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama-sama
terhadap Balanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun
2010-2016.

F. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Secara Teoritis
Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah sebagai bahan dalam
mempelajari pengalokasian sumber-sumber yang mempengaruhi Belanja
Modal yaitu pendapatan daerah secara produktif oleh pemerintah daerah.
Selain itu juga untuk memperdalam mengenai materi organisasi sektor
publik yaitu pemerintah daerah yang diperoleh di bangku kuliah.

2. Manfaat Secara Praktis
a. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran dan
acuan bagaimana seharusnya Pemerintah Daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta mengalokasikan sumber-sumber pendapatan
daerah secara lebih produktif. Pemerintah daerah dapat meningkatkan
kualitas pelayanan publik dengan cenderung meningkatkan persentase
alokasi Belanja Modal.

b. Bagi Peneliti
Penelitian ini bermanfaat sebagai upaya dalam memahami lebih

lanjut mengenai ilmu yang telah di dapatkan di bangku kuliah
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mengenai hal-hal yang terkait dengan sektor publik, yaitu pemerintah
daerah.
Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi lebih lanjut
untuk penelitian selanjutnya di bidang akuntansi pada umumnya dan

akuntansi keuangan daerah pada khususnya.

13



BAB Il

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori
1. Belanja Modal
a. Pengertian Belanja Modal

Belanja Modal menurut Halim (2008: 101) merupakan pengeluaran
anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi
manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pengertian tersebut sesuai
dengan pengertian Belanja Modal menurut Undang-Undang No. 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Menurut UU
Nomor 71 Tahun 2010 Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran
untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat
lebih dari satu periode akuntansi. Menurut Darise (2008: 141),
Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka
pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang
mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan
dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan
mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap
lainnya. Sementara menurut Mardiasmo (2004: 187), Belanja Modal
adalah kelompok belanja langsung yang digunakan untuk membiayai
kegiatan investasi (menambah aset). Dari beberapa pengertian tersebut

dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Belanja Modal
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adalah pengeluaran anggaran yang merupakan komponen dari belanja
langsung oleh pemerintah yang sifatnya menambah inventaris atau
aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari dua belas bulan (satu
periode akuntansi) dan digunakan untuk kepentingan umum. Belanja
Modal tidak hanya pengeluaran anggaran untuk pembelian aset atau
inventaris, tetapi juga pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah
daerah untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya menambah dan
mempertahankan masa manfaaat aset, serta menambah kapasitas dan
kualitas aset.

Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah No. 4 tentang
Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah menjelaskan bahwa
Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset
tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode
akuntansi. Aset tetap dan aset lainnya yang dimaksudkan mempunyai
karakteristik berwujud, menambah aset pemerintahan, mempunyai
masa manfaat lebih dari satu tahun dan nilainya relatif material.
Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa
suatu belanja dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika:

1) Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap
atau aset lainnya sehingga menambah aset pemerintah.

2) Pengeluaran tersebut melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap
atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

3) Perolehan aset tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

15



Hoesada (2016: 238) menjelaskan bahwa Belanja Modal tidak
dapat ditujukan kepada masyarakat rumah tangga atau perorangan.
Dalam hal ini Belanja Modal merupakan salah satu indikator
produktifitas dari penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah
sehingga tidak dapat ditujukan kepada masyarakat perorangan ataupun
rumah tangga karena dalam pelaksanaannya haruslah bersinggungan
dengan pelayanan publik. Semakin besar persentase alokasi Belanja
Modal menandakan bahwa pemerintah daerah lebih produktif. Hal ini
dikarenakan umumnya dalam penggunaan aset yang dihasilkan selalu
bersinggungan dengan pelayanan publik dan digunakan oleh
masyarakat umum. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa alokasi
Belanja Modal berhubungan dengan pelayanan publik, sehingga
jumlah alokasi Belanja Modal setiap tahunnya seharusnya relatif
besar. Semakin besar alokasi Belanja Modal, maka pelayanan
pemerintah daerah kepada publik dapat dikatakan meningkat, begitu
pula sebaliknya.

. Macam-macam Belanja Modal

Halim (2008: 101) menyebutkan bahwa yang termasuk dalam
Belanja Modal adalah: 1) Belanja Modal Tanah; 2) Belanja Peralatan
dan Mesin; 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan; 4) Belanja
Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan; 5) Belanja Aset Tetap Lainnya; dan
6) Belanja Aset Lainya. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

(SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
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yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 2005, Belanja Modal dapat diklasifikasikan dalam lima

kategori utama:

1)

2)

3)

Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran anggaran atau biaya
yang digunakan untuk pengadaan, pembebasan atau
penyelesaiaan balik nama dan sewa tanah, pengosongan,
pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat
dan pengeluaran lainnya yang berhubungan dengan perolehan hak
atas tanah sampai dengan tanah yang dimaksud dalam kondisi
siap pakai.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran
anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan,
penambahan atau penggantian dan peningkatan kapasitas
peralatan mesin serta inventaris atau aset kantor yang
memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi (dua belas
bulan) sampai dengan peralatan dan mesin yang dimaksud dalam
kondisi siap pakai.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal Gedung dan Bangunan merupakan pengeluaran
anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan,

penambahan atau penggantian termasuk pengeluaran untuk
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4)

5)

perancanaan, pengawasan dan pengelolaan pembanguan gedung
dan bangunan yang menambah kapasitas sampai dengan gedung
dan bangungan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan
pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk
pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan
pembangunan, pembuatan serta perawatan, termasuk pengeluaran
untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi
dan jaringan yang menambah kapasitas, sampai dengan jalan,
irigasi dan jaringan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.
Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya merupakan pengeluaran anggaran
atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan,
penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan serta
perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan
dalam Belanja modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin,
Belanja Modal Gedung dan Bangunan, serta Belanja Modal
Irigasi, Jalan dan Jaringan. Belanja Modal Fisik Lainnya juga
termasuk Belanja Modal kontak sewa beli, pembelian barang-
barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum,

hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.
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C.

Peranan Belanja Modal

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menjelaskan bahwa Belanja
Modal merupakan bagian dari kelompok belanja daerah yang
memiliki pengertian berupa pengeluaran yang dilakukan dalam rangka
pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang
mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan
dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan
mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap
lainnya. Belanja Modal dialokasikan dengan harapan agar terdapat
multiplier effect (efek jangka panjang) baik secara makro dan mikro
bagi perekonomian Indonesia, khususnya bagi daerah. Aset tetap yang
dimiliki sebagai akibat adanya Belanja Modal merupakan prasyarat
utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah.
Pemerintah daerah mengaloksikan dana dalam bentuk Belanja Modal
dalam APBD dalam rangka untuk menambah aset tetap yang dimilik
oleh daerah. Pada umumnya setiap tahun diadakan pengadaan aset
tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan
pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara
finansial.

Belanja Modal merupakan suatu bentuk kegiatan pengelolaan
keuangan daerah yang harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis transparan, dan

bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan
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dan memberikan manfaat untuk masyarakat. Ukuran keberhasilan dari
pemanfaatan Belanja Modal sendiri adalah tepat mutu, tepat jumlah,
tepat waktu, tepat sasaran dan tepat harga (Halim, 2014: 229). Dalam
hal ini Belanja Modal dikatakan berhasil dalam pelaksanaannya jika
alokasi Belanja Modal untuk pengadaan aset tetap daerah telah
memenuhi kelima kriteria, yaitu tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu,
tepat sasaran dan tepat harga. Terdapat tiga cara untuk memperoleh
aset tetap, yaitu dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset
tetap lainnya dan membeli.
. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran yang merupakan
komponen dari belanja langsung oleh pemerintah yang sifatnya
menambah inventaris atau aset tetap yang memberikan manfaat lebih
dari dua belas bulan (satu periode akuntansi) dan digunakan untuk
kepentingan umum. Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun
2006 bahwa Belanja Modal merupakan komponen belanja langsung
yang juga merupakan bagian dari belanja daerah dan didanai oleh
pendapatan daerah, maka besar kecilnya alokasi untuk Belanja Modal
dipengaruhi oleh besar kecilnya pendapatan daerah. Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah
mempunyai sumber-sumber pendapatan daerah berupa Pendapatan
Asli Daerah (PAD), di samping itu pemerintah pusat juga akan

mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum
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(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Pendapatan Asli Daerah akan berpengaruh terhadap Belanja Modal.
Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah biasanya akan diikuti dengan
meningkatnya Belanja Modal, kemudian menyesuaikan dengan
kondisi pada saat tahun anggaran. Begitu pula dengan Dana
Perimbangan dari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum,
Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil yang pengalokasiannya
menekankan aspek pemerataan dan keteradilan yang selaras dengan
utusan pemerintah (UU Nomor 32 Tahun 2004). Dengan adanya Dana
Perimbangan dari pemerintah pusat tersebut diharapkan pemerintah
daerah dapat meningkarkan persentase Belanja Modal daerahnya.
Menurut Bambang Prakosa (2004), pengeluaran pemerintah daerah
akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan daerah atau
perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran. Secara
konseptual pendapatan atau pemasukan akan berpengaruh terhadap
belanja atau pengeluaran. Dari pernyataan tersebut maka dapat
dikatakan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah dapat
mempengaruhi alokasi Belanja Modal oleh pemerintah daerah.
Abdullah dan Halim (2004) dalam penelitannya yang berjudul
Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa
sumber pendapatan daerah berupa Pendapatan Asli Daerah dan Dana

Perimbangan mempunyai pengaruh terhadap alokasi Belanja Modal
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pemerintah daerah. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dalam
pengalokasian anggaran cukup besar, begitu pula Dana Perimbangan
yang terdiri dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang
merupakan dana transfer dari pemerintah pusat.
2. Pendapatan Asli Daerah
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber
pendapatan daerah yang termasuk dalam salah satu faktor yang
mempengaruhi Belanja Modal. Pendapatan Asli Daerah yang
merupakan pendapatan asli dari daerah yang dapat digali dan
digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Halim
(2008: 96) menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari
sumber ekonomi asli daerah. Sementara menurut Darise (2008: 135),
Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah
yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Dari kedua pengertian
tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber yang menjadi
pendapatan yang diterima daerah yang berasal potensi daerahnya
masing-masing yang dapat digali dan digunakan secara mandiri oleh
daerah.

Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

dijelaskan:
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Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang
bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, basil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan
keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam
pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.
Dari penjelasan mengenai Pendapatan Asli Daerah tersebut, dapat
diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai peranan penting
bagi daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi
fiskal, karena Pendapatan Asli Daerah merupakan tiang utama yang
menjadi penyangga kehidupan daerah. Tanpa adanya dana yang
mencukupi untuk membiayai kebutuhan daerah, maka ciri pokok dari
pelaksanaan otonomi daerah akan menghilang.
. Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang
digali dari potensi daerah masing-masing. Klasifikasi sumber
Pendapatan Asli Daerah dikelompokkan menjadi empat (Halim, 2008:
96), yaitu:
1) Pajak Daerah.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi

badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang

dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Darise, 2008: 135).

Secara singkat dapat dikatakan bahwa pajak daerah merupakan

pendapatan yang diterima oleh daerah yang berasal dari pajak
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yang dibayarkan oleh wajib pajak. Aturan pelaksanaan pajak

daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Undang-

Undang tersebut dijabarkan mengenai jenis objek pajak untuk

provinsi dan objek pajak kabupaten/kota.

f)

9)

Jenis objek pajak untuk propinsi adalah sebagai berikut:
Pajak kendaraan bermotor.

Bea balik nama kendaraan bermotor.

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

Pajak kendaraan di atas air.

Pajak air di bawah tanah.

Pajak air permukaan.

Jenis objek pajak untuk kabupaten/kota adalah sebagai berikut:
Pajak hotel.

Pajak restoran.

Pajak hiburan.

Pajak reklame.

Pajak penerangan jalan.

Pajak pengambilan bahan galian golongan C.

Pajak parkir.

2) Retribusi Daerah.
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Dasar hukum yang mengatur pelaksanaan retribusi daerah
sama dengan pajak daerah yaitu Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 tentan Pajak dan Retribusi Daerah. Retribusi daerah
merupakan pendapatan yang diterima oleh daerah yang berasal
dari retribusi yang dibayarkan oleh masyarakat. Dalam Akuntansi
Keuangan Daerah (Darise, 2008: 136) dijelaskan bahwa yang
dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Jenis
pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah dibedakan
antara provinsi dengan kabupaten/kota. Jenis retribusi daerah
untuk provinsi adalah: a) retribusi pelayanan kesehatan; b)
retribusi pemakaian kekayaan daerah; c) retribusi penggantian
biaya cetak peta; d) retribusi pengujian kapal perikanan.
Sementara retribusi daerah untuk kabupaten/kota adalah sebagai
berikut:

a) Retribusi pelayanan kesehatan.

b) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

¢) Retribusi penggantain biaya cetak KTP.

d) Retribusi penggantian penggantian biaya cetak akta catatan

sipil.
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f)
9)
h)
i)
)
K)
1)
m)
n)
0)
P)

q)

Retribusi pelayanan pemakaman.

Retribusi pelayanan pengabuan mayat.

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
Retribusi pelayanan pasar.

Retribusi pengujian kendaraan bermotor.
Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
Retribusi penggantian biaya cetak peta.

Retribusi pengujian kapal perikanan.

Retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Retribusi jasa usaha pasar, grosir atau pertokoan.
Retribusi jasa usaha tempat pelelangan.

Retribusi jasa usaha terminal.

Retribusi jasa usaha tempat khusus parkir.
Retribusi jasa usaha tempat penginapan/pesanggrahan/villa.
Retribusi jasa usaha penyedotan kakus.

Retribusi jasa usaha rumah potong hewan.
Retribusi jasa usaha pelayanan pelabuhan kapal.
Retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga.
Retribusi jasa usaha penyebrangan di atas air.
Retribusi jasa usaha pengolahan limbah cair.
Retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah.

Retribusi izin mendirikan bangunan.

aa) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.
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3)

bb) Retribusi izin gangguan.
cc) Retribusi trayek.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan.

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan
merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan (Halim, 2008: 98). Kekayaan
daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang dilepaskan
dan penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dimaksudkan untuk
dikuasai dan dipertanggungjawabkan secara mandiri oleh daerah.

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan
menurut Darise (2008: 136) dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik
daerah/BUMD.

b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik
negara/BUMN.

c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik
swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Dari keteranan tersebut, maka perusahan daerah merupakan
salah satu dari pendapatan daerah yang modalnya secara
keseluruhan atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang
dipisahkan. Bagi daerah yang mempunyai Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD) seperti Perusahaan Daerah Air minum (PDAM),
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4)

Bank Pembangunan Daerah (BPD), Badan Kredit Kecamatan,

Pasar dan lain sebagainya merupakan bagian dari hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan

penerimaan yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah.

Lain-lain milik pemerintah daerah merupakan sumber pendapatan

daerah yang tidak dapat diklasifikasikan dalam pajak daerah,

retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah

yang dipisahkan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

menerangkan yang termasuk dalam lain-lain Pendapatan Asli

Daerah yang sah diklasifikasikan sebagai berikut:

a) Hasil pengelolaan kekayaan yang tidak dipisahkan.

b) Jasa giro.

c) Pendapatan bunga.

d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang
asing.

e) Komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari
penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh

daerah.
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3. Dana Alokasi Umum
a. Pengertian Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sumber pendapatan daerah
yang merupakan bagian dari Dana Perimbangan dan menjadi salah
satu faktor yang mempengaruhi besarnya pengaloksian Belanja Modal
suatu daerah. Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer dari
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang penggunaannya
diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Dalam Undang-Undang nomor
33 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan
dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan
antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi
daerah. Menurut Kuncoro (2014: 63), Dana Alokasi Umum
merupakan block grant yang diberikan kepada semua kabupaten dan
kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan
kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan dengan formula berdasarkan
prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa
daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak dari pada
daerah kaya. Dari kedua definisi mengenai Dana Alokasi Umum
(DAU) tersebut, maka yang dimaksud dengan Dana Alokasi Umum
adalah dana transfer yang bersumber dari pemerintah pusat yang
diserahkan kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengisi

kesenjangan kapasitas dan kebutuhan setiap daerah yang

29



didistribusikan dengan prinsip-prinsip tertentu sehingga tercapai
pemerataan kemampuan keuangan antara setiap daerah.

Menurut Mardiasmo (2004: 144), Dana Alokasi Umum
dimaksudkan untuk menjaga pemerataan dan perimbangan keuangan
antara pusat dan daerah, sehingga dalam pembagian Dana Alokasi
Umum perlu memperhatikan potensi daerah, kebutuhan pembiayaan
untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah di daerah dan
ketersediaan APBN. Dana Alokasi Umum mempunyai fungsi sebagai
faktor pemerataan fiskal. Faktor yang mempengaruhi banyak
sedikitnya Dana Alokasi Umum untuk setiap daerah adalah celah
fiskal (fiscal gap) dan potensi daerah (fiscal capacity). Prinsip alokasi
Dana Alokasi Umum adalah bagi daerah yang potensi fiskalnya besar
tetapi kebutuhannya kecil akan memperoleh Dana Alokasi Umum
yang relatif kecil. Sebaliknya jika potensi daerah kecil sementara
kebutuhannya besar, maka daerah tersebut akan menerima alokasi
Dana Alokasi Umum yang relatif besar.

. Perhitungan Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer dari pemerintah
pusat kepada pemerintah daerah. Pelaksanaan dan pengalokasian
Dana Alokasi Umum diatur berdasarkan Undang-Undang nomor 33
Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan dan Peraturan Pemerintah
Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Dalam PP Nomor

55 Tahun 2005, dijelaskan bahwa:
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b)

Dana Alokasi Umum dialokasikan untuk provinsi dan
kabupaten/kota.

Jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-
kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto.

Proporsi Dana Alokasi Umum antara propinsi dan kabupaten/kota
dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan propinsi dan kabupaten/kota.

Mekanisme pengalokasian Dana Alokasi Umum menurut

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) terdiri atas tiga

tahapan berikut:

a)

b)

Tahapan Aakademis

Tahapan akademis merupakan konsep awal penyusunan kebijakan
atas implementasi formula Dana Alokasi Umum yang dilakukan
oleh tim independen dari berbagai universitas dengan tujuan untuk
memperoleh kebijakan perhitungan Dana Alokasi Umum yang
sesuai dengan ketentuan undang-undang dan karakteristik otonomi
daerah di Indonesia.

Tahapan Administratif

Dalam tahapan administratif, DJPK melakukan koordinasi dengan
instansi terkait untuk penyiapan data dasar perhitungan Dana
Alokasi umum. Selain itu juga melakukan kegiatan konsolidasi
dan verifikasi data untuk mendapatkan validitas dan kemutakhiran

data yang digunakan.
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c) Tahapan Teknis

Tahapan teknis merupakan tahap pembuatan simulasi perhitungan

Dana Alokasi Umum yang akan dikonsultasikan pemerintah

kepada DPR RI dan dilakukan berdasarkan formula Dana Alokasi

Umum sesuai dengan undang-undang dengan menggunakan data

yang tersedia serta memperhatikan hasil rekomendasi pihak

akademis.

Formula Dana Alokasi Umum menggunakan pendekatan celah
fiskal (fiscal gap), yaitu selisih antara kebutuhan fiskal (fiscal needs)
dikurangi dengan capasitas fiskal (fiscal capacity) daerah dan alokasi
dasar (AD) berupa jumlah gaji PNS daerah. Rumus yang menjadi
formula perhitungan Dana Alokasi Umum menurut DJPK adalah

sebagai berikut:

DAU = AD + CF
Keterangan:
DAU = Dana Alokasi Umum
AD = Alokasi Dasar, yaitu Gaji PNS Daerah
CF = Celah Fiskal (Kebutuhan Fiskal — Kapasitas Fiskal)

Berikut ini merupakan gambar skema perhitungan Dana Alokasi
Umum yang menunjukkan komponen-komponen apa saja yang

menyusun Alokasi Dana Alokasi Umum:
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DANA ALOKASI UMUM

v v
ALOKASI DASAR CELAH FISKAL
[
v v v
KEBUTUHAN
— —— KAPASITAS FISKAL
GAJI PNSD FISKAL
PENDAPATAN ASLI
—> INDEKS PENDUDUK —> DAERAH
— 5 INDEKS LUAR
WILAYAH —» BAGI HASIL PAJAK
INDEKS BAGI HASIL
—> KELEMAHAN —» SUMBER DAYA
KONSTRUKSI ALAM
N INDEKS
PEMBANGUNAN
MANUSIA
INDEKS PDRB
PERKAPITA

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Gambar 1. Skema Perhitungan Dana Alokasi Umum berdasarkan PP
Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

4. Dana Alokasi Khusus

a. Pengertian Dana Alokasi Khusus

Belanja Modal juga dipengaruhi oleh Dana Alokasi Khusus. Dana

Alokasi Khusus merupakan dana transfer dari pemerintah pusat

kepada pemerintah daerah selain Dana Alokasi Umum. Dasar hukum

yang mengatur tentang Dana Alokasi Umum adalah Undang-Undang

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah

nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dan Peraturan
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Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2013 tentang Pengalokasian
Anggaran Transfer ke Daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor
55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menerangkan bahwa Dana
Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada
daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan
khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas
nasional. Mardiasmo (2004: 144) menjelaskan bahwa Dana Alokasi
Khusus merupakan dana yang dialokasikan untuk membantu
pembiayaan kebutuhan tertentu, yaitu merupakan program nasional
atau program kegiatan yang tidak terdapat di daerah lain. Sementara
dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
dijelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber
dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu
dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dari
beberapa pengertian mengenai Dana Alokasi Khusus tersebut maka
dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Dana Alokasi
Khusus adalah dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah
tertentu untuk mendanai kegiatan Kkhusus yang merupakan
kewenangan daerah dalam hal penyediaan sarana dan prasarana

daerah (fasilitas fisik).
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Alokasi Dana Alokasi Khusus dimaksudkan untuk membantu
membiayai kegaitan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang
merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional,
khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana
pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu
atau untuk mendorong percepatan pembangunan daearah (Nurlan
Darise, 2014: 137). Daerah-daerah yang menerima Dana Alokasi
khusus adalah daerah yang memenuhi kriteria umum, Kkriteria khusus
dan  kriteria  teknis.  Kriteria umum ditetapkan  dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD untuk
membiayai kebutuhan pembangunan daerah. Kriteria khusus
ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan,
terutama Kketentuan yang mengatur kekhususan suatu daerah serta
karakteristik daerah yang meliputi daerah pesisir dan kepulauan,
daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal atau terpencil,
daerah rawan banjir dan longsor, serta daerah yang termasuk dalam
daerah ketahanan pangan. Kriteria teknis ditetapkan oleh kementrian
negara atau departemen teknis terkait dengan menggunakan indikator-
indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana atau prasarana
pada masing-masing bidang atau kegiatan yang akan didanai oleh

Dana Alokasi Khusus.
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b. Pengalokasian Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 145/PMK.07/2013,
dalam pengalokasian Dana Alokasi Khusus harus memenuhi kriteria
umum, khusus dan juga teknik. Sementara dalam perhitungan alokasi
Dana Alokasi Khusus dilakukan dalam dua tahapan, yaitu:

1) Penentuan daerah tertentu yang menerima Dana Alokasi khusus.
2) Penentuan besaran alokasi Dana Alokasi Khusus untuk masing-
masing daerah.

Penentuan daerah yang menerima Dana Alokasi Khusus
didasarkan pada hal-hal:

1) Daerah yang mempunyai Indeks Fiskal Neto (IFN) dibawah rata-
rata IFN nasional.

2) Daerah yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus.

3) Daerah dengan Indeks Fiskal Wilayah (IFW) berada di atas rata-
rata IFW nasional.

4) Daerah dengan Indeks Fiskal Wilayah Teknis (IFWT) berada
diatas rata-rata IFWT nasional.

Penetapan besarnya Dana Alokasi Khusus masing-masing daerah
ditentukan berdasarkan bobot Dana Alokasi Khusus per bidang untuk
masing-masing daerah dibagi dengan bobot Dana Alokasi Khusus per
bidang untuk seluruh daerah dikalikan dengan pagu Dana Alokasi

Khusus per bidang. Bobot Dana Alokasi Khusus per bidang
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ditetapkan berdasarkan Indeks Fiskal Wilayah Teknis (IFWT)

dikalikan dengan Indeks Kemahalan Konstruksi.

Bidang-bidang kegiatan yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus

menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan adalah:

1)

2)

3)

4)

Bidang pendidikan, Dana Alokasi khusus dialokasikan untuk
mendukun program penuntasan wajib belajar 9 tahun yang
bermutu dan merata.

Bidang kesehatan, Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk
meningakatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang
difokuskan pada penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak,
penanggulangan masalah gizi, serta penegahan penyakit dan
penyehatan lingkungan terutama untuk penduduk miskin dan
penduduk di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan
dan daerah bermasalah kesehatan.

Bidang infrastruktur jalan, Dana Alokasi Khusus dialokasikan
untuk mempertahankan dan meningkatakan kinerja pelayanan
prasarana jalan provinsi, kabupaten dan kota serta menunjang
aksebilitas  keterhubungan  wilayah ~ dalam  mendukung
pengembangan koridor ekonomi wilayah/kawasan.

Bidang infrastruktur irigasi, Dana Alokasi Khusus dialokasikan
untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja layanan
jaringan irigasi/rawayang menjadi kewenangan pemerintah

provinsi/kabupaten/kota dalam rangka mendukung pemenuhan
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5)

6)

7)

8)

9)

sasaran prioritas nasional di bidang ketahanan pangan menuju
surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014.

Bidang infrastruktur air minum, Dana Alokasi Khusus
dialokasikan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air dalam
rangka percepatan pencapaian target Millenium Development
Goals (MDGs).

Bidang infrastruktur sanitasi, Dana Alokasi Khusus dialokasikan
untuk meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan sanitasi,
terutama dalam pengelolaan air limbah dan persampahan secara
komunal/terdesentralisasi untuk meningkatkan kualitas kesehatan
masyarakat.

Bidang prasarana pemerintahan desa, Dana Alokasi Khusus
dialokasikan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah
dalam menyelenggarakan pelayanan publik, yang diprioritaskan
kepada daerah pemekaran dan daerah tertinggal.

Bidang sarana dan prasarana kawasan perbatasan, Dana Alokasi
Khusus dialokasikan untuk mendukung kebijakan pembangunan
kawasan perbatasan untuk mengatasi keterisolasian wilayah yang
dapat menghambat upaya pengamanan batas wilayah, pelayanan
sosial dasar, serta pengembangan kegiatan ekonomi lokal secara
berkelanjutan.

Bidang kelautan dan perikanan, Dana Alokasi Khusus

dialokasikan untuk sarana prasarana produksi, pengolahan, mutu,
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pemasaran, pengawasan, penyuluhan, data statistik untuk
mendukkung industrialisasi, serta penyediaan sarpras terkait
pengembangan kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil.

10) Bidang pertanian, Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk
mengembangkan sarana dan prasarana air, lahan, pembangunan
dan rehabilitasi balai penyuluhan pertanian serta pengembangan
lumbung masyarakat untuk  meningkatkan produksi bahan
pangan.

11) Bidang keluarga berencana, Dana Alokasi Khusus dialokasikan
untuk mendukung kebijakan peningkatan akses dan kualitas
pelayanan keluarga berencana yang merata melalui berbagai
program dan kegiatan.

12) Bidang kehutanan, Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk
peningkatan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS) terutama di
daerah hulu dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan
daya dukung wilayah.

13) Bidang sarana dan prasarana daerah tertinggal, Dana Alokasi
Khusus dialokasikan untuk mendukung kebijakan pembanguan
daerah tertinggal.

14) Bidang sarana pedagangan, Dana Alokasi Khusus dialokasikan
untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana perdagangan
untuk mendukung pasokan dan ketersediaan barang sehingga

dapat meningkatkan daya beli masyarakat, terutama di daerah
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tertinggal, perbatasan, daerah pemekaran, dan daerah yang minim
sarana perdagangan.

15) Bidang energi pedesaan, Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk
memanfaatkan  sumber energi terbaru setempat untuk
meningkatkan akses masyarakat pedesaan, termasuk masyarakat di
daerah tertinggal dan kawasan perbatasan terhadap energi modern.

16) Bidang perumahan dan pemukiman, Dana Alokasi Khusus
dialokasikan untuk meningkatkan penyediaan sarana, prasarana,
utilitas perumahan dan kawasan pemukiman dalam rangka
menstimulan pembangunan perumahan dan pemukiman.

17) Bidang keselamatan transportasi darat, Dana Alokasi Khusus
dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, terutama
keselamatan bagi penggunan transportasi jalan guna menurunkan
tingkat fatalitas (korban meninggal dunia) akibat kecelakaan lalu
lintas.

B. Penelitian yang Relevan
1. Penelitian Kesit Bambang Prakosa (2004)

Penelitian Kesit Bambang Prakosa tahun 2004 berjudul Analisis
Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah
terhadap prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Provinsi
Jawa Tengah dan DIY). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa
besarnya Belanja Daerah di pengaruhi oleh Dana Alokasi Umum dan

Pendapatan Asli Daerah. Secara simultan Dana Alokasi Umum dan
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Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja
Daerah. Dalam prediksi Belanja Daerah, daya prediksi Dana Alokasi
Umum terhadap Belanja Daerah lebih tinggi dibandingkan daya prediksi
Pendapatan Asli Daerah.

Perbedaan dari penelitian Kesit Bambang Prakosa dengan penelitian
penulis adalah dalam hal penggunaan variabel terikat (dependen) dan
obyek penelitian yang digunakan. Penelitian Kesit Bambang Prakoso
menggunakan Belanja Daerah sebagai variabel independen (yang
dipengaruhi), sementara penulis menggunakan Belanja Modal sebagai
variabel independen. Obyek penelitian pada penelitian Kesit Bambang
Prakoso adalah di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa
Yogyakarta sementara obyek penelitian penulis adalah di Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta. Selain kedua perbedaan tersebut, terdapat satu
perbedaan yaitu penulis menggunakan tambahan satu variabel bebas
(independen) yaitu Dana Alokasi Khusus yang tidak digunakan dalam
penelitian Kesit Bambang Prakoso.

Persamaan antara penelitian Kesit Bambang Prakoso dengan
penelitian penulis adalah dalam penggunaan variabel bebas (independen).
Dalam kedua penelitian tersebut menggunakan variabel Pendapatan Asli
Daerah dan Dana Alokasi Umum.

1. Penelitian Fiona Puspita Devi Purwanto (2013)
Penelitian Fiona Puspita Devi Purwanto (Universitas Negeri

Yogyakarta) pada tahun 2013 berjudul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi,
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Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum terhadap
Belanja Modal (Studi Kasus pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2008-2011). Hasil dari penelitian ini adalah Pertumbuhan
Ekonomi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja
Modal; Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan
terhadap Belanja Modal; Dana Alokasi Umum berpengaruh positif tetapi
tidak signifikan terhadap Belanja Modal; Pertumbuahan Ekonomi,
Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

Perbedaan penelitian Fiona Puspita Devi Purwanto dengan dengan
peneliltain penulis terletak pada variabel bebas yang digunakan dan obyek
serta periode penelitian. Penelitian yang dilakukan menggunakan variabel
bebas (independen) Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan
dana Alokasi Umum. Penulis tidak mengunakan variabel Pertumbuhan
Ekonomi namun menggunakan variabel Dana Alokasi Umum yang tidak
digunakan dalam penelitian Fiona Puspita Devi. Obyek penelitian Fiona
Puspita Devi adalah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan
periode penelitian 2008-2011, sementara obyek penelitian penulis adalah
Kabupaten dan Kota di Pprovinsi Daerah Istimewa Yogykarta dengan
periode penelitian 2010-2016.

Persamaan antara penelitian Fiona Puspita Devi dengan penelitian

penulis adalah pada variabel terikat (independen) yang digunakan.
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Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian Fiona dan Penulis
adalah Belanja Modal.
2. Penelitian Anjar Guritno dan Leny Suzan (2014)

Penelitian Anjar Guritno dan Leny Suzan (Fakultas Ekonomi dan
Bisnis, Universitas Telkom, Bandung) pada tahun 2014 berjudul
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap
Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Bandung Raya Tahun 2008-2013.
Hasil dari penelitian ini adalah secara simultan Pendapatan Asli Daerah
dan Dana Alokasi Umum berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja
Modal pada Kabupaten/Kota di Bandung Raya tahun 2008-2013. Secara
parsial Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif yang signifikan
terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Umum berpengaruh
positif namum tidak signifikan dikarenakan peningkatan Dana Alokasi
Umum relatif kecil.

Perbedaan penelitian Anjar Guritno dan Leny Suzan dengan penelitian
penulis terletak pada penggunaan variabel terkait dalam penelitian, obyek
penelitian dan periode penelitian. Dalam penelitain Anjar Guritno dan
Leny Suzan menggunakan dua variabel independen (bebas) yaitu
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU),
sementara penulis menggunakan tiga variabel independen (bebas) yaitu
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana
Alokasi Khusus (DAK). Obyek penelitian yang dilakukan oleh Anjar

Guritno dan Leny Suzan adalah pada Kabupaten/Kota di Bandung Raya
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dengan periode penelitian dari tahun 2008 sampai dengan 2013. Obyek
penelitian penulis adalah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan
perode penelitian mulai tahun 2010 sampai dengan 2016.

Persamaan penelitian Anjar Guritno dengan penelitian penulis terletak
pada variabel terikat (dependen) yang digunakan. Variabel terikat
(dependen) yang digunakan adalah Belanja Modal.

C. Kerangka Berfikir
1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Belanja Modal merupakan bagian dari belanja langsung dalam
anggaran pemerintah yang menghasilkan output berupa aset tetap atau
aset lainnya. Belanja modal terdiri dari Belanja Tanah, Belanja Peralatan
dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan
Jaringan, dan Belanja Aset Tetap Lainnya. Undang-Undang Nomor 32
tahun 2004 menerangkan bahwa pemerintah memberikan kewenangan
sepenuhnya kepada daerah untuk mengatur dan mengurus semua urusan
pemerintahaan daerahnya masing-masing untuk meningkatkan pelayanan
publik (public service) kepada masyarakat. Peningkatan pelayanan publik
dapat dilakukan dengan meningkatkan alokasi Belanja Modal pada
anggaran pemerintah. Hal ini dikarenakan Belanja Modal didasarkan pada
kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana baik untuk kelancaran tugas
pemetintah maupun untuk fasilitas publik. Semakin meningkatnya
persentase Belanja Modal maka kebutuhan masyarakat akan pelayanan

publik akan meningkat sehingga tercapai kesejahteraan bagi masyarakat
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tersebut. Dalam meningkatkan alokasi Belanja Modal, setiap daerah harus
mampu untuk menyediakan sumber-sumber pendapatan yang merupakan
potensi dari masing-masing daerah. Kemampuan daerah dalam menggali
dan mengelola potensi di daerahnya akan memberikan penerimaan bagi
daerah yanag disebut Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penghasilan asli dari
daerah yang harus selalu ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian
belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan kegiatan
pembangunan pemeritah daerah sehingga dapat tercipta kemandirian
otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Pendapatan Asli
Daerah mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Modal meskipun
persentase Pendapatan Asli Daerah hanya sekitar sepuluh persen dari total
pendapatan daerah. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang
dihasilkan oleh suatu daerah akan meningkatkan alokasi anggaran
pemerintah daerah untuk Belanja Modal. Dari penjelasan tersebut maka
dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap
Belanja Modal pemerintah daerah.

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal
Dalam Buletin Teknis No. 04 SAP dijelaskan bahwa Belanja Modal
adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya
yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Suatu
belanja dikategorikan sebagai Belanja modal apabila pengeluaran tersebut

mengakibatkan adanya penambahan aset pemerintah, pengeluaran
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tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset dan perolehan aset
tetap tersebut bukan untuk dijual. Belanja modal pada prinsipnya
dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana
daerah dan lebih difokuskan untuk kegiatan produktif yaitu untuk
pembangunan fasilitas publik. Untuk meningkatkan produktivitas
pemerintah dalam rangka pengadaan fasilitas publik, maka pengalokasian
Belanja Modal harus ditingkatkan. Faktor yang mempengaruhi alokasi
Belanja Modal selain Pendapatan Asli daerah adalah Dana Alokasi
Umum yang merupakan salah Satu Dana Perimbangan dari Pemerintah
Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Dana Alokasi Umum ditujukan untuk pemerataan keuangan antar
daerah sehingga tidak terjadi ketimpangan fiskal (fiscal gap) dalam
rangka pelaksanaan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Daerah. Dana Alokasi Umum juga merupakan sumber dana
yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam alokasi Belanja Modal,
hanya saja dana tersebut diterima dari Pemerintah Pusat.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum
mempunyai pengaruh positif terhadap alokasi Belanja Modal. Daerah
yang memiliki Dana Alokasi Umum yang besar maka dapat
meningkatkan alokasi Belanja Modal sehingga pemerintah dapat

meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.
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3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Belanja Modal yang merupakan komponen belanja langsung yang
dalam pelaksanaannya lebih ditekankan pada kebutuhan daerah akan
sarana dan prasaran untuk kelancara tugas pemrintah dan juga fasilitas
umum selain dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi
Umum juga dipengaruhi oleh Dana Aloksi Khusus. Dana Alokasi Khusus
adalah dana tranfer dari pemerintah yang juga merupakan bagian dari
Dana Perimbangan. Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang berasal
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditujukan untuk
tujuan Khusus seperti untuk sarana dan prasarana daerah miskin dan
tertinggal, kawasan perbatasan, pengolahan limbah dan lain-lain.
Persentase pengalokasian Dana Alokasi Khusus bergantung pada apakah
daerah tersebut layak untuk menerima Dana Alokasi Khusus dan Indeks
Fiskal Wilayah daerah tersebut. Sama dengan Dana Alokasi Umum, Dana
Alokasi Khusus juga merupakan dana yang di alokasikan untuk Belanja
Modal sehingga dapat menigkatkan pelayanan publik.

Dari keterangan mengenai Dana Alokasi Khusus tersebut, maka dapat
disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap
alokasi Belanja Modal oleh Pemerintah Daerah. Semakin besar Dana
Alokasi Khusus yang diterima suatu daerah, maka alokasi Belanja Modal

akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya.
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4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi umum dan Dana
Alokasi Khusus Secara Bersama-sama terhadap Belanja Modal
Belanja Modal merupakan belanja yang digunakan untuk pengeluaran
yang dilakuakan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan
aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua
belas) bulan untuk digunakan dalam kegaitan pemerintahan seperti dalam
bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi
dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Belanja modal seharusnya didasarkan
pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana yang ditujukan baik
untuk kelancara tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas pelayanan
publik. Dalam upaya untuk menigkatkan pelayanan publik sesuai dengan
UU No 32 Tahun 2004, maka setiap daerah harus mampu untuk
merealisasikan potensi ekonomi daerah setempat sehingga mampu
meningkatkan penerimaan daerah untuk membiayai kebutuhan
pengeluaran daerah. Sumber pendapatan daerah yang berasal dari potensi
daerahnya masing-masing disebut kemudian Pendapatan Asli Daerah.
Selain Pendapatan Asli Daerah, sumber pendapatan daerah lainnya
berasal dari dana transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) kepada pemerintah daerah, yaitu Dana Alokasi Umum dan Dana
Alokasi Khusus yang merupakan bagian dari Dana Perimbangan. Dana
Alokasi Umum merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang ditujukan
untuk pemerataan ketimpangan fiskal antar daerah dalam rangka

pelaksanaan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
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untuk menigkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Sementara
Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang
ditujukan untuk tujuan khusus dalam rangka meningkatkan pelayanan
publik.

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi
Khusus merupakan sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat
dialokasikan untuk pengeluaran daerah yang salah satunya adalah Belanja
Modal. Oleh karena itu, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum
dan Dana Alokasi Khusus merupakan variabel-variabel yang dapat
mempengaruhi alokasi Belanja Modal oleh pemerintah daerah.

D. Paradigma Penelitian
Hubungan antara variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum
dan Dana Alokasi Khsusus terhadap Belanja Modal dapat digambarkan

sebagai berikut:

Pendapatan Asli
Daerah

(X1)

Dana Alokasi Umum

I
I
I
I
I
I
I
I Belanja Modal
| (X2)

I

I

I

I

I

I

I

(Y)

)
I
Dana Alokasi |
Khusus I
®) . H, |

Gambar 2. Paradigma Penelitian.
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Keterangan:

X4 = Variabel Independen 1, Pendapatan Asli Daerah (PAD).
X, = Variabel Independen 2, Dana Alokasi Umum (DAU).
X3 = Variabel Independen 3, Dana alokasi Khusus (DAK).
Y = Variabel Dependen, Belanja Modal.

——> = Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen.
- -—-_> =Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen
secara bersama-sama.
E. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka berfikir dan paradigma penelitian di atas, hipotesis

dari penelitian ini adalah:

1. Terdapat pengaruh positif Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja
Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Terdapat pengaruh positif Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal
di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Terdapat pengaruh positif Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal
di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Terdapat pengaruh positif Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum

dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama terhadap Belanja Modal

di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
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BAB IlI

METODE PENELITIAN

A. Jenis atau Desain Penelitian
Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif karena dalam
penelitian ini banyak mengunakan angka-angka dan analisis yang dilakukan
menggunakan statistik. Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian ex post
facto, yaitu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah
terjadi dan kemudian merunut ke belakang melalui data untuk menemukan
faktor-faktor yang mendahului atau menemukan sebab-sebab yang mungkin
atas peristiwa yang diteliti (Alhamda, 2016: 5).
B. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
yaitu di Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo,
Kabupaten Gunung Kidul dan Kota Yogyakarta. Periode yang diambil dalam
penelitian ini adalah mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2016. Penelitian
ini dilakukan antara bulan Oktober 2017.
C. Populasi
Populasi menurut Sugiyono (2015: 80) adalah wilayah generalisasi yang
terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya. Populasi dari penelitian ini adalah pemerintah daerah

kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang
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terdiri dari empat kabupaten dan satu kota, yaitu: 1) Kabupaten Sleman, 2)
Kabupaten Bantul, 3) Kabupaten Kulonprogo, 4) Kabupaten Gunung Kidul
dan 5) Kota Yogyakarta.
D. Definisi Operasional Variabel
1. Belanja Modal
Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran oleh pemerintah yang
sifatnya menambah inventaris atau menambah aset tetap Yyang
memberikan manfaat lebih dari dua belas bulan (satu periode akuntansi)
dan digunakan untuk kepentingan umum. Belanja Modal tidak hanya
merupakan pengeluaran anggaran untuk pembelian aset atau inventaris,
tetapi juga pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk
biaya pemeliharaan yang sifatnya menambah dan mempertahankan masa
manfaat aset, serta menambah kapasitas dan kualitas aset. Indikator untuk

pengukuran Belanja Modal adalah:

Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja
Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, lIrigasi dan

Jaringan + Belanja Aset Lainnya

(Fiona Devi Purwanto, 2013: 37)

2. Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber pendapatan
daerah yang dihasilkan dan berasal potensi daerahnya masing-masing
yang dapat digali dan digunakan secara mandiri oleh daerah. Menurut UU

Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pajak

52



Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sehingga

Pendapatan Asli Daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

PAD =PD + RD + HPKDYD + LPADYS

Keterangan:

PAD = Pendapatan Asli Daerah.
PD = Pajak Daerah.

RD = Retribusi Daerah.

HPKDYD = Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
LPADYS = Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
(Fiona Devi Purwanto, 2013: 38)
3. Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer dari pemerintah
pusat kepada pemerintah daerah yang penggunaannya diserahkan
sepenuhnya kepada daerah. Rumus yang menjadi formula perhitungan
Dana Alokasi Umum menurut DJPK (Direktorat Jenderal Perimbangan

Keuangan) adalah sebagai berikut:

DAU =AD + CF
Keterangan:
DAU = Dana Alokasi Umum
AD = Alokasi Dasar, yaitu Gaji PNS Daerah
CF = Celah Fiskal (Kebutuhan Fiskal — Kapasitas Fiskal)
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4. Dana Alokasi Khusus
Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan
kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan
khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas
nasional.
E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitain ini adalah
metode dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mencari,
mengolah dan mencatat data yang berhubungan dengan penelitain ini. Data
yang digunakan dalam penelitain ini adalah data sekunder, yaitu Laporan
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah
Kota dan Kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010
sampai dengan 2016.
F. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uiji
hipotesis berupa analisis regresi linear sederhana dan analisis regresi linear
berganda. Dalam analisis regresi linear berganda, agar persamaan regresi
terebut layak digunakan atau diaplikasikan maka harus memenuhi uji asumsi
klasik  yaitu uji  normalitas (normality), uji  multikolinearitas
(multikolinearity), uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi (Supriyadi,
2014: 71). Uji Normalitas tidak digunakan dikarenakan dalam penelitian ini

menggunakan populasi (tidak menggunakan sampel).
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1. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Multikolonieritas (Multikolinearity)

Uji multikolinearitas merupakan uji asumsi Kklasik yang bertujuan
untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar
variabel bebas (independen). Menurut Nugroho (2005: 58), jika nilai
koefisien korelasi antara masing-masing variabel independen (bebas)
kurang dari 0,7 maka persamaan (model) dapat dinyatakan bebas dari
multikolinearitas. Jika koefisien korelasi lebih dari 0,7 maka
diasumsikan terjadi korelasi yang sangat kuat antar variabel
independen (bebas) sehingga terjadi multikolinearitas. Supriyadi
(2014: 83) menjelaskan pengujian multikolinearitas dapat dilakukan
dengan menggunakan uji VIF-TOL (Variance Inflation Factor-
Tolerance), uji klein dan CI (Condition Index).

1) Pengujian dengan menggunakan VIF-TOL, jika nilai VIF tidak
lebih kecil dari 10 (< 10) dan nilai Tolerance lebih besar dari 0,1,
maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas. VIF =
1/Tolerance, jika VIF = 10 maka Tolerance = 1/10 =0,1. Semakin
tinggi VIF maka semakin rendah Tolerance.

2) Uji Klein dilakukan dengan membandingkan antara R? atau nilai
1-TOL (tolerance) dengan R?. Jika lebih kecil maka tidak terdapat
multikolinearitas.

3) CI (Condition Index), jika nilai ClI < 30 maka tidak terdapat

multikolinearitas.
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Sementara menurut Sunyoto (2011: 79), kriteria dari uji
multikolinearitas adalah:

1) Dikatakan terjadi multikolinearitas jika koefisien korelasi antar
variabel bebas lebih besar dari 0,60 (pendapatan lain: lebih besar
dari 0,50 dan 0,90).

2) Dikatakan tidak terjadi multikolinearitas jika koefisien korelasi
antar variabel lebih kecil dari 0,60 (< 60).

Menurut Supriyadi (2014: 59), uji multikolinearitas merupakan
bentuk pengujian bahwa seluruh variabel independen harus terbebas
dari gejala multikolinearity atau dengan kata lain antara variabel
independen tidak terdapat hubungan yang kuat. Dalam analisis regresi
variabel independen (bebas) yang digunakan seharusnya tidak
mempunyai multikolinearitas. Jika variabel independen saling
berkorelasi, maka variabel-variabel tersebut tidak ortogonal. Variabel
ortogonal merupakan variabel independen yang nilai korelasi antar
variabel independennya sama dengan nol.

. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas (supriyadi, 2014: 60) merupakan asumsi

dimana dalam regresi berganda varians dari residual (data) tidak

konstan atau berubah-ubah secara sistematik seiring dengan
berubahnya nilai variabel independen. Uji heteroskesdastisitas
bertujuan untuk menguji terjadinya perbedaan variance residual suatu

periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain atau gambaran
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hubungan antara nilai yang diprediksi dengan Studentized Delete

Residual (Nugroho, 2005: 62). Analisis regresi yang baik adalah jika

tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara pengujian heteroskedastisitas

dapat menggunakan metode grafik, uji korelasi rank spearman atau

Uji Park.

1)

2)

3)

Metode Grafik

Metode grafik dilakukan dengan membuat grafik antara variabel
estimasi variabel dependen biasa Y estimate (sebagai sumbu datar)
dengan variabel sisaan residual (sebagai sumbu tegak). Jika pola
pada grafik berbentuk random atau acak, maka dapat dikatakan
bahwa persamaan regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Korelasi Rank Spearman

Dalam uji korelasi rank spearman jika nilai p > 0,05 maka
variabel independen tidak menyebabkan masalah
heteroskesdastisitas. Jika nilai p < 0,05 variabel independen
menyebabkan terjadi masalah heteroskedastisitas.

Uji Park

Dalam uji park jika nilai p > 0,05 maka variabel independen tidak
menyebabkan masalah heteroskedastisitas. Jika nilai p < 0,05
maka variabel independen menyebabkan masalah

heteroskedastisitas.
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C.

Uji Autokorelasi

Menurut Supriyadi (2014: 60) uji autokorelasi merupakan salah
satu bentuk uji asumsi klasik dimana nilai variabel dependen tidak
mempunyai hubungan dengan variabel itu sendiri, baik nilai periode
sebelumnya atau nilai periode sesudahnya. Persamaan regresi yang
baik adalah yang tidak memiliki masalah autokorelasi. Jika terjadi
autokorelasi maka persamaan tersebut menjadi tidak baik dan tidak
layak pakai prediksi.

Salah satu cara untuk pengujian autokorelasi dilakukkan dengan
menggunakan uji Run Test. Run Tes digunakan untuk melihat apakah
data residual terjadi secara random atau tidak. Menurut Ghozali
(2012: 120) jika nilai asymp.sig (2-tailed) lebih besar dari 0,05, maka
tidak terdapat masalah autokorelasi. Jika nilai asymp.sig (2-tailed)

lebih kecil dari 0,05 maka terdapat masalah autokorelasi.

2. Uji Hipotesis

a.

Analisis Regresi Linear Sederhana
Analisis regresi linear sederhana merupakan analisis untuk
mengetahui hubungan antara satu variabel independen dengan satu
variabel dependen. Persamaan umum dari analisis regresi linear
sederhana adalah sebagai berikut:
Y =a+bX
Keterangan:

Y = Variabel dependen (Belanja Modal)
a =HargaY ketika harga X = 0 (harga konstan)
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b = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka
peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang
didasarkan pada perubahan variabel independen. Jika (+) maka
arah garis naik, jika (-) maka arah garis turun.

X = Variabel independen (PAD (X;)/DAU (X,)/DAK (X3))

(Sugiyono, 2012: 261)
Langkah-langkah dalam perhitungan analisis regresi linear
sederhana adalah sebagai berikut:

1) Menghitung nilai a dan b untuk menentukan persamaan regresi.

Rumus yang digunakan untuk memperoleh nilai a adalah

sebagai berikut:

- ENEXH-ENEXY)
- ny X —(XX)?
(Agus Irianto, 2009: 158)
Rumus yang digunakan untuk menghitung nilai b adalah

sebagai berikut:

_nIXY-EHOEY

nyX*—(XX)?
(Agus Irianto, 2009: 159)

2) Menghitung koefisien determinasi sederhana antara X;, X,., X;
dengan Y (r?yiy, r?ypy, dan 2y, ).

Koefisien determinasi digunakan untuk melakukan penafsiran
(menginterpretasikan) seberapa besar varians yang terjadi pada
variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel independen.
Koefisien determinasi merupakan kuadrat dari koefisien korelasi
(Irianto, 2009: 167). Koefisien korelasi (ryqy, I'xzy, dan rysy)

merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan
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3)

antara variabel (Sugiyono, 2012: 224). Arah dinyatakan dalam
bentuk hubungan positif atau negatif sedangkan kuatnya hubungan
dinyatakan dalam besarnya koefisien korelasi

(Tx1y, I'x2y, dan ry3y). Rumus perhitungan untuk koefisien korelasi

(Ix1y I'x2y, dan ry3y) adalah:

= Y 00T

VEX-X)2E(Y-Y)?
(Agus Irianto, 2009: 136)
Dalam analisis regresi linear sederhana, koefisien determinasi
(r?x1y, %52y, dan r?3,) digunakan untuk mengukur seberapa jauh
variabel independen menjelaskan variabel dependen. Nilai
koefisien determinasi (r®yqy, r’y,y, dan r?ysy) berkisar antara 0
dan 1 (0 < r2< 1). Semakin tinggi nilai koefisien determinasi
(r®x1y, I?x2y, dan r?,5,) maka semakin baik kemampuan variabel
independen dalam menjelaskan variabel dependen. Semakin kecil
nilai koefisien determinasi = (r?yqy, r?y,y, danr?,;,)  maka
kemampuan  variabel independen  dalam  menjelaskan

keterikatannya dengan variabel dependen terbatas.

Menguji signifikansi dengan uji t.

Menurut Widarjono (2010: 19) uji signifikansi (significant
test) pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen
secara individu dilakukan melalui uji t. Dalam hal ini berarti untuk

menguji signifikansi pengaruh variabel independen (Pendapatan
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Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana
Alokasi Khusus (DAK)) secara parsial atau individual terhadap
variabel dependen (Belanja Modal) dilakukan dengan
menggunakan uji t (t-test). Uji t dilakukan dengan
membandingkan nilai signifikansi pada tabel uji t dengan nilai
alpha (o) yang telah ditentukan. o merupakan probabilitas
menolak hipotesis yang benar. Semakin kecil a berarti semakin
kecil probabilitas menolak hipotesis yang benar dan semakin besar
a berarti semakin besar probabilitas menolak hipotesis yang benar.
Dalam praktiknya, o biasanya ditentukan secara arbiter, yaitu 1%,
5% dan maksimum 10% (Widarjono, 2010: 28). Rumus yang

digunakan untuk melakukan uji siginifikansi (uji t) adalah sebagai

berikut:
. rvn — 2
V1 —r2
Keterangan:
t =t hitung
r = Koefisien korelasi
n = Jumlah sampel

(Sugiyono, 2012: 230)

b. Analisis Regresi Linear Berganda
Analisis regresi linear berganda adalah analisis yang digunakan
untuk meramalkan (menjelaskan) antara satu varabel dependen

dengan lebih dari satu variabel dependen. Persamaan yang umum
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digunakan dalam analisis regresi untuk tiga variabel independen
adalah sebagai berikut:
Y =a-+ b1X1 + bzXz + b3X3
Keterangan:
Y = Variabel dependen (Belanja Modal)
X, = Variabel independen pertama (Pendapatan Asli Daerah)
X, = Variabel independen kedua (Dana Alokasi Umum)
X5 = Variabel independen ketiga (Dana Alokasi Khusus)
b, = Koefisien regresi variabel X;
b, = Koefisien regresi variabel X,
b; = Koefisien regresi variabel X5
(Sugiyono, 2012: 275)
Langkah-langkah dalam perhitungan analisis regresi linear
berganda adalah sebagai berikut:
1) Menghitung nilai a, b;, b,, dan b; untuk menentukan persamaan
regresi.
Rumus yang digunakan untuk menghitung nilai a adalah
sebagai berikut:
a= 7 - bl)?l - bz}?z - b3}?3
(Agus Irianto, 2009: 195)
Persamaan yang digunakan untuk memperoleh nilai b;, b,
dan b5 adalah:
XY =b 2 X2+ b, T XX, + b3 Y X1 X5
XY = by XXXy + by X X X5 + b3 XX X5

ZX3Y =b ZX1X3 + b22X2X3 + bsszz
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2) Menghitung koefisien determinasi regresi linear berganda

(R%y(1,2,3))-

Koefisien determinasi regresi linear berganda (Rzy(1,2,3))

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan

variasi variabel dependen. Koefisien determinasi (R? ) dapat

y(1,2,3)
menginterpretasikan sejauh mana keeratan hubungan antara
variabel independen dengan dependen. Koefisien determinasi

(Rzy(123)) linear berganda merupakan kuadrat dari koefisien

korelasi (Ryq,23)) berganda. Persamaan dari koefisien korelasi

(Ry(1,2,3)) linear berganda adalah sebagai berikut:

by XY + b, Y X, + by Y XY
RY(1,2,3) = Y Y2
Keterangan:
Ryu,23 = Koefisien Kkorelasi regresi berganda dengan tiga
variabel independen.
b, = Koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah.
b, = Koefisien regresi variabel Dana Alokasi Umum.
b = Koefisien korelasi variabel Dana Alokasi Khusus.
X, = Variabel Pendapatan Asli Daerah
X, = Variabel Dana Alokasi Umum
X3 = Variabel Dana Alokasi Khusus
Y = Variabel Belanja Modal

(Sugiyono, 2012: 286)
Analisis regresi linear berganda menggunakan koefisien

determinasi (Rzy(1 2,3)) untuk mengukur seberapa jauh kemampuan

model regresi dalam menerangkan setiap variabel independen.

Nilai koefisien determinasi (Rzy(123)) terletak antara 0 dan 1 (0 <
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(Rzy(1,2,3)) <1). Jika nikai koefisien determinasi (Rzy(1,2,3)) semakin

mendekati 1 maka garis regresi atau persamaan regresi semakin

baik dan jika nilai koefisien determinasi (R ) semakin

x(1,2,3)
mendekati 0 maka garis regresi atau persamaan regresi semakin

kurang baik (Widarjono, 2010: 20). Semakin tinggi koefisien

determinasi (Rzy(123)) maka akan semakin baik kemampuan

variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

Semakin kecil nilai koefisien determinasi (R* ) berarti

y(1,2,3)
kemampuan  variabel independen  dalam  menjelaskan

keterikatannya dengan variabel dependen terbatas. Jika nilai

koefisien determinasi (Rzy(1 23)) mendekati satu berarti variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

3) Menguiji signifikansi regresi berganda menggunakan uji F.
Widarjono (2010: 19) menjelaskan bahwa untuk uji
signifikansi pengaruh semua variabel independen secara serentak
terhadap variabel dependen dilakukan dengan uji F. Dalam hal ini
berarti untuk menguji  signifikansi  variabel independen
(Pendapatan Asli Daerah (X;), Dana Alokasi Umum (X,) dan
Dana Alokasi Khusus (X3)) secara bersama-sama terhadap
variabel dependen (Belanja Modal ()) dilakukan dengan uji F.

Supriyadi (2014: 58) juga menjelaskan bahwa untuk menguji
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signifikansi  seluruh variabel independen terhadap variabel
dependen dilakukan dengan melihat nilai signifikan dengan uji F
pada tabel ANOVA dan membandingkannya dengan nilai alpha
(o) yang ditentukan (umumnya nilai o yang digunakan 0,01; 0,05;
0,10). Persamaan yang digunakan dalam pengujian signifikansi

dalam analisis regresi linear berganda (uji F) adalah:

R?/k
Fh ==
(1-R?»)/(n—k—-1)
Keterangan:
F,, =Harga F garis regresi.
k  =Jumlah variabel bebas.
n  =Jumlah sampel.

R? = Koefisien determinasi regresi berganda.
(Sugiyono, 2012: 235)
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
1. Data Umum
a. Gambaran Umum Wilayah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta

Wilayah administrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
terbagi menjadi lima kabupaten/kota, yaitu: Kabupaten Kulon Progo,
Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman dan
Kota Yogyakarta. Jumlah kecamatan di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta sebanyak 78 kecamatan dan terbagi menjadi 438
desa/kelurahan. Daerah dengan luas wilayah terluas adalah Kabupaten
Gunungkidul sebesar 1.485,4 km? atau 46,6 persen dari keseluruhan
luas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah dengan luas
wilayah terkecil adalah Kota Yogyakarta denga luas wilayah 32,5
km? atau 1,02 persen dari luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta.

Penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta terdiri dari pemerintah daerah selaku eksekutif dan DPRD
(Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) selaku legislatif. Pemerintah
daerah dipimpin oleh seorang Gubernur dan Wakil Gubernur yang

dipilih melalui proses penetapan Sultan Yogyakarta yang bertahta
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sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam sebagai Wakil Gubernur
sebagai implementasi undang-undang keistimewaan Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta. Gubernur dibantu oleh perangkat daerah yang
terdiri dari Sekretaris Daerah (Sekda) dan Lembaga Teknis Daerah
dalam penyelenggaraan pemerintahan.
. Objek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah kabupaten dan kota di Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta. Jumlah kabupaten/kota di Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta adalah 5 (lima) kabupaten/kota. Lima
kabupaten/kota tersebut terdiri dari:
1) Kabupaten Kulon Progo
2) Kabupaten Bantul
3) Kabupaten Gunungkidul
4) Kabupaten Sleman
5) Kota Yogyakarta
Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berjumlah 35
(tiga puluh lima) yang di dapat dari Laporan Realisasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APDB) kabupaten dan kota di
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010 sampai dengan
2016. Data tersebut diperoleh dari statistik keuangan yang
dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bekerjasama dengan
pemerintah daerah setempat. Data tersebut telah disesuaikan dengan

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
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Kabupaten Bantul asli yang diperoleh dari bagian anggaran Badan
Keuangan dan Aset Daeah (BKAD) Kabupaten Bantul tahun anggaran
2010 sampai dengan 2016 dan diyakini bahwa data dan nominal yang
telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik adalah benar-benar
sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang asli. Data realisasi APBD Pemerintah kota dan
kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Laporan
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah
Kabupaten Bantul terlampir.
2. Data Khusus
Penelitian ini menggunakan empat data, yaitu tentang Pendapatan
Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus
(DAK) dan Belanja Modal. Deskripsi data mengenai keempat data
tersebut diperlukan sebelum melakukan melakukan pengujian antara
variabel independen dengan variabel dependen. Deskripsi data tersebut
meliputi jumlah data, nilai maksimum (maximum), nilai minimum, nilai
rata-rata (mean) dan standar deviasi (deviation standard) dari setiap
variabel yang digunakan.
Data khusus mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana
Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Modal
di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010 sampai dengan tahun

2016 disajikan dalam tabel di bawah ini:
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Tabel 3. Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana
Alokasi Khusus Pemerintah Daerah di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2010 (Dalam Ribuan Rupiah)

No Kab/Kota PAD DAU DAK Belanja Modal

1 Kulon Progo 48.589.685 | 411.293.618 41.614.100 46.582.089

2 Bantul 81.637.099 | 573.512.337 60.565.500 123.249.280

3 Gunungkidul 42.542.031 | 521.293.704 77.574.200 47.001.129

4 Sleman 163.056.459 | 563.320.892 69.847.300 99.812.269
Kota

5 Yogyakarta 179.423.640 | 395.444.062 13.599.100 54.040.432

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017.

Tabel 4. Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana
Alokasi Khusus Pemerintah Daerah di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2011 (Dalam Ribuan Rupiah)

No Kab/Kota PAD DAU DAK Belanja Modal

1 Kulon Progo | 53.752.294 | 444.043.865 | 48.336.500 105.604.886

2 | Bantul 128.896.456 | 625.060.827 | 45.919.200 119.417.030

3 | Gunungkidul | 54.426.419 | 572.008.916 | 59.156.800 111.021.474

4 | Sleman 226.686.250 | 631.920.733 | 42.650.300 96.111.399

5 | Ko 228.870.562 | 436.129.821 | 1.761.900 59.151.113
Yogyakarta

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017.

Tabel 5. Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana
Alokasi Khusus Pemerintah Daerah di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2012 (Dalam Ribuan Rupiah)

No Kab/Kota PAD DAU DAK Belanja Modal
1 Kulon Progo | 74.028.664 | 531.104.016 | 45.379.520 147.830.580
2 Bantul 166.597.778 | 768.034.584 | 63.281.450 140.106.753
3 Gunungkidul | 67.050.782 | 687.944.489 | 70.584.420 164.360.940
4 Sleman 301.069.539 | 795.708.767 | 52.237.390 132.536.252
5 Kota 338.839.606 | 536.466.614 | 6.485.350 88.335.891

Yogyakarta

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017.

Tabel 6. Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana
Alokasi Khusus Pemerintah Daerah di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2013 (Dalam Ribuan Rupiah)

No Kab/Kota PAD DAU DAK Belanja Modal

1 | KulonProgo | 95.991.513 | 594.978.790 | 52.894.140 123313525

2| Bantul 204.197.864 | 854.810.634 | 47.196.880 183.269.840

3 | Gunungkidul | 83.427.448 | 779.069.238 | 59.793.058 156.373.178

4 | Sleman 449.270.306 | 891.589.912 | 50.823.330 206.859.866

5 | Kot 383.052.140 | 597.212.209 | 6.220.630 167.079.742
Yogyakarta

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017.

69




Tabel 7. Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana
Alokasi Khusus Pemerintah Daerah di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2014 (Dalam Ribuan Rupiah)

No Kab/Kota PAD DAU DAK Belanja Modal
1 | Kulon Progo | 158.623.927 | 639.409.211 | 47.077.300 146.576.953
2 | Bantul 357.411.064 | 949.252.188 | 60.914.370 310.415.291
3 | Gunungkidul | 159.304.338 | 847.388.294 | 46.172.145 127.289.722
4 | Sleman 577.380.071 | 952.102.502 | 48.673.210 265.485.461
5 Kota 470.634.763 | 618.742.253 | 2.249.900 193.078.280

Yogyakarta

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017.

Tabel 8. Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana
Alokasi Khusus Pemerintah Daerah di Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta Tahun 2015 (Dalam Ribuan Rupiah)

No Kab/Kota PAD DAU DAK Belanja Modal
1 Kulon Progo | 170.822.327 | 657.260.489 | 53.806.400 226.055.713
2 Bantul 390.624.492 | 942.850.827 | 72.359.660 334.880.395
3 Gunungkidul | 196.099.245 | 872.566.961 | 84.971.370 238.175.034
4 Sleman 643.130.080 | 984.410.612 | 57.469.896 426.782.827

Kota
5 Yogyakarta 510.548.823 | 622.365.351 | 2.342.700 256.395.157

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017.

Tabel 9. Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana
Alokasi Khusus Pemerintah Daerah di Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta Tahun 2016 (Dalam Ribuan Rupiah)

No | Kab/Kota PAD DAU DAK Belanja
Modal
1 Kulon Progo | 180.273.364 718.490.508 | 212.673.879 241.983.753
2 Bantul 404.454.704 999.814.365 | 99.372.455 284.060.533
3 Gunungkidul | 206.278.865 954.997.369 | 253.996.628 234.690.533
4 Sleman 717.151.176 | 1.014.310.630 | 240.745.571 344.002.326
5 Kota 540.504.300 670.278.830 | 151.641.280 259.589.340
Yogyakarta

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017.

Dari data sekunder tentang realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD),

Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja

Modal tahun 2010-2016 yang telah dikumpulkan, maka deskripsi data

dari variabel penelitian adalah sebagai berikut:




Tabel 10: Deskriptif Statistik Data Penelitian (Dalam Ribuan Rupiah)

Standar

Variabel N Minimum Maximum Mean R
Deviasi

Pendapatan  Asli | a0 | 15540031 | 717.151.176 | 259.275.650.3 |  185.816.341,9

Daerah
Dana Alokasi Umum | 35 | 395.444.062 | 1.014.310.630 | 704.433.954.8 |  184.042.653,1
Eﬁ?fgus Alokasi | o1 1761000 | 253.996.628 | 67.153.938,06 |  60.174.829,29

Belanja Modal 35 | 46.582.089 426.782.827 | 178.900.542,5 92.398.011,79

Valid N (listwise) 35

Sumber: Data sekunder diolah, 2017
Tabel di atas menjelaskan tentang deskripsi dari masing-masing

variabel penelitian. Penjelasan secara rinci dari tabel tersebut adalah

sebagai berikut:

a. Belanja Modal

Berdasarkan tabel 10 tentang deskriptif data penelitian, diketahui

bahwa jumlah populasi Belanja Modal yang diteliti sebanyak 35 (tiga
puluh lima). Variabel Belanja Modal mempunyai nilai minimal
sebesar Rp 46.582.089.000,- yang diperoleh dari Kabupaten Kulon
Progo pada tahun 2010. Nilai maksimal variabel Belanja Modal
adalah sebesar Rp 426.782.827.000,- yang diperoleh dari Kabupaten
Sleman pada tahun 2015. Nilai rata-rata (mean) variabel Belanja
Modal adalah 178.900.542,5 sedangkan nilai standar deviasi variabel
Belanja Modal adalah 92.398.011,79. Data mengenai urutan alokasi
Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tertinggi
sampai dengan terendah tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 dapat

dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 11. Alokasi Belanja Modal dari Tertinggi ke Terendah di
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2016

No | Belanja Modal | Tahun Kab/Kota No | Belanja Modal | Tahun Kab/Kota
1 426.782.827 2015 | Sleman 19 | 147.830.580 2012 | Kulon Progo
2 344.002.326 2016 | Sleman 20 | 146.576.953 2014 | Kulon Progo
3 334.880.395 2015 | Bantul 21 | 140.106.753 2012 | Bantul
4 310.415.291 2014 | Bantul 22 | 132.536.252 2012 | Sleman
5 284.060.533 2016 | Bantul 23 | 127.289.722 2014 | Gunungkidul
6 265.485.461 2014 | Sleman 24 | 123.313.525 2013 | Kulon Progo
7 259.589.340 2016 | Kota Yogyakarta | 25 | 123.249.280 2010 | Bantul
8 256.395.157 2015 | Kota Yogyakarta | 26 | 119.417.030 2011 | Bantul
9 241.983.753 2016 | Kulon Progo 27 | 111.021.474 2011 | Gunungkidul
10 238.175.034 2015 | Gunungkidul 28 | 105.604.886 2011 | Kulon Progo
11 234.690.533 2016 | Gunungkidul 29 99.812.269 2010 | Sleman
12 226.055.713 2015 | Kulon Progo 30 96.111.399 2011 | Sleman
13 206.859.866 2013 | Sleman 31 88.335.891 2012 | Kota Yogyakarta
14 193.078.280 2014 | Kota Yogyakarta | 32 59.151.113 2011 | Kota Yogyakarta
15 183.269.840 2013 | Bantul 33 54.040.432 2010 | Kota Yogyakarta
16 167.079.742 2013 | Kota Yogyakarta | 34 47.001.129 2010 | Gunungkidul
17 164.360.940 2012 | Gunungkidul 35 46.582.089 2010 | Kulon Progo
18 156.373.178 2013 | Gunungkidul

Sumber: Data Sekunder diolah, 2017.
Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan tabel 10 tentang deskriptif data penelitian, diketahui
bahwa jumlah populasi Pendapatan Asli Daerah yang diteliti sebanyak
35 (tiga puluh lima). Variabel Pendapatan Asli Daerah mempunyai
nilai minimal sebesar Rp 42.542.031.000,- yang diperoleh dari
Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2010. Nilai maksimal variabel
Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp 717.151.176.000,- yang
diperoleh dari Kabupaten Sleman pada tahun 2016. Nilai rata-rata
(mean) variabel Pendapatan Asli Daerah adalah 259. 275.659,3
sedangkan nilai standar deviasi variabel Pendapatan Asli Daerah
adalah 185.816.341,9. Data mengenai urutan Pendapatan Asli Daerah

di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tertinggi sampai dengan
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terendah tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada

tabel berikut.

Tabel 12. Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta dari Tertinggi ke Terendah Tahun 2010-2016

No PAD Tahun Kab/Kota No PAD Tahun Kab/Kota
1 717.151.176 2016 | Sleman 19 180.273.364 2016 | Kulon Progo
2 | 643.130.080 2015 | Sleman 20 | 179.423.640 2010 | Kota Yogyakarta
3 577.380.071 2014 | Sleman 21 170.822.327 2015 | Kulon Progo
4 | 540.504.300 2016 | Kota Yogyakarta | 22 | 166.597.778 2012 | Bantul
5| 510.548.823 2015 | Kota Yogyakarta | 23 | 163.056.459 2010 | Sleman
6 | 470.634.763 2014 | Kota Yogyakarta | 24 | 159.304.338 2014 | Gunungkidul
7 | 449.270.306 2013 | Sleman 25 158.623.927 2014 | Kulon Progo
8 | 404.454.704 2016 | Bantul 26 128.896.456 2011 | Bantul
9 | 390.624.492 2015 | Bantul 27 95.991.513 2013 | Kulon Progo

10 | 383.052.140 2013 | Kota Yogyakarta | 28 83.427.448 2013 | Gunungkidul

11 | 357.411.064 2014 | Bantul 29 81.637.099 2010 | Bantul

12 | 338.839.606 2012 | Kota Yogyakarta | 30 74.028.664 2012 | Kulon Progo

13 | 301.069.539 2012 | Sleman 31 67.050.782 2012 | Gunungkidul

14 | 228.870.562 2011 | Kota Yogyakarta | 32 54.426.419 2011 | Gunungkidul

15 | 226.686.250 2011 | Sleman 33 53.752.294 2011 | Kulon Progo

16 224.197.864 2013 | Bantul 34 48.589.685 2010 | Kulon Progo

17 | 206.278.865 2016 | Gunungkidul 35 42.542.031 2010 | Gunungkidul

18 | 196.099.245 2015 | Gunungkidul

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2017.

Dana Alokasi Umum

Berdasarkan tabel 10 tentang deskriptif data penelitian, diketahui

bahwa jumlah populasi Dana Alokasi Umum yang diteliti sebanyak

35 (tiga puluh lima). Variabel Dana Alokasi Umum mempunyai nilai

minimal sebesar Rp 395.444.062.000,- yang diperoleh dari Kota

Yogyakarta pada tahun 2010. Nilai maksimal variabel Dana Alokasi

Umum adalah sebesar Rp 1.014.310.630.000,- yang diperoleh dari

Kabupaten Sleman pada tahun 2016. Nilai rata-rata (mean) variabel
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Dana Alokasi Umum adalah 704.433.954,3 sedangkan nilai standar

deviasi variabel Dana Alokasi Umum adalah 184.042653,1. Data

mengenai urutan penerimaan Dana Alokasi Umum di Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2016 dari tertinggi ke terendah

adalah sebagai berikut.

Tabel 13. Penerimaan Dana Alokasi Umum dari Tertinggi ke
Terendah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun

2010-2016
No DAU Tahun Kab/Kota No DAU Tahun Kab/Kota
1 1.014.310.630 2016 | Sleman 19 | 639.409.211 2014 | Kulon Progo
2 999.814.365 2016 | Bantul 20 | 631.920.733 2011 | Sleman
3 984.410.612 2015 | Sleman 21 | 625.060.827 2011 | Bantul
4 954.997.369 2016 | Gunungkidul 22 | 622.365.351 2015 | Kota Yogyakarta
5 952.102.502 2014 | Sleman 23 | 618.742.253 2014 | Kota Yogyakarta
6 949.252.188 2014 | Bantul 24 | 597.212.209 2013 | Kota Yogyakarta
7 942.850.827 2015 | Bantul 25 | 594.978.790 2013 | Kulon Progo
8 891.589.912 2013 | Sleman 26 | 573.512.337 2010 | Bantul
9 872.566.961 2015 | Gunungkidul 27 | 572.008.916 2011 | Gunungkidul
10 854.810.634 2013 | Bantul 28 | 563.320.892 2010 | Sleman
11 847.388.294 2014 | Gunungkidul 29 | 536.466.614 2012 | Kota Yogyakarta
12 795.708.767 2012 | Sleman 30 | 531.104.016 2012 | Kulon Progo
13 779.069.238 2013 | Gunungkidul 31 | 521.293.704 2010 | Gunungkidul
14 768.034.584 2012 | Bantul 32 | 444.043.865 2011 | Kulon Progo
15 718.490.508 2016 | Kulon Progo 33 | 436.129.821 2011 | Kota Yogyakarta
16 687.944.489 2012 | Gunungkidul 34 | 411.293.618 2010 | Kulon Progo
17 670.278.830 2016 | Kota Yogyakarta 35 | 395.444.062 2010 | Kota Yogyakarta
18 657.260.489 2015 | Kulon Progo

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2017.

d. Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan tabel 10 tentang deskriptif data penelitian, diketahui

bahwa jumlah populasi Dana Alokasi Khusus yang diteliti sebanyak

35 (tiga puluh lima). Variabel Dana Alokasi Khusus mempunyai nilai
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minimal sebesar Rp 1.761.900,- yang diperoleh dari Kota Yogyakarta
pada tahun 2011. Nilai maksimal variabel Dana Alokasi Khusus
adalah sebesar Rp 253.996.628,- yang diperoleh dari Kabupaten
Gunungkidul pada tahun 2016. Nilai rata-rata (mean) variabel Dana
Alokasi Khusus adalah 67.153.938,06 sedangkan nilai standar deviasi
variabel Dana Alokasi Khusus adalah 60.174.829,29. Data mengenai
penerimaan Dana Alokasi Khusus dari tertinggi ke terendah di
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2016 dapat dilihat
pada tabel berikut.

Tabel 14. Penerimaan Dana Alokasi Khusus dari Tertinggi ke
Terendah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun

2010-2016

No DAK Tahun Kab/Kota No DAK Tahun Kab/Kota

1| 253.996.628 2016 | Gunungkidul 19 | 52.237.390 2012 | Sleman

2 | 240.745.571 2016 | Sleman 20 | 50.823.330 2013 | Sleman

3| 212.673.879 2016 | Kulon Progo 21 | 48.673.210 2014 | Sleman

4 | 151.641.280 2016 | Kota Yogyakarta | 22 | 48.336.500 2011 | Kulon Progo

5 99.372.455 2016 | Bantul 23 | 47.196.880 2013 | Bantul

6 84.971.370 2015 | Gunungkidul 24 | 47.077.300 2014 | Kulon Progo

7 77.574.200 2010 | Gunungkidul 25 | 46.172.145 2014 | Gunungkidul

8 72.359.660 2015 | Bantul 26 | 45.919.200 2011 | Bantul

9 70.584.420 2012 | Gunungkidul 27 | 45.379.520 2012 | Kulon Progo
10 69.847.300 2010 | Sleman 28 | 42.650.300 2011 | Sleman
11 63.281.450 2012 | Bantul 29 | 41.614.100 2010 | Kulon Progo
12 60.914.370 2014 | Bantul 30 | 13.599.100 2010 | Kota Yogyakarta
13 60.565.500 2010 | Bantul 31 6.485.350 2012 | Kota Yogyakarta
14 59.793.058 2013 | Gunungkidul 32 6.220.630 2013 | Kota Yogyakarta
15 59.156.800 2011 | Gunungkidul 33 2.342.700 2015 | Kota Yogyakarta
16 57.469.896 2015 | Sleman 34 2.249.900 2014 | Kota Yogyakarta
17 53.806.400 2015 | Kulon Progo 35 1.761.900 2011 | Kota Yogyakarta
18 52.894.140 2013 | Kulon Progo

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2017.
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3. Analisis Data

a. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model
regresi  ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas
(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi
korelasi antar variabel bebasnya. Hasil uji multikolinearitas
dengan menggunakan koefisien korelasi adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Hasil Uji Multikolinearitas dengan Koefisien Korelasi

Variabel Independen Pendapatan Asli Dana Alokasi Dana Alokasi

P Daerah (X,) Umum (X,) Khusus (Xs)
Pendapatan Asli
Daerah (X,) 1 0,564 0,164
Dana Alokasi Umum 0,564 1 0,472
(X) _
Dana Alokasi Khusus 0,164 0,472 1
(X3)

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2017

Tabel 15 di atas menjelaskan bahwa variabel-variabel bebas
(independen) yang digunakan dalam penelitian, yaitu Pendapatan
Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus
terbebas dari gejala multikolinearitas atau dengan kata lain antara
variabel independen tidak terdapat hubungan yang kuat. Dalam uji
multikolinearitas, dikatakan terjadi multikolinearitas jika koefisien
korelasi antara variabel bebas (independen) lebih besar dari 0,7 (>
0,7), sedangkan jika koefisien korelasi antara variabel independen
lebih kecil dari 0,7 (< 0,7) maka dikatakan tidak terjadi

multikolinearitas. Dalam tabel 12 terlihat bahwa korelasi antar
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variabel bebas (independen) secara keseluruhan lebih kecil dari
0,7 sehingga dapat dikatakan bahwa antar variabel bebas
(independen) tidak terjadi multikolinearitas.

Uji  Multikolinearitas juga dapat dilakukan dengan
menggunakan uji VIF (Variance Inflation Factor) dan Tolerance.
Hasil dari uji multikolinearitas dengan metode tersebut adalah
sebagai berikut:

Tabel 16. Hasil Uji Mulitikolinearitas dengan VIF dan Tolerance

Model T Sig. Collinearity Statistics
Tolerance VIF
(Constant) -2,097 | 0,044
1 Pendapatan Asli Daerah 4,206| 0,000 0,669 1,495
Dana Alokasi Umum 4,379 0,000 0,534 1,873
Dana Alokasi Khusus 1,199 | 0,240 0,762 1,313

Dependent variabel: Belanja Modal
Sumber: Data Sekunder Diolah, 2017

Tabel 16 di atas menjelaskan bahwa antara variabel bebas
(independen) tidak terjadi multikollinearitas. Jika nilai VIF lebih
dari 10 (> 10) maka dikatakan terdapat multikolinearitas,
sedangkan jika VIF lebih kecil dari 10 (< 10) maka dikatakan
tidak terjadi multikolinearitas. Berdasarkan tabel 13 terlihat
bahwa nilai VIF Pendapatan Asli Daerah 1,495, lebih kecil dari
10 (1,495 < 10), sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Nilai
VIF Dana Alokasi Umum adalah 1,873, lebih kecil dari 10 (1,873
< 10), sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Nilai VIF Dana
Alokasi Khusus adalah 1,313, lebih kecil dari 10 (1,313 < 10),
sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Jika nilai Tolerance lebih

besar dari 0,10 (Tol > 0,10) maka dikatakan tidak terjadi
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multikolinearitas, sedangkan jika nilai Tolerance (Tol < 0,10)
maka dikatakan terjadi multikolinearitas. Berdasarkan tabel 13,
nilai Tolerance Pendapatan Asli Daerah adalah 0,669, lebih besar
dari 0,10 (0,669 > 0,10), sehingga tidak terjadi multikolinearitas.
Nilai Tolerance Dana Alokasi Umum adalah 0,534, lebih besar
dari 0,10 (0,534 > 0,10), sehingga tidak terjadi multikolinearitas.
Nilai Tolerance Dana Alokasi Khusus adalah 0,762, lebih besar
dari 0,10 (0,762 > 0,10), sehingga tidak terjadi multikolinearitas.
2) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah pada
model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel
independen. Model regresi yang baik adalah jika tidak terjadi
heteroskedastisitas. Cara pengujian heteroskedastisitas dapat
dillakukan dengan tiga cara, yaitu:
a) Metode grafik (Scatterplot)

Metode grafik dilakukan dengan membuat grafik antara
variabel estimasi variabel dependen atau Y estimate (sebagai
sumbu datar) dengan variabel sisaan residual (sebagai sumbu
tegak). Jika pola pada grafik berbentuk random atau acak,
maka dikatakan persamaan regresi tidak terjadi masalah
heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dengan
menggunakan metode garfik Scatterplot adalah sebagai

berikut:
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b)

Scatterplot
Dependent Variable: Belanja Modal

Regression Studentized Residnal
(o]

o@

Regression Standardized Predicted Value

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2017.

Gambar 3. Grafik Scatterplot Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dari gambar 3 di atas terlihat bahwa titik-titik (plot)
menyebar secara random (acak) serta tersebar baik di atas
maupun di bawah angka 0. Pola penyebaran titik-titik (plot)
tidak teratur serta tidak membentuk pola tertentu. Titik-titik
data juga tidak hanya mengumpu; di atas atau di bawah saja,
selain itu titik-titik data tidak membentuk pola bergelombang
melebar kemudian menyempit kemudian melebar kembali.
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak
terdapat masalah heteroskedastisitas.
Uji Rank Spearman

Hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Rank

Spearman adalah sebagai berikut:
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Tabel 17. Hasil Uji heteroskedastisitas dengan Uji Rank

Spearman
Pendapatan | Dana Dana | Unstand-
Asli Alokasi | Alokasi | ardized
Daerah Umum | Khusus | Residual
Correlation
Zirllidapatan Coefficient 1,000 0,573 0,003 -0,092
Daerah Sig. (2-tailed) .| 0,000 0,986 0,601
N 35 35 35 35
Correlation
R?Ql?asi Coefficient 0,573| 1,000| 0,542 -0,032
Umum Sig. (2-tailed) 0,000 .| 0,001 0,857
Spearman's N 35 35 35 35
rho Correlation
,Iilagl?asi Coefficient 0,003| 0,542| 1,000 0,154
Khusus Sig. (2-tailed) 0,986 | 0,001 . 0,378
N 35 35 35 35
Correlation
iL;g;tandar- Coefficient -0,092 | -0,032 0,154 1,000
Residual Sig. (2-tailed) 0,601| 0,857| 0,378 .
N 35 35 35 35

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2017.

Cara mendeteksi heteroskedastisitas dengan uji Rank
Spearman adalah jika nilai signifikansi (2-tailed) lebih besar
dari 0,05 (p > 0,05) maka variabel independen tidak
menyebabkan masalah  heteroskedastisitas. Jika nilai
signifikansi (2-tailed) lebih kecil dari 0,05 (p < 0,05) maka
variabel independen menyebabkan masalah
heteroskedastisitas. Dari tabel 14 dapat dilihat bahwa nilai sig.
(2-tailed) Pendapatan Asli Daerah adalah 0,601, nilai sig. (2-
tailed) Dana Alokasi Umum adalah 0,857 dan nilai sig. (2-
tailed) Dana Alokasi Khusus adalah 0,378. Secara keseluruhan
nilai signifikansi (2-tailed) lebih besar dari 0,05 sehingga
dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah

heteroskedastisitas dalam model regresi.
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c) Uji Park
Hasil dari uji heteroskedastisitas dengan uji Park adalah
sebagai berikut:

Tabel 18: Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Park

Model Unstandardized Standardized T Sig.
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta
(Constant) 19,435 37,969 0,512 /0,612
1 [Lnxt 0,535 0,779 0,182 0,6870,497
Lnx2 -0,309 2,620 -0,035| -0,1180,907
Lnx3 0,600 0,489 0,306 1,228]0,229
a. Dependent Variable: Lnei2
Keterangan:
Lnei2 : Logaritma Natural Data Residual
Lnx1 : Logaritma Natural Pendapatan Asli Daerah
Lnx2 : Logaritma Natural Dana Alokasi Umum
Lnx3 : Logaritma Natural Dana Alokasi Khusus

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2017.

Uji heteroskedastisitas dengan uji Park dilakukan dengan
meregresikan antara nilai Ln kuadrat unstandarized residual
dengan nilai Ln variabel independen. Jika nilai signifikansi
(p) lebih besar dari 0,05 maka variabel independen tidak
menyebabkan masalah heteroskedastisitas. Jika nilai signifikan
(p) lebih kecil dari 0,05 maka variabel independen
menyebabkan masalah heteroskedastisitas. Hasil uji Park pada
tabel 15 terlihat bahwa nilai signifikansi Lnx1 (Pendapatan
Asli Daerah) adalah 0,497; nilai signifikansi Lnx2 (Dana
Alokasi Umum) adalah 0,907 dan nilai signifikansi Lnx3
(Dana Alokasi Khusus) adalah 0,229. Secara keseluruhan nilai

signifikansi (p) lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan
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bahwa variabel independen tidak menyebabkan masalah
heteroskedastisitas.
3) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengidentifikasi apakah
dalam model regresi terdapat hubungan antar kesalahan
pengganggu pada periode t (periode tertentu) dengan periode t-1
(periode sebelumnya). Persamaan regresi yang baik merupakan
persamaan yang tidak memiliki masalah autokorelasi. Salah satu
cara untuk melakukan pengujian autokorelari adalah dengan
menggunakan uji Run Test. Hasil uji autokorelasi menggunakan
metode Run Test adalah sebagai berikut:

Tabel 19: Hasil Uji Autokorelasi Metode Run Test

Unstandardized Residual

Test Value? -2.190.174,94894
Cases < Test Value 17
Cases >= Test Value 18
Total Cases 35
Number of Runs 20
z 0,348
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,728
a. Median

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2017.

Cara pengambilan keputusan uji autokorelasi metode Run
Test adalah jika nilai Asymp. Sig (2-tailed) lebih kecil dari 0,05
maka terdapat masalah autokorelasi. Jika nilai Asymp. Sig (2-
tailed) lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat masalah
autokorelasi. Berdasarkan tabel 16 hasil uji autokorelasi dengan

metode Run Test, diperoleh hasil Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar
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0,728. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 (0,728 > 0,05) sehingga
dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat masalah
autokorelasi
b. Uji Hipotesis
1) Analisis Regresi Linier Sederhana
a) Uji Hipotesis Pertama
Uji hipotesis pertama merupakan analisis regresi sederhana
antara Pendapatan Asli Daerah (X;) terhadap Belanja Modal
(Y). Hasil dari analisis regresi linear sederhana antara
Pendapatan Asli Daerah (X;) terhadap Belanja Modal ()
adalah sebagai berikut:
Tabel 20. Ringkasan Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana

antara Pendapatan Asli Daerah (X;) terhadap
Belanja Modal (YY)

'Variabel Kostanta Koefisien| .4y, | %,1,| t |Sig. | Keterangan

Independen Regresi
PAD 83.622.288473| 0,367 |0,739|0546 6302 [0,00| . oS-
S ' ' ' ' ' Signifikan

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2017.

Berdasarkan ringkasan hasil analisis regresi linear
sederhana antara Pendapatan Asli Daerah (X;) terhadap
Belanja Modal (Y) di atas, maka dapat diinterpretasikan
sebagai berikut:

(1) Nilai a (konstanta) dan b (koefisien regresi) untuk
menentukan persamaan regresi. Nilai a dan b diperoleh
dari tabel 20 tentang ringkasan hasil analisis regresi linear

sederhana antara Pendapatan Asli Daerah (X;) terhadap
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Belanja Modal (). Nilai a yang diperoleh sebesar
83.622.288,473, sedangkan nilai b yang diperoleh sebesar
0,367, sehingga dapat ditentukan persamaan regresi linear
sederhana antara Pendapatan Asli Daerah (X;) terhadap
Belanja Modal () adalah sebagai berikut:
Y =83.622.288,473 + 0,367X;

Nilai konstanta sebesar 83.622.288,473 menyatakan bahwa
jika Pendapatan Asli Daerah (X;) sama dengan 0 maka
besarnya nilai Belanja Modal adalah 83.622.288,473.
Koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,367,
sehingga jika Pendapatan Asli Daerah (X;) meningkat
sebesar 1% maka besarnya Belanja Modal akan meningkat
sebesar 36,7%.

(2) Nilai koefisien determinasi (rley) yang merupakan
kuadrat dari koefisien korelasi (ry;,) diperoleh dari tabel
20 tentang ringkasan hasil analisis regresi linear sederhana
anatara Pendapatan Asli Daerah (X;) terhadap Belanja
Modal (Y). Nilai koefisien korelasi (ry1y) yang diperoleh
sebesar 0,739 mengandung arti bahwa besarnya korelasi
atau hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (X;) dengan
Belanja Modal (Y) adalah sebesar 0,739. Koefisien
korelasi (ry1y) Yang bernilai positif (0,739) berarti bahwa

Pendapatan Asli Daerah (X;) berpengaruh secara positif
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terhadap Belanja Modal (Y). Nilai koefisien determinasi
(rley) yang diperoleh sebesar 0,546 mengandung arti
bahwa kemampuan Pendapatan Asli Daerah (X;) dalam
menjelaskan Belanja Modal (Y) adalah sebesar 54,6 %
(persen) sedangakan 45,4% dipengaruhi oleh faktor lain di
luar persamaan regresi.

(3) Pengujian signifikasi antara Pendapatan Asli Daerah (X;)
terhadap Belanja Modal (Y) dilakukan dengan uji t. Nilai
signifikansi dari tabel 20 adalah sebesar 0,000 lebih kecil
dari 0,05 (0,000 < 0,05) mengandung arti bahwa
Pendapatan Asli Daerah (X;) berpengaruh terhadap
Belanja Modal (). Nilai t hitung yang diperoleh dari tabel
17 sebesar 6,302 sementara nilai t tabel untuk o = 0,05; N
=35 dan k = 3 (t tabel =t(q/2; N—k-1) = t(0,05/2;35-3-1) =
t,025;31)—dilihat di distribusi nilai t tabel) adalah
sebesar 2,040. Nilai t hitung 6,302 lebih besar dari nilai t
tabel 2,040 (t hitung 6,302 > t tabel 2,040) sehingga dapat
disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X;)
berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal ().
Berdasarkan interpretasi hasil analisis regresi linear

sederhana antara Pendapatan Asli Daerah (X;) terhadap

Belanja Modal (YY) maka dapat diambil kesimpulan bahwa

hipotesis pertama, yaitu terdapat pengaruh positif Pendapatan
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Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2016 diterima. Nilai
signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 menyatakan
bahwa bahwa Pendapatan Asli Daerah (X;) berpengaruh
terhadap Belanja Modal (Y). Nilai koefisien korelasi (ryqy)
sebesar 0,739 yang bernilai positif menyatakan bahwa
Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja
Modal sebesar 0,739 (73,9%). Nilai koefisien determinasi
(rley) sebesar 0,546 menyatakan bahwa kemampuan
Pendapatan Asli Daerah (X;) dalam menjelaskan Belanja
Modal (Y) adalah sebesar 54,6% sedangkan 45,4%
dipengaruhi oleh faktor lain di luar persamaan regresi. Nilai t
hitung sebesar 6,302 yang lebih besar dari t tabel 2,040
menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh
secara signifikan terhadap Belanja Modal.
b) Uji Hipotesis Kedua

Uji hipotesis kedua merupakan analisis regresi linear
sederhana antara dana Alokasi Umum (X,) terhadap Belanja
Modal (). Hasil dari analisis regresi linear sederhana antara
Dana Alokasi Umum (X,) terhadap Belanja Modal (Y) adalah

sebagai berikut:
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Tabel 21. Ringkasan Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana
antara Dana Alokasi Umum (X,) terhadap Belanja

Modal (Y)
\Variabel Konstanta Koefisien | ry,y | rigpy| t Sig. | Keterangan
Independen Regresi
Positif -
DAU 106.174.150,496 | 0,405 |0,806|0,650 | 7,824 |0,000|  Signifikan
Sumber: Data Sekunder Diolah, 2017.
Berdasarkan ringkasan hasil analisis regresi linear

sederhana antara Dana Alokasi Umum (X,) terhadap Belanja

Modal (Y) di atas, maka dapat diinterpretasikan sebagai

berikut:

(1) Nilai a (konstanta) dan b (koefisien regresi) untuk

menentukan persamaan regresi. Nilai a dan b diperoleh
dari tabel 21 tentang ringkasan hasil analisis regresi linear
sederhana antara Dana Alokasi Umum (X,) terhadap
Belanja Modal (Y). Nilai a yang diperoleh sebesar
106.174.150,496, sedangkan nilai b yang diperoleh sebesar
0,405, sehingga dapat ditentukan persamaan regresi linear
sederhana antara Dana Alokasi Umum (X,) terhadap
Belanja Modal () adalah sebagai berikut:
Y =106.174.150,496 + 0,405X,

Nilai konstanta sebesar 106.174.150,496 menyatakan
bahwa jika Dana Alokasi Umum (X,) sama dengan 0 maka
besarnya nilai Belanja Modal (Y) adalah 106.174.150,496.

Koefisien regresi Dana Alokasi Umum sebesar 0,405,
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sehingga jika Dana Alokasi Umum (X,) meningkat sebesar
1% maka besarnya Belanja Modal (Y) akan meningkat
sebesar 40,5%.

(2) Nilai koefisien determinasi (rzxzy) yang merupakan
kuadrat dari koefisien korelasi (ry,,) diperoleh dari tabel
21 tentang ringkasan hasil analisis regresi linear sederhana
antara Dana Alokasi Umum (X,) terhadap variabel Belanja
Modal (Y). Nilai koefisien korelasi (ry,,) yang diperoleh
sebesar 0,806 mengandung arti bahwa besarnya korelasi
atau hubungan antara Dana Alokasi Umum (X,) dengan
Belanja Modal (Y) adalah sebesar 0,806. Koefisien
korelasi (ry,y) yang bernilai positif (0,806) berarti bahwa
Dana Alokasi Umum (X,) berpengaruh secara positif
terhadap Belanja Modal (Y). Nilai koefisien determinasi
(rzxzy) yang diperoleh sebesar 0,650 mengandung arti
bahwa besarnya kemampuan Dana Alokasi Umum (X,)
dalam menjelaskan Belanja Modal () adalah sebesar 65%
sedangkan 35% dipengaruhi oleh faktor lain diluar
persamaan regresi.

(3) Pengujian signifikasi antara Dana Alokasi Umum (X,)
terhadap Belanja Modal (Y) dilakukan dengan uji t. Nilai
signifikansi dari tabel 21 adalah sebesar 0,000 lebih kecil

dari 0,05 (0,000 < 0,05) mengandung arti bahwa Dana
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Alokasi Umum (X,) berpengaruh terhadap Belanja Modal
(Y). Nilai t hitung yang diperoleh dari tabel 18 sebesar
7,824 sementara nilai t tabel untuk a = 0,05; N = 35 dan k
= 3 (t tabel =tiy2;N-k-1) =t005/2;35-3-1) =
t(o,025;31)—dilihat di distribusi nilai t tabel) adalah
sebesar 2,040. Nilai t hitung 7,824 lebih besar dari nilai t
tabel 2,040 (t hitung 6,302 > t tabel 2,040) sehingga dapat
disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (X,) berpengaruh
secara signifikan terhadap Belanja Modal ().

Berdasarkan interpretasi hasil analisis regresi linear
sederhana antara Dana Alokasi Umum (X,) terhadap Belanja
Modal (Y) maka dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis
kedua, yaitu terdapat pengaruh positif Dana Alokasi Umum
terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta tahun 2010-2016 diterima. Nilai signifikansi 0,000
yang lebih kecil dari 0,05 menyatakan bahwa bahwa Dana
Alokasi Umum (X,) berpengaruh terhadap Belanja Modal ().
Nilai koefisien korelasi (ry,,) sebesar 0,806 yang bernilai
positif menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (X,)
berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (Y) sebesar 0,806
(80,6%). Nilai koefisiean determinasi (rzxzy) sebesar 0,650
berarti bahwa besarnya kemampuan Dana Alokasi Umum (X,)

dalam menjelaskan Belanja Modal (Y) adalah sebesar 65%,
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sedangkan 35% dipengaruhi oleh faktor lainnya di luar
persamaan regresi. Nilai t hitung sebesar 7,824 yang lebih
besar dari t tabel 2,040 menyatakan bahwa Dana Alokasi
Umum berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal.
¢) Uji Hipotesis Ketiga

Uji hipotesis ketiga dilakukan dengan analisis regresi linear
sederhana antara Dana Alokasi Khusus (X3) terhadap Belanja
Modal (Y). Hasil dari pengujian analisis regresi linear
sederhana antara Dana Alokasi Khusus (X3) terhadap Belanja
Modal (Y) adalah sebagai berikut:

Tabel 22. Ringkasan Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana
Dana Alokasi Khusus (X3) terhadap Belanja Modal

(Y).
Variabel Konstanta Koefisien | rysy | rigay| t Sig. | Keterangan
Independen Regresi
Positif -
DAK 134.901.677,986| 0,655 |0,427|0,182|2,710{0,011| Signifikan

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2017.

Berdasarkan ringkasan hasil analisis regresi linear
sederhana antara Dana Alokasi Khusus (X;) terhadap Belanja
Modal (Y) di atas, maka dapat diinterpretasikan sebagai
berikut:

(1) Nilai a (konstanta) dan b (koefisien regresi) untuk
menentukan persamaan regresi. Nilai a dan b diperoleh
dari tabel 22 tentang ringkasan hasil analisis regresi linear

sederhana antara Dana Alokasi Khusus (X3) terhadap
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Belanja Modal (). Nilai a yang diperoleh sebesar
134.901.677,986, sedangkan nilai b yang diperoleh sebesar
0,655, sehingga dapat ditentukan persamaan regresi linear
sederhana antara Dana Alokasi Khusus (X3) terhadap
Belanja Modal () adalah sebagai berikut:
Y =134.901.677,986 + 0,655X5

Nilai konstanta sebesar 134.901677,986 menyatakan
bahwa jika Dana Alokasi Khusus (X3) sama dengan 0
maka besarnya nilai Belanja Modal (Y) adalah
134.901.677,986. Koefisien regresi Dana Alokasi Khusus
sebesar 0,655, sehingga jika Dana Alokasi Khusus
meningkat sebesar 1% maka besarnya Belanja Modal akan
meningkat sebesar 65,5%.

(2) Nilai koefisien determinasi (r?y3y) yang merupakan
kuadrat dari koefisien korelasi (rys,) diperoleh dari tabel
22 tentang ringkasan hasil analisis regresi linear sederhana
antara Dana Alokasi Khusus (X3) terhadap variabel
Belanja Modal (Y). Nilai koefisien korelasi (rysy) yang
diperoleh sebesar 0,427 mengandung arti bahwa besarnya
korelasi atau hubungan antara Dana Alokasi Khusus (X3)
dengan Belanja Modal (Y) adalah sebesar 0,427.
Koefisien korelasi (rys,) yang bernilai positif (0,427)

berarti bahwa Dana Alokasi Khusus (X3) berpengaruh
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secara positif terhadap Belanja Modal (). Nilai koefisien
determinasi (r2X3y) yang diperoleh sebesar 0,182
mengandung arti bahwa besarnya kemampuan Dana
Alokasi Khusus (X3) dalam menjelaskan Belanja Modal
(Y) adalah sebesar 18,2% sedangkan 81,8% dipengaruhi
oleh faktor lain di luar persamaan regresi.

(3) Pengujian signifikasi antara Dana Alokasi Khusus (X3)
terhadap Belanja Modal (Y) dilakukan dengan uji t. Nilai
signifikansi dari tabel 22 adalah sebesar 0,011 lebih kecil
dari 0,05 (0,011 < 0,05) mengandung arti bahwa Dana
Alokasi Khusus (X3) berpengaruh terhadap Belanja Modal
(Y). Nilai t hitung yang diperoleh dari tabel 22 sebesar
2,710 sementara nilai t tabel untuk o = 0,05; N = 35 dan k
= 3 (t tabel =ti2;N-k-1) =t005/2;35-3-1) =
to,025;31)—dilihat di distribusi nilai t tabel) adalah
sebesar 2,040. Nilai t hitung 2,710 lebih besar dari nilai t
tabel 2,040 (t hitung 2,710 > t tabel 2,040) sehingga dapat
disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus (X3)
berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal ().
Berdasarkan interpretasi hasil analisis regresi linear

sederhana antara Dana Alokasi Khusus (X3) terhadap Belanja

Modal (Y) maka dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis

ketiga, yaitu terdapat pengaruh positif Dana Alokasi Khusus
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terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta tahun 2010-2016 diterima. Nilai signifikansi 0,011
yang lebih kecil dari 0,05 menyatakan bahwa bahwa Dana
Alokasi Khusus (X3) berpengaruh terhadap Belanja Modal
(Y). Nilai koefisien korelasi (rys,) sebesar 0,427 yang bernilai
positif menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (X3)
berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (Y) sebesar 0,427
(42,7%). Nilai koefisien determinasi (r?ysy,) sebesar 0,182
mengandung arti bahwa besarnya kemampuan Dana Alokasi
Khusus (X3) dalam menjelaskan Belanja Modal (Y) adalah
18,2% sedangkan 81,8% dipengaruhi oleh faktor lainnya di
luar persamaan regresi. Nilai t hitung sebesar 2,710 yang lebih
besar dari t tabel 2,040 menyatakan bahwa Dana Alokasi
Khusus (X3) berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja
Modal (Y).
2) Analisis Regresi Linear Berganda
Analisis regresi linear berganda dengan tiga variabel yaitu
Pendapatan Asli Daerah (X;), Dana Alokasi Umum (X,) dan Dana
Alokasi Khusus (X,) terhadap Belanja Modal (Y) dilakukan untuk
mengetahui pengaruh ketiga variabel secara bersama-sama
(simultan) terhadap variabel dependen (Belanja Modal). Hasil dari

analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut:
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Tabel 23. Ringkasan Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
antara Pendapatan Asli Daerah (X;), Dana Alokasi
Umum (X,) dan Dana Alokasi khusus (X3) Secara
Bersama-sama terhadap Belanja Modal ().

\Variabel Konstanta Koefisien | Ry123) |R*ya23| F Sig. | Keterangan

Independen Regresi

Pendapatan

Asli 0,216

Daerah

Dana Positif -

Alokasi -68.134.988,924 0,254| 0,882 0,779 | 36,368 | 0,000 Sianifi
ignifikan

Umum

Dana

Alokasi 0,178

Khusus

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2017

Berdasarkan tabel hasil analisis regresi linear sederhana antara

Pendapatan Asli Daerah (X;), Dana Alokasi Umum (X,) dan

Dana Alokasi Khusus (X3) secara bersama-sama terhadap Belanja

Modal () di atas, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

a) Nilai a (konstanta), b, (koefisien regresi Pendapatan Asli

Daerah), b, (koefisien regresi Dana Alokasi Umum) dan bs

(koefisien regresi Dana Alokasi Khusus) diperoleh dari tabel

23 tentang ringkasan hasil analisis regresi linear berganda

antara Pendapatan Asli Daerah (X;), Dana Alokasi Umum

(X;) dan Dana Alokasi Khusus (X3) secara bersama-sama

terhadap Belanja Modal (Y).

Nilai a (konstanta) yag

diperoleh dari tabel 23 adalah sebesar -68.134.988,924. Nilai

b, (koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah) yang diperoleh

dari tabel 23 adalah 0,216. Nilai b, (koefisien regresi Dana
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Alokasi Umum) yang diperoleh dari tabel 23 adalah 0,254.
Nilai b; (koefisien regresi Dana Alokasi Khusus) adalah
0,178. Berdasarkan nilai a, b, b, dan b; yang telah di peroleh
berdasarkan tabel ringkasan hasil analisis regresi linear
berganda, maka persamaan regresi linear berganda antara
Pendapatan Asli Daerah (X;), Dana Alokasi Umum (X,) dan
Dana Alokasi Khusus (X3), secara bersama-sama terhadap
Belanja Modal () dapat dinyatakan sebagai berikut:

Y =-68.134.988,924 + 0,216X,+ 0,254X,+ 0,178X5
Konstanta (a) dari persamaan regresi sebesar -68.134.988.924
menyatakan bahwa jika tidak ada variabel independen
(Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana
Alokasi Khusus) atau variabel independen = 0, maka besarnya
Belanja Modal tiap daerah sebesar -68.134.988,924. Koefisien
regresi Pendapatan Asli Daerah (b,) sebesar 0,216 berarti jika
Pendapatan Asli Daerah bertambah sebesar 1% maka akan
menambah Belanja Modal sebesar 21,6%. Koefisien regresi
Dana Alokasi Umum (b,) sebesar 0,254 berarti jika Dana
Alokasi Umum bertambah sebesar 1% maka akan
meningkatkan Belanja Modal sebesar 25,4%. Koefisien
regresi Dana Alokasi Khusus (bs) sebesar 0,178 berarti jika
Dana Alokasi Khusus bertambah sebesar 1% maka akan

meningkatkan Belanja Modal sebesar 17,8%.
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b) Koefisien korelasi regresi linear berganda (Rzy(l,zs)) yang

merupakan kuadrat dari koefisien korelasi (Ry (4 2 3)) diperoleh
dari tabel 23 tentang ringkasan hasil analisis regresi linear
berganda. Nilai koefisien korelasi (Ry4,3)) yang diperoleh
adalah sebesar 0,882 berarti bahwa secara simultan (bersama-
sama) variabel Pendapatan Asli Daerah (X;), Dana Alokasi
Umum (X,) dan Dana Alokasi Khusus (X3) berpengaruh
positif terhadap Belanja modal (Y) sebesar 0,882 (88,2%).
Koefisien determinasi (R?,(123)) Yang diperoleh adalah
sebesar 0,779, berarti kemampuan variabel independen dalam
mendeskripsikan variabel dependen adalah sebesar 77,9%,
sedangkan sisanya sebesar 22,1% dideskripsikan oleh faktor-
faktor lain di luar variabel dalam persamaan regresi.

Pengujian signifikansi analisis regresi linear berganda antara
Pendapatan Asli Daerah (X;), Dana Alokasi Umum (X,) dan
Dana Alokasi Khusus (X3;) secara bersama-sama terhadap
Belanja Modal (Y) dilakukan dengan menggunakan uji F.
Nilai signifikansi yang diperoleh dari hasil pengujian adalah
sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05), sehingga
secara simultan Pendapatan Asli Daerah (X;), Dana Alokasi
Umum (X,) dan Dana Alokasi Khusus (X3) berpengaruh
terhadap Belanja Modal (Y). Nilai F hitung yang diperoleh

adalah sebesar 36,368, sedangkan nilai F tabel untuk N = 35,
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k =3 dan o = 0,05 (F tabel = Fyon-19= Fzia5-3)= F(3,32)—
lihat nilai F tabel di distribusi nilai F tabel) adalah sebesar
2,92. Nilai F hitung 36,368 lebih besar dari F tabel 2,92 (F
hitung 36,368 > F tabel 2,92), sehingga dapat disimpulkan
bahwa secara simultan Pendapatan Asli Daerah (X;), Dana
Alokasi Umum (X,) dan Dana Alokasi Khusus (X3)
berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal ().
Berdasarkan interpretasi hasil analisis regresi linear berganda
antara Pendapatan Asli Daerah (X;), Dana Alokasi Umum (X,)
dan Dana Alokasi Khusus (X3) secara bersama-sama (simultan)
terhadap Belanja Modal (Y) maka dapat diambil kesimpulan
bahwa hipotesis keempat, Yyaitu terdapat pengaruh positif
Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi
Khusus terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta tahun 2010-2016 diterima. Nilai signifikansi 0,000
yang lebih kecil dari 0,05 menyatakan bahwa bahwa Pendapatan
Asli Daerah (X;), Dana Alokasi Umum (X,) dan Dana Alokasi
Khusus (X3) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh
terhadap Belanja Modal (Y). Nilai koefisien korelasi (Ryx(1,2,3))
sebesar 0,882 yang bernilai positif menyatakan bahwa Pendapatan
Asli Daerah (X;), Dana Alokasi Umum (X,) dan Dana Alokasi
Khusus (X3) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif

terhadap Belanja Modal (Y) sebesar 0,882 (88,2%). Nilai F hitung
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sebesar 36,368 yang lebih besar dari F tabel 2,92 menyatakan
bahwa Pendapatan Asli Daerah (X;), Dana Alokasi Umum (X,)
dan Dana Alokasi Khusus (X3) secara bersama-sama (simultan)

berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal (Y).

B. Pembahasan
1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Hipotesis pertama dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif
Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2016. Hasil pengujian hipotesis data
dari tahun 2010 sampai dengan 2016 menggunakan analisis regresi linear
sederhana menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X;) berpengaruh
positif dan signifikan terhadap Belanja Modal (Y), sehingga hipotesis
pertama diterima. Nilai konstanta (a) yang diperoleh adalah sebesar
83.622.288,473 dan koefisien regresi (b) sebesar 0,367 sehingga
persamaan regresi untuk mengetahui hubungan antara Pendapatan Asli
Daerah (X,) terhadap Belanja Modal (Y) di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 adalah Y =
83.622.288,473 + 0,367X,. Persamaan tersebut memiliki arti jika jika
Pendapatan Asli Daerah (X;) naik satu persen (1%) maka Belanja Modal
(YY) akan meningkat sebesar 0,367 (36,7%). Hasil pengujian menunjukkan
koefisien korelasi (ryqy) sebesar 0,739 menunjukkan bahwa pengaruh
Pendapatan Asli Daerah (X;) terhadap Belanja Modal (Y) di kabupaten

dan kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2016
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adalah positif sebesar 0,739 (73,9%). Koefisien determinasi (rley)
sebesar 0,546 menunjukkan bahwa kemampuan Pendapatan Asli Daerah
(X;) dalam mendiskirpsikan (menjelaskan) Belanja Modal (Y) adalah
sebesar 54,6 persen. Selanjutnya untuk pengujian signifikansi pengaruh
Pendapatan Asli Daerah (X;) terhadap Belanja Modal (Y) dilakukan
dengan menggunakan uji t. Nilai t hitung yang diperoleh sebesar 6,302
lebih besar dari t tabel sebesar 2,040 dengan tingkat signifikansi sebesar
0,000 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah
(X;) berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal (Y) di
kabupaten dan kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010
sampai dengan tahun 2016.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang
berasal dari potensi daerah masing-masing yang harus selalu ditingkatkan
dalam rangka pembiayaan pengeluaran daerah terumata untuk Belanja
Modal. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat diambil
kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan
siginifikan terhadap Belanja Modal di kabupaten dan kota di Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010 sampai dengan 2016. Semakin
tinggi Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan, maka Belanja Modal akan
semakin tinggi (meningkat). Semakin rendah Pendapatan Asli Daerah
yang dihasilkan, maka Belanja Modal akan semakin rendah (turun).

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu

penelitian Fiona Puspita Devi Purwanto (2013) yang menyatakan bahwa
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Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Belanja Modal. Hal tersebut ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi
(rx1y) sebesar 0,375, koefisien determinasi (r?y;y) 0,141, nilai t hitung
4,612 > t tabel 1,15685 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Selain itu hasil
dari penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Anjar Guritno dan Leny
Suzan (2014) yang menyatakan Pendapatan Asli daerah berpengaruh
positif dan signifikan terhadap Belanja Modal ditunjukkan dengan nilai
koefisien regresi (b) sebesar 1,015 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 <
0,05.
2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Hipotesis kedua dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif
Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2016. Hasil dari pengujian data yang
diperoleh dari realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun
2010-2016 menggunakan analisis regresi linear sederhana menyatakan
bahwa Dana Alokasi Umum (X,) berpengaruh positif dan siginifikan
terhadap Belanja Modal (Y), sehingga hipotesis kedua dari penelitian ini
diterima. Nilai konstanta (a) yang di perolen adalah sebesar
106.174.150,496 sedangkan nilai koefisen regresi (b) yang diperoleh
sebesar 0,405, sehingga persamaan regresi untuk mengetahui hubungan
antara Dana Alokasi Umum (X,) dan Belanja Modal () dari tahun 2010

sampai dengan 2016 adalah Y = 106.174.150,496 + 0,405X,. Dari
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persamaan tersebut diketahui bahwa jika Dana Alokasi Umum (X,)
meningkat sebesar satu persen, maka Belanja Modal (Y) akan mengalami

peningkatan sebesar 0,405 (40,5%). Nilai koefisien korelasi (r,,) sebesar
0,806 menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (X,) berpengaruh
terhadap Belanja Modal (Y) sebesar 0,806 (80,6%). Nilai koefisien
determinasi (ry,,) sebesar 0,650 mengandung arti bahwa kemampuan

Dana Alokasi Umum (X,) dalam memprediksikan Belanja Modal (Y)
adalah sebesar 65% sedangkan 35% lainnya dipengaruhi oleh faktor-
faktor diluar persamaan regresi. Pengujian signifikansi pengaruh Dana
Alokasi Umum (X,) terhadap Belanja Modal (Y) dilakukan dengan uji t.
Nilai t hitung yang diperoleh dari pengujian adalah 7,824 lebih besar dari
t tabel 2,040 dengan nilai signifikansi 0,000 yang menggambarkan bahwa
Dana Alokasi Umum (X,) berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja
Modal (Y).

Dana Alokasi Umum merupakan salah satu dana perimbangan dari
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang digunakan oleh
pemerintah daerah untuk membiayai pengeluran daerah yang salah
satunya adalah Belanja Modal. Berdasarkan hasil penelitian antara Dana
Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dengan menggunakan analisis
regresi linear sederhana diperoleh kesimpulan bahwa Dana Alokasi
Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2016. Semakin tinggi

Dana Alokasi Umum yang diterima oleh pemerintah daerah di Provinsi
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Daerah Istimewa Yogyakarta maka Belanja Modal akan semakin
meningkat. Semakin rendah Dana Alokasi Umum yang di terima
pemerintah daerah, maka Belanja Modal akan semakin rendah. Walaupun
demikian, jika besarnya Dana Alokasi Umum yang diberikan oleh
pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
semakin ditingkatkan maka akan berimbas pada tingkat ketergantungan
yang tinggi oleh daerah kepada pemerintah pusat, sehingga tingkat
kemandirian daerah rendah.

Hasil dari penelitian ini didukung oleh penelitian Fiona Puspita Devi
Purwanto yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaru
postif terhadap Belanja Modal namun tidak siginifikan. Ada sedikit
perbedaan dari hasil yang diperoleh disebabkan oleh peningkatan Dana
Alokasi Umum dari setiap daerah berbeda-beda sehingga menyebabkan
signifikan atau tidaknya pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja
Modal.

3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Hipotesis ketiga dari penelitian ini adalah Terdapat pengaruh positif
Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2016. Hasil dari pengujian data realisasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten
dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010 sampai
dengan 2016 menggunakan analisis regresi linear sederhana menyatakan

bahwa Dana Alokasi Khusus (X3) berpengaruh positif dan signifikan
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terhadap Belanja Modal (Y), sehingga hipotesis ketiga dari peneltian ini
diterima. Nilai konstanta (a) yang di dapat sebesar 134.901.677,986
sedangkan koefisien regresi (b) sebesar 0,655 sehingga persamaan regresi
yang dihasilkan untuk mengetahui hubungan antara Dana Alokasi Khusus
(X3) terhadap Belanja Modal (Y) adalah Y = 134.901.677,986 + 0,655X5.
Persamaan regresi tersebut mengandung arti bahwa jika Dana Alokasi
Khusus (X3) meningkat sebesar satu persen, maka Belanja Modal (Y)
akan mengalami peningkatan sebesar 0,655 (65,5%). Nilai koefisien
korelasi (ry3,) antara Dana Alokasi Khusus (X3) dan Belanja Modal (Y)
sebesar 0,427 menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (X;)
berpengaruh terhadap Belanja Modal (Y) sebesar 0,427 (42,7%).
Koefisien determinasi (r?y3,) sebesar 0,182 menunjukkan bahwa
kemampuan Dana Alokasi Khusus (X3;) dalam menjelaskan Belanja
Modal (Y) adalah sebesar 18,2%, sedangkan 81,8% dipengaruhi oleh
faktor-faktor lain di luar persamaan regresi. Pengujian siginifikansi antara
Dana Alokasi Khusus (X3) terhadap Belanja Modal (Y) dilakukan dengan
menggunakan uji t. Nilai t hitung yang di dapat dari pengujian sebesar
2,710 lebih besar dari t tabel 2,040 dengan nilai signifikansi 0,011 lebih
kecil dari 0,05 sehingga menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (X5)
berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal ().

Dana Alokasi Khusus merupakan dana dari pemerintah pusat selain
Dana Alokasi Umum vyang tujukan untuk tujuan khusus untuk

meningkatkan pelayanan publik dengan mengalokasikan dana tersebut ke
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Belanja Modal pemerintah daerah. Berdasarkan hasil pengujian diketahui
bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogykarta tahun 2010-2016.
Semakin tinggi Dana Alokasi Khusus yang diterima oleh pemerintah
daerah dari pemerintah pusat, maka Belanja Modal akan semakin
meningkat. Semakin rendah Dana Alokasi Khusus yang diperoleh
pemerintah daerah dari pemerintah pusat, maka Belanja Modal akan
semakin rendah.

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan pernyataan Abdul Halim
(2004) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Dana Alokasi Umum
(DAU) dan Pendapatan Asi Daerah (PAD) bahwa sumber pendapatan
daerah berupa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan
mempunyai pengaruh terhadap Belanja Modal pemerintah daerah. Dana
Alokasi Khusus merupakan bagian dari Dana Perimbangan sehingga
Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hasil
pengujian yang telah dilakukan menyatakan bahwa pengaruh Dana
Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta tahun 2010-2016 adalah positif.

4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana
Alokasi Umum Secara Bersama-sama terhadap Belanja Modal

Hipotesis keempat dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh

positif Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi

Khusus secara bersama-sama terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah
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Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2016. Hasil dari pengujian data dari
tahun 2010 sampai dengan 2016 dengan menggunakan analisis regresi
linear berganda menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X;), Dana
Alokasi Umum (X,) dan Dana Alokasi Khusus (X3) secara bersama-sama
berpengaruh dan signifikan terhadap Belanja Modal (Y) di Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010 sampai dengan 2016. Nilai
konstanta (a) dari hasil pengujian adalah sebesar -68.134.988.924,
sedangkan nilai koefisien regresi (b,;) Pendapatan Asli Daerah sebesar
0,216, nilai koefisien regresi (b,) Dana Alokasi Umum sebesar 0,254 dan
nilai koefisien regresi (b;) Dana Alokasi Khusus sebesar 0,178. Dari nilai
konstanta dan koefisien regresi yang diperoleh tersebut, maka persamaan
regresi yang dapat digunakan adalah Y = -68.134.988.924 + 0,216X,+
0,254X,+ 0,178X5. Persamaan regresi tersebut mengandung arti bahwa
jika masing-masing variabel independen (Pendapatan Asli Daerah (X;),
Dana Alokasi Umum (X,) dan Dana Alokasi Khusus (X3)) mengalami
peningkatan sebesar satu persen, maka Belanja Modal (Y) juga akan
mengalami peningkatan sejumlah koefisien regresi dari masing-masing

variabel independen. Nilai koefisien korelasi (Ry;3)) sebesar 0,882

menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X;), Dana Alokasi Umum
(X,) dan Dana Alokasi Khusus (X3) secara bersama-sama berpengaruh
terhadap Belanja Modal (Y) sebesar 0,882 (88,2%). Nilai koefisien

determinasi (Rzy(llzlg,)) sebesar 0,779 menunjukkan bahwa kemampuan

Pendapatan Asli Daerah (X;), Dana Alokasi Umum (X,) dan Dana
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Alokasi Khusus (X3) secara bersama-sama dalam menjelaskan Belanja
Modal (Y) adalah sebesar 77,9% sedangkan 22,1% dipengaruhi oleh
faktor-faktor lain di luar persamaan regresi berganda. Pengujian
signifikansi dalam regresi berganda dilakukan dengan menggunakan uji
F. Nilai F hitung yang diperoleh adalah sebesar 36,368 lebih besar dari F
tabel 2,92 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05.
Hal tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X;), Dana
Alokasi Umum (X,) dan Dana Alokasi Khusus (X3) secara bersama-sama
berpengaruh secara siginifikan terhadap Belanja Modal ().

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi
Khusus merupakan bagian dari sumber-sumber pendapatan daerah yang
mempengaruhi pemerintah daerah dalam pengalokasian Belanja Modal.
Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi linear berganda menunjukkan
bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi
Khusus secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-
2016. Semakin meningkat ketiga variabel tersebut, maka Belanja Modal
akan semakin meningkat, begitu juga sebaliknya.

C. Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan tiga
variabel untuk mendiskripsikan Belanja Modal, yaitu Pendapatan Asli

Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Belanja Modal
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dipengaruhi oleh pendapatan daerah, pendapatan daerah sendiri terdiri
dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum,
Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil) dan Lain-lain Pendapatan
Daerah yang sah, sehingga masih banyak faktor (variabel) lain yang
belum diteliti dalam penelitian ini untuk mendiskripsikan Belanja Modal.
Penelitian ini dilakukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang
hanya terdiri dari empat kabupaten dan satu kota, sehingga periode tahun
yang digunakan dalam penelitian cukup panjang mulai dari tahun 2010

sampai dengan tahun 2016.
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab iv, maka
kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Pendapatan Asli Daerah (X,)
terhadap Belanja Modal (Y) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
tahun 2010-2016. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi
(rx1y) sebesar 0,739, nilai koefisien determinasi (r?y;,) sebesar 0,546 dan
nilai t hitung 6,302 > t tabel 2,040 pada tingkat signifikansi 0,05.

2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Dana Alokasi Umum (X;)
terhadap Belanja Modal (Y) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
tahun 2010-2016. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi
(rxay) sebesar 0,808, nilai koefisien determinasi (r?y,,) sebesar 0,650 dan
nilai t hitung 7,824 > t tabel 2,040 pada tingkat signifikansi 0,05.

3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Dana Alokasi Khusus (X3)
terhadap Belanja Modal (Y) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
tahun 2010-2016. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi
(rx3y) sebesar 0,427, nilai koefisien determinasi (r2X3y) sebesar 0,182 dan
nilai t hitung 2,710 > t tabel 2,040 pada tingkat signifikansi 0,05.

4. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Pendapatan Asli Daerah (X;),

Dana Alokasi Umum (X,) dan Dana Alokasi Khusus (X3) secara bersama-
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sama terhadap Belanja modal (Y) di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta tahun 2010-2016. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien
korelasi (Ry1,23)) sebesar 0,882, nilai koefisien determinasi (Rzy(l’z’g))
sebesar 0,779 dan nilai F hitung 36,368 > F tabel 2,92 pada tingkat
signifikansi 0,05.

B. Implikasi
Berdasarkan kesimpulan di atas, implikasi dari penelitian ini adalah:

1. Telah teruji bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan
signifikan terhadap Belanja Modal yang menunjukkan dengan semakin
tinggi Pendapatan Asli Daerah maka semakin tinggi Belanja Modal,
sehingga diperlukan upaya lebih dari pemerintah daerah dalam
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

2. Telah teruji bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan
signifikan terhadap Belanja Modal yang menunjukkan dengan semakin
meningkatnya Dana Alokasi Umum maka Belanja Modal semakin
meningkat sehingga pemerintah daerah harus mengelola dan
memanfaatkan Dana Alokasi Umum dengan seharusnya untuk
kepentingan dan fasilitas publik.

3. Telah teruji bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan
signifikan terhadap Belanja Modal yang menunjukkan dengan semakin
meningkatnya Dana Alokasi Khusus maka Belanja Modal semakin
meningkat sehingga pemerintah harus memanfaatkan Dana Alokasi

Umum yang seharusnya untuk kebutuhan dan fasilitas publik.
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C. Saran
Berdasarkan kesimpulan dan impikasi di atas, maka penulis memberikan
saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Derah Istimewa
Yogyakarta diharapkan terus menggali sumber-sumber Pendapatan Asli
Daerah secara intensifikasi maupun ekstensifikasi sehingga Pendapatan
Asli Daerah terus menigkat dari tahun ke tahun dan alokasi Belanja
Modal juga semakin meningkat serta tercipta kemadirian daerah. Selain
itu, pemerintah daerah juga harus mengelola dengan baik Dana Alokasi
Umum dan Dana Alokasi Khusus yang merupakan dana transfer dari
pemerintah pusat agar lebih mengutamakan pengalokasian ke Belanja
Modal.

2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel yang
digunakan dalam penelitian agar lebih lengkap dan bervariasi. Variabel
yang digunakan dapat menggunakan sektor keuangan seperti Dana Bagi
Hasil, Pertumbuhan Ekonomi ataupun sektor non keuangan seperti

kebijakan pemerintah dan kondisi mikro ekonomi.
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DATA REALISASI PAD, DAU, DAK DAN BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH
DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2010-2016 (DALAM RIBUAN RUPIAH)

No | Tahun Kab/Kota PAD DAU DAK Belanja Modal
1 2010 | Kulon Progo 48.589.685 411.293.618 41.614.100 46.582.089
2 2010 | Bantul 81.637.099 573.512.337 60.565.500 123.249.280
3 2010 | Gunungkidul 42.542.031 521.293.704 77.574.200 47.001.129
4 2010 | Sleman 163.056.459 563.320.892 69.847.300 99.812.269
5 2010 | Kota Yogyakarta | 179.423.640 395.444.062 13.599.100 54.040.432
6 2011 | Kulon Progo 53.752.294 444.043.865 48.336.500 105.604.886
7 2011 | Bantul 128.896.456 625.060.827 45.919.200 119.417.030
8 2011 | Gunungkidul 54.426.419 572.008.916 59.156.800 111.021.474
9 2011 | Sleman 226.686.250 631.920.733 42.650.300 96.111.399

10 2011 | Kota Yogyakarta | 228.870.562 436.129.821 1.761.900 59.151.113

11 2012 | Kulon Progo 74.028.664 531.104.016 45.379.520 147.830.580

12 2012 | Bantul 166.597.778 768.034.584 63.281.450 140.106.753

13 2012 | Gunungkidul 67.050.782 687.944.489 70.584.420 164.360.940

14 2012 | Sleman 301.069.539 795.708.767 52.237.390 132.536.252

15 2012 | Kota Yogyakarta | 338.839.606 536.466.614 6.485.350 88.335.891

16 2013 | Kulon Progo 95.991.513 594.978.790 52.894.140 123.313.525

17 2013 | Bantul 224.197.864 854.810.634 47.196.880 183.269.840

18 2013 | Gunungkidul 83.427.448 779.069.238 59.793.058 156.373.178

19 2013 | Sleman 449.270.306 891.589.912 50.823.330 206.859.866

20 2013 | Kota Yogyakarta | 383.052.140 597.212.209 6.220.630 167.079.742

21 2014 | Kulon Progo 158.623.927 639.409.211 47.077.300 146.576.953

22 2014 | Bantul 357.411.064 949.252.188 60.914.370 310.415.291

23 2014 | Gunungkidul 159.304.338 847.388.294 46.172.145 127.289.722

24 2014 | Sleman 577.380.071 952.102.502 48.673.210 265.485.461

25 2014 | Kota Yogyakarta | 470.634.763 618.742.253 2.249.900 193.078.280

26 2015 | Kulon Progo 170.822.327 657.260.489 53.806.400 226.055.713

27 2015 | Bantul 390.624.492 942.850.827 72.359.660 334.880.395

28 2015 | Gunungkidul 196.099.245 872.566.961 84.971.370 238.175.034

29 2015 | Sleman 643.130.080 984.410.612 57.469.896 426.782.827

30 2015 | Kota Yogyakarta | 510.548.823 622.365.351 2.342.700 256.395.157

31 2016 | Kulon Progo 180.273.364 718.490.508 | 212.673.879 241.983.753

32 2016 | Bantul 404.454.704 999.814.365 99.372.455 284.060.533

33 2016 | Gunungkidul 206.278.865 954.997.369 | 253.996.628 234.690.533

34 2016 | Sleman 717.151.176 1.014.310.630 240.745.571 344.002.326

35 2016 | Kota Yogyakarta | 540.504.300 670.278.830 | 151.641.280 259.589.340
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HASIL PERHITUNGAN IBM SPSS STATISTICS VERSION 20
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A. UJI MULTIKOLINEARITAS

Variables Entered/Removed?

Model

Variables Entered

Variables
Removed

Method

1

Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana

Alokasi Umum”®

Enter

a. Dependent Variable: Belanja Modal
b. All requested variables entered.

Model Summary

Model

R R Square

Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate

1

,882°

779

, 757

45517200,16076

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum

ANOVA?
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Regression | 226045066970849344,000| 3| 75348355656949776,000 | 36,368 | ,000°
1 Residual 64226280824714184,000 | 31 2071815510474651,000
Total 290271347795563520,000 | 34

a. Dependent Variable: Belanja Modal
b. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum

Coefficients?

Model Unstandardized Coefficients | Standardized t Sig. Collinearity
Coefficients Statistics
B Std. Error Beta Tolerance | VIF
(Constant) 68134988,924 32493839,673 21097' ,044
Pendapatan 216 051 435 | 4,206 | ,000 669 | 1,495
Asli Daerah
1 Dana
Alokasi ,254 ,058 ,506 | 4,379,000 ,53411,873
Umum
Dana
Alokasi ,178 ,149 ,116 1 1,199 | ,240 ,76211,313
Khusus
a. Dependent Variable: Belanja Modal
Correlations
Pendapatan Asli Dana Alokasi Dana Alokasi
Daerah Umum Khusus
. Pearson 1 564™ 164
Pendapatan Asli Correlation
Daerah Sig. (1-tailed) ,000 173
N 35 35 35
Pearson _ 564" 1 472"
Dana Alokasi Umum C_orrelauqn
Sig. (1-tailed) ,000 ,002
N 35 35 35
Pearson _ 164 472 1
. Correlation
Dana Alokasi Khusus Sig. (1-tailed) 173 002
N 35 35 35

118




Collinearity Diagnostics®

Model Dimension | Eigenvalue | Condition Variance Proportions
Index (Constant) | Pendapatan Dana Dana
Asli Daerah Alokasi Alokasi
Umum Khusus
1 3,451 1,000 ,00 ,02 ,00 ,02
1 2 ,339 3,190 ,00 17 ,00 ,70
3 ,189 4,274 11 57 ,01 12
4 ,021 12,723 ,88 25 ,98 17
a. Dependent Variable: Belanja Modal
B. UJI HETEROSKEDASTISITAS
Variables Entered/Removed?
Model Variables Entered Variables Method
Removed
1 Dana Alokasi }éhusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Enter
Alokasi Umum

a. Dependent Variable: Belanja Modal

b. All requested variables entered.

Model Summary”

Model R

R Square

Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate

1 ,882%

779

, 757

45517200,16076

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum
b. Dependent Variable: Belanja Modal

ANOVA?®
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Regression | 226045066970849344,000| 3| 75348355656949776,000 | 36,368 | ,000
1 Residual 64226280824714184,000 | 31| 2071815510474651,000
Total 290271347795563520,000 | 34

a. Dependent Variable: Belanja Modal
b. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum

Coefficients?

Model Unstandardized Coefficients Standardized t Sig.
Coefficients
B Std. Error Beta

(Constant) 68134988,924 32493839,673 2,097 ,044
Pendapatan Asli 216 051 435 | 4,206 | ,000
Daerah
Dana Alokasi Umum ,254 ,058 ,506 | 4,379,000
Dana Alokasi Khusus , 178 ,149 , 116 | 1,199,240

a. Dependent Variable: Belanja Modal
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Residuals Statistics?®

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N
Predicted Value 54319136,0000 | 387538080,0000 | 178900542,4571 | 81537625,19642 | 35
Std. Predicted -1,528 2,559 ,000 1,000 35
Value
Standard Error
of Predicted 8515673,000 29428048,000 14633699,990 4826949,172 | 35
Value
Adjusted
; 55264644,0000 | 418805472,0000 | 179285392,8478 | 83473079,03759 | 35
Predicted Value
Residual 75934336,00000 95510248,00000 ,00000 | 43462722,64309 | 35
Std. Residual -1,668 2,098 ,000 ,955| 35
Stud. Residual -1,707 2,315 -,003 1,021|35
Deleted -
Residual 79530712,00000 116254928,00000 | -384850,39062 | 49978937,36786 | 35
Stud. Deleted -1,765 2,504 003 1,045 (35
Residual
Mahal. Distance ,219 13,240 2,914 2,860 | 35
Cook's Distance ,000 ,291 ,040 ,069 |35
Centered
Leverage Value ,006 ,389 ,086 ,084 |35
a. Dependent Variable: Belanja Modal
Scatterplot
Dependent Variable: Belanja Modal
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Correlations

Pendapatan Dana Dana Unstandardized
Asli Daerah Alokasi Alokasi Residual
Umum Khusus
_ Correlation 1,000 573" ,003 -,092
Pendapatan Asli ~ Coefficient
Daerah Sig. (2-tailed) . ,000 ,986 ,601
N 35 35 35 35
, Correlation 573" 1,000 542" -,032
Dana Alokasi Coefficient
Umum Sig. (2-tailed) ,000 . ,001 ,857
Spearman'’s N 35 35 35 35
rho _ Correlation ,003 542" 1,000 154
Dana Alokasi Coefficient
Khusus Sig. (2-tailed) ,986 ,001 . ,378
N 35 35 35 35
_ Correlation -,092 -,032 154 1,000
Unstandardized ~ Coefficient
Residual Sig. (2-tailed) ,601 ,857 378 .
N 35 35 35 35
**_Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Variables Entered/Removed?
Model | Variables Entered | Variables Removed | Method
1 Lnx3, Lnx1, Lnx2° Enter
a. Dependent Variable: Lnei2
b. All requested variables entered.
Model Summary
Model R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate
1 ,302% ,091 ,003 2,36429
a. Predictors: (Constant), Lnx3, Lnx1, Lnx2
ANOVA?
Model Sum of Squares | df | Mean Square| F Sig.
Regression 17,351 3 5,784 (1,035 ,391”
1 Residual 173,286 | 31 5,590
Total 190,637 | 34
a. Dependent Variable: Lnei2
b. Predictors: (Constant), Lnx3, Lnx1, Lhx2
Coefficients®
Model Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients t Sig.
B Std. Error Beta
(Constant) 19,435 37,969 512 1,612
1 Lnx1 ,535 779 ,182| ,687,497
Lnx2 -,309 2,620 -,035]| -,118],907
Lnx3 ,600 ,489 ,306 1,228,229

a. Dependent Variable: Lnei2

121




C. UJI AUTOKORELASI

Variables Entered/Removed?

Model

Variables Entered

Variables
Removed

Method

1

Alokasi Umum”®

Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana

Enter

a. Dependent Variable: Belanja Modal
b. All requested variables entered.

Model Summary”

Model R R Square

Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate

Durbin-Watson

1 ,882°% 779

, 757

45517200,16076

1,519

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum
b. Dependent Variable: Belanja Modal

ANOVA?
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Regression | 226045066970849344,000| 3| 75348355656949776,000 | 36,368 | ,000°
1 Residual 64226280824714184,000 | 31 2071815510474651,000
Total 290271347795563520,000 | 34

a. Dependent Variable: Be

lanja Modal

b. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum

Coefficients®

Model Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients t Sig.
B Std. Error Beta

(Constant) -68134988,924 | 32493839,673 -2,097 | ,044

Pendapatan Asli Daerah ,216 ,051 ,435| 4,206 | ,000

Dana Alokasi Umum ,254 ,058 ,506 | 4,379 |,000

Dana Alokasi Khusus ,178 ,149 , 116 | 1,199 | ,240
a. Dependent Variable: Belanja Modal

Residuals Statistics®
Minimum Maximum Mean Std. Deviation N
Predicted Value 54319136,0000 | 387538080,0000 | 178900542,4571 | 81537625,19642 | 35
Residual 75934336,00000 95510248,00000 ,00000 | 43462722,64309 | 35
Std. Predicted -1,528 2,559 000 1,000 | 35
Value
Std. Residual -1,668 2,098 ,000 ,955 | 35
a. Dependent Variable: Belanja Modal
Runs Test
Unstandardized Residual

Test Value® -2190174,94894
Cases < Test Value 17
Cases >= Test Value 18
Total Cases 35
Number of Runs 20
Z ,348
Asymp. Sig. (2-tailed) 728

a. Median
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D. ANALISIS REGRESI LINEAR SEDERHANA

Variables Entered/Removed?
Model Variables Entered Variables Removed | Method
1 Pendapatan Asli Daerah” Enter

a. Dependent Variable: Belanja Modal
b. All requested variables entered.

Model Summary
Model] R |R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate
1 ,739% ,546 ,532 63183614,87121

a. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah

ANOVA?*

Model

Sum of Squares

df

Mean Square

Regression
1 Residual
Total

158529764585174880,000
131741583210388640,000
290271347795563520,000

1
33
34

158529764585174880,000
3992169188193595,000

39,710

a. Dependent Variable: Belanja Modal
b. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah

Coefficients®

Model

Unstandardiz

ed Coefficients

Standardized Coefficients

B

Std. Error

Beta

Sig.

(Constant)

Pendapatan Asli Daerah

83622288,473
,367

18511265,908
,058

,739

4,517
6,302

,000

,000

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Variables Entered/Rem

oved?®

Model

Variables Entered

Variables Removed

Method

1

Dana Alokasi Umum®

Enter

a. Dependent Variable: Belanja Modal
b. All requested variables entered.

Model Summary

Model R

R Square

Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate

1 ,806°

,650

,639

55505005,27093

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum

ANOVA?

Model

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Regression
1 Residual
Total

188604762661406912,000
101666585134156592,000
290271347795563520,000

1
33
34

188604762661406912,000
3080805610125957,500

61,219

,000°

a. Dependent Variable: Belanja Modal
b. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum

Coefficients®

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardized Coefficients

B

Std. Error

Beta

Sig.

(Constant)

Dana Alokasi Umum

-106174150,496
,405

37623211,291
,052

,806

-2,822
7,824

,008
,000

a. Dependent Variable: Belanja Modal
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Variables Entered/Removed?

Model

Variables Entered

Variables Removed

Method

1 Dana Al

okasi Khusus”

Enter

a. Dependent Variable: Belanja Modal
b. All requested variables entered.

Model Summary

Model R

R Square

Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate

1 427

,182

,157

84820828,40611

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus

ANOVA?

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Regression | 52850441056127312,000 | 1 |52850441056127312,000 | 7,346 |,011°
1 Residual 237420906739436224,000 | 33| 7194572931498067,000

Total 290271347795563520,000 | 34
a. Dependent Variable: Belanja Modal
b. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus

Coefficients?
Model Unstandardized Coefficients Standardized Sig.
Coefficients
B Std. Error Beta

(Constant) 134901677,986 | 21658597,751 6,229 |,000
1 .

Dana Alokasi 655 242 427 |2,710] 011

Khusus
a. Dependent Variable: Belanja Modal
E. ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA

Variables Entered/Removed?
Model Variables Entered Variables Method
Removed
Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana
1 - b Enter
Alokasi Umum

a. Dependent Variable: Belanja Modal

b. All requested

variables entered.

Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
1 ,882° 779 , 757 45517200,16076

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum

ANOVA?®
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Regression | 226045066970849344,000| 3| 75348355656949776,000 | 36,368 | ,000°
1 Residual 64226280824714184,000 | 31| 2071815510474651,000
Total 290271347795563520,000 | 34

a. Dependent Variable: Belanja Modal
b. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum
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Coefficients?®

Model Unstandardized Coefficients Standardized t Sig.
Coefficients
B Std. Error Beta

(Constant) 68134988,924 32493839,673 2,097 ,044
Pendapatan Asli 216 051 435 | 4,206 | ,000
Daerah
Dana Alokasi Umum ,254 ,058 ,506 | 4,379,000
Dana Alokasi Khusus , 178 ,149 , 116 1,199,240

a. Dependent Variable: Belanja Modal
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SURAT IJIN PENELITIAN DAN SURAT KETERANGAN DARI BADAN

PUSAT STATISTIK PROVINSI DIY TENTANG LEGALITAS DATA
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LAMPIRAN 4
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PEMERINTAH DAERAH (KABUPATEN DAN KOTA) DI PROVINSI

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010-2016

129



REALISAS| PENERIMAAN PEMERINTAH KASUPATEN/KOTA SELURUH FROVINSI

TAREL 2134 0, | YOGY AKARTA MENURLUT JENIS PENERIMAAN {riba rupiak], 200 Owdiq
TABLE ™" ACTUAL REVENUES OF REGENCY/MUNICIPALITY GOVERNMENT THROUGHOUT
0.k YOSYAMARTA BY REVENULS ITEMS fthousand rupishs), 2016-2011
Kabupatan/ Regency  © Guning Ko
Jerig Panaifrsaan
Fevanues lamsg a0 20117
i'l'l :'E'l |'E|t

&, PENDAPATAMN DAERAH THE 24R ATE E43 345 TRE
LOCAL GOVERNMENT REVENLES

1.  Pendapatan fsh Cesmb 42 B2 034 41 B35 408
Orginal Local Gosemmant Rovenuas

1,1, Fajak Dasrah S Suif A38 E 57Ta Qi
Locs Taves

1.2, Fstibusi Daerah 25 OFa 538 ST
Liooai Rednbubons

1,3, Hasi| Perusahaan Miic Daeran & Pengelojsan 4 T3 1Y 4 253 412
Kekayaan Danrah yang Dipisahoan
Mg af Regyons Gavermmen! Corparsda and
Managament of Separsded Beg, Governmani Weai

1.4, Laindan PAD yang Sah & FE1 peg 21 =07 355
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&1, Bagi Hasil Pajak 14 BEO 415 a1 A BT2
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3 Lan-wn Pancdapalan yasg Sah TFE 014 477 136 800 617
ey Lvgad Mavanias

B, PEMB|AYAAN DAERAH &5 3T 651 81 342 5EE
LOCAL GOVERNMENT FINANCING

T JUMLAHITETAL BET B5E 626 B34 658 321

APED / Hagmanal bugated
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REALISAE| FENGELUARAN PEMERINTAH HABUPATENIKOTA SELURUH PROVINSI

0.1 YOGY ARARTA MEHURLT JENIS PERGELUARAM [ribu rapiak), 30103011

TABLE Y ACTUAL EXPENDITURES OF REGENCYMUNICIPALITY GOVERNMENT THROUGHOUT
O FOGYSMARTA BY CYPONDITURES (TEMS fthousand rupishs), 2010-2011
Kabupatan Ragency Gunisng Kidd LanjutaniContinund
Jeria Pangaluaran . ‘s
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il H 3]
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%. Belanja Feogawa B BLZ CHE G045 512
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& H-Inn]n Bunga 516814 4% 500
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" Belanjs Pogaws 48 510 885 27 GE4 f27
Herz=annal Expandiiyns

2, Belanja Barang dan Jasa ES 124 384 B4 2ra L
Gy &nd Sendoms Evpanaiiungs

3, Balanja Moos| 47 Gl 124 143 140 E13
iCanital Expeoifms

G, PEME|AYAAN DAERAM g2 166 315 4 845 627
LOCAL COVERNMENT FINMANCING
SJUMLAHTGTAL HET S56 524 034 656 321

3

APED / Regianal bugefed
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TABEL
TAGLE

REAL|SAS| PENERIMAAN PEMER|NTAH KABUPATEN GUNUNG K|DUL, PROVINS| D]

15a2

YOGYAKARTA MENURUT JERIS PENERIMAAN {ribu ruplah), 2099=2013
ACTUAL REVENUES OF REGENCY GOVERNMENT OF GUNUNG KIDWL, DV YOG YAKARTA

FROVINCE BY REVENUES ITEMS {thousand rupiahsi, 2011-2012

Habupalan' Resancy | Gunung Kidul
Janis Ferwmsimaan
Ruvenuns Mo ik B 212 *)
i 41

A, PENDAPATAM DAERMH 65 26 233 A1 0140 100 099
LOCAL GOVERNMENT REVENLUES

1, Pendapatan As| Daeran B4 452 218 55 GO0 Ac2
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1,3, Hasl Farusanaan Milk Gaerah & Pange|claan 4 259 233 4 70 48
Kewayaan Daerah yarsg Dipsahkan
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COthar Originai Local Gov. Rovenuas
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Fax Shao
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LOCAL GOVERMMENT FINANCING
LA TOTAL 1 087 TS 670 1 BES 605 953

t APBD/ Regiona’ bugaiod
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TAREL
TAGLE

REAL|SAS| PENGELUARAN PEMER|NTAH KABUFPATEN GUNUNG KIDUL, PROVINE| D]

1%6b,3

YOGYAKARTA MENURUT JENIS PENGELUIARAN (rbu ruplah), 2011=2013
ACTUAL EXPENDITURES OF REGENCY GOVERNMENT OF GUNUNG KIDWL, &
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TA&BLE

REALISAS] PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG KIDUL, PROYINS DI
TAREL iSad YRFYAKARTA MENURUT JEHIS PENERIMAAN (ribu rupiahy, 30122013

FROVINCE AY RECEIPT ITEMS (thoussnd raplsha), 20752077

ACTUAL RECEFT OF REGENCY GOVERNMENT OF GUNLUNG FIDUL,. W YOGYARARTA
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TABLE

REALISAS| PENGELUARAN FEMERINTAH KABUFATEN GUNUNG KIDUL, PROVINE] DI

150,3

FOOYAKARTA MENMURUT JENIS FENGELUARAN [Flii ruplal), 301 2=2013
ACTUAL EXPENDITURES OF REGENCY GOVERNMENT OF GUNLWG MIOWL, OV
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abupatan’ Resancy | Gunung Kidul
Janis Fergalianan P A
Experaiiureas {femrs s 3l
1] L2} i)
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LOCAL FINANCE, PRICE, BANKING AND IOOPERATION
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LOCAL FINANCE, PRICE, 2ANKING AND (OOPERATION
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REALISAE| FEMERIMAAN PEMERINTAH KASUPATEMIKOTA SELURLUH PROVINSI
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1. Belanja Heogawa B8R 998 54/ re A ahs

Parsannal Expondims

p Hi|ﬁ|‘l]n Bunga Tr Hai 144 Q00
Aebarmal Expandilums

1, Belanjs Subsid i {
Subnmes Lxpendfuros

4, El!-lﬂn_l:l Kibah 18413832 374 B2
Grant Evpanailunes

&, Aalanjs Ranlusn Sosial 37 181 758 32 6EF 184
Sooal At Evpanodures

. Belanja Dagi Hasi 19 528 554 I8 B 052
Shanng und Expanoiiunes

7 E-|:I|=n_|i Hantuan Eedangan 1& 725 347 A0 B18 335
Finansal Als Expaniiias

& Pengslusan Tose Tercduga 4 &04 087 1004 281
Lnpredicies Expandiiumms

B, BEELANJA LANGSLUING 345 256 D98 25T TEATTH
DIRECT EXPENDNTURER

", Belanjy Peguws A5 B3 204 g1 357 T3
FPevsannal Expandiyns

2 EI|:I-|I:In_|:| Harang dan Jasa 182 539 532 230 ES1 104
Goods snd Soandons Expanaiiungs

3, Belanja Mool 9 512 265 145 735 §77
Canial Erpanchfurms

i, PEME|AYAAN DAERAM 1221562 116 Bl Rt
LOCAL SOVERNMENT AINANCING
JUMLAHITOTAL 1 28% 754 614 1 363 94T 031

7

APED ¢ Regional bugetsd
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REAL|SAS| PENER|MAAN PEMER|NTAH HABURATEN SLEMAN, PROVINE| O] YOGYAKARTA

TABEL 15ad MEMLRUT JEMIS PENERIMAAN [ribu rapish), 2011=2012
TABLE ACTUAL REVENUES OF REGENCY GOVERNMVENT OF SLEMAN, N YOGYARKARTA
FROVINGE BY REVENUES ITEMS (thowsand rupiais), 2011-2012
Maoupalan/ Regancy © Slaman
Janis Ferwmfimaan
Ravenung s 2011 2012 %)
i 3}

&, PENODAPATAM DAFRAH 1399 438 527 133011983
LOCAL GOVERNMENT REVENUES

1,  Pendapatan As|i Daerah 236 GBS 260 F20 36T 3
CQniging! Looe! Govammant Mivstnes

1.1, Prajax Caarah 147 BER &7 132 330 000
Local Taxos

1. Relrbusi Desrah 3 163 608 X2 100 504
Local Hofrbodions

1,3, Haasl Parusahaan Mijk Dasrah & Fangelclaan 11 035 184 11 558 184
Keayaan Daerah vang Dipsakkan
ineama of Ragianal Gowmmant Camponiis and
Iarrageinant of Sepaaieg Raeg Govemmree Wiaallh

14,  Lain-dain PAD yvarg Sah 23 TET A57 44 178 672
Cthar Oviginai Local Gov. Rovenuos

2, Dana Parimbangan 7R3 BEE D 8T 372 358
Aalanged Buager

&% Bagi Hasl Pajak T8 A 502 66 TE3 238
ax S

2,2, BagiHas| Bukan Pajas/Sumber Daya Ajam 1 0E3 344 2 G2 5aE
fooe Tax ShareRafirl Roaaurcas

2.3, Dana Alckas Umum 639 520 733 T@5 708 TET
Ganarg Alpcation Funds

24, Dara Alckas Khusus 42 650 300 &2 237 30
Snaciel Alocation Funds

3, Lainlain Pandapatan yang Sah 130 851 267 245 273 453
Cihar Laggl Ravanies

B, PEMBJAYAAN DAZRAH 111413 870 63 572 430
LOCAL GOVERNMENT FINANCING
JUMLAH TOTAL 1433 &5 307 1 G S84 413

4 APAD/ Regional bugsted
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TABEL
TAELE

REAL|SAS| PENGELUARAN FEMER|NTAH HABUPATEN SLEMAM, PROV|NS| O

YOGYAKARTA MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu ruplah), 2011=2012
ACTUAL EXPENGITURES OF REGENCY GOVERNMENT OF SLEMAN, Di YOGYAKARTA

15b.4

FROVINCE BY EXPENDNTURES ITEMS (thowsand ruplafsl, 2011-200.2

<abupatan' Resancy | Slaman

Junis Fergaliaran

; .
Expanaiiuras fems <M e’
(1] ] [}

A&, BEL &KL TIDAK |LASGSUNG AR3 IEE 136 1 552 RSE 495
INDIRECT EXPENINTURES

1, Ellzlaﬂli. Segaeil ST TR R B 126 B0
Parsoime! Expaniiunes

2, Balaria Bunga SR 144 g0
irferie! Expediiing

3, Balava Suosidi { 0
Subsidias Crponodures

& EH:||.'I'|I.1. Hbah AE B9 L2 28 433 By
Grard Exparcliims

5, Balara Barviuan Sasal 102 115 S5123541
Bocks' Akls Experciiures

6. Bolypa Sag s Bl 2 22 &80 211
Eharing fung Expendiuns

T, F.i-nli"l_.il. Bariuan Kauangan 1875 373 21822 735
Firancial s Expandiiins

B, Panjehiaran Tidak Terdiga 450 233 3807 32
Urprpohclsd Expendtures

B, BEL&MJA LANGSUMNEG 3894 270 545 40T QB8 W7
IWRECT EXPENDITURES

1, Balaya Pegaaai B 158 305 TE 5T T8
Parsorms Expanciiunss

2, Bolava Barang dan Jasa 204 52 At 199 Bal
(Gaods and Servcos Expendifinns

i F.'-ﬁh-'l_ﬂ. o GE 111 399 120874 475
Capstal Expandiliveg

& PEMDBIAY SAM DALRAN 144 BEX T16 L3 g0
LOCAL GOVERNMENT FINANCING
JURLAHTOTAL 1 423 250 3497 1 444 584 412

APRL S Ragions bogaled
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TABEL 154 MEMURUT JENIS PENERIMAAN [ribu ruplah), 2012-0013
ACTUAL REGEIPT OF REGENCY GOVERNMENT OF SLEMAN, D! YOGYAKARTA PROVINCE

BY RECEIPT ITEMS (thousand ruplafs], 3012-3013

TABLE

REALISAS| PENER IMAAN PEMERINTAH KABURPATEN SLEMAN, PROVINSGI DI YOGYAKARTA

Mabupatan' Regency | Sleman

Junis Perwrimasn
PP amz 2013 %)
1 )

A, PENDAPATAN DAERAH 1589 T2 074 1670 168 g&5
LOCAL GOVERNMENT REVENUES

1.  Pandapatan Asl Daerah a0 &8 539 238 206 54T
Cingina! Loos’ Govarmmont Reaamans

1,1, Pajgk Daann 177 &35 BT 160 350 000
Local Taxng

1.2, Reiribusi Dasrah 34 okt arn 30 437 857
Local Roinbutions

1,3, Hasl Perusahaan Milk Dacrah & Pange|claan 12 83122 13 455 00O
Kakayaan Danrah yarg Dipsakkan
e of Reaganal Gewmmant Carporais aod
Iarageman! of Sepavalen Rey Govsmrmed Waalth

14, Lain-lain PAD yarg Sah TE 415 577 63 76 gS0
(thar Originai Local Gow. Rovenues

2, Dara Perimbangan A4E 821 040 962 216 481
Aalanced Ruagal

2,1, Bagi Hasl Pajac RS &51 408 43 B03 X189
{ax Shavo

2,2, Bag Has| Bukan Pajas'Sumber Daya Alam 3023 281 o
Mo Tar ShareeRafival Hasaunees

2.3, Dana Aokas Lsnum 795 TOA TET a1 588 12
Granwra Alpcation Funds

2.4, Dara Alokos! Khusus 62 ZXF 380 &0 823 Mo
Spocial Abcation Funds

A, Laielain Pandapatar yang Sah 341 832 386 3T 545 35T
Chthar Lagal Ravanimws

B, FEMB|AY AN DAERAH 138 &% 509 B2 TTIAE
LOCAL OOVERNMENT FINANCING
JUMLAHI TOTAL 1728 417 483 1 752 841 B26

b APAL Y Regional! bupednd



TAREL
TABLE

REALISAS|I PENGELUARAN FEMERINTAH KABUFATEN SLEMAN, PROVINSI D
FYOEYAHARTA MEMURUT JEH|S PENGELUARAN [l ruplak], 301 2=2043
ACTUSL EXPENDITURES OF REGENCY GOVERNMENT OF SLEMAN, O YOGYAKARTA

15o,4

FROWNCE BY EXPENDITURES ITEMS (Thavsand ruplafhs), 30122013

Labuipatan’ Regenoy L Py

Janis Pergalianan

Expandifures fama 2012 2T
1] (2} i)

A, BELAMJA TIDAK LANGSUNG 194 ¥53 508 1144 B12 399
INDIRECT EXPENINTUARES

1.Hn|a1.1'—‘e~;a.l:|| Baa Ber 100 592 ML EEa
Farsonm Expandiungs

2, F.'-ﬁh-'l_r-l. LKA 45273 144 000
infers! Erpivuiiiores

3, Balava Subedi { 15 B0V B35
Subsdos Cxponodunes

£, Bl:lh'llﬂ."“:'ﬂ'l 45 170 Hi5 28113 4885
i Expadiiams

5, Balaria Baviuan Sossal 13 874 810 2T B4l 73
Socks' Akls Expercifures

b, Bolaya Bag Hasi| &3 A4 87 ERATE 05D
Eharng fund Expendiuras

T, Enliﬁ..:l Bariuan Kauangan 22157 0348 32 291 400
Financinl Aida Expenatiunss

B, Pangaluaran Tidak Tesduga 1183872 11 818 550
Urpreoichsd Expanoilures

B, BELaMJ& LANGSLIMNG 42E 44T GLS REE 411 427
WRECT EXPENDITURES

1, Bolaya Pegaani 00 E5E 521 122 bFd 353
Bargorme Expanciiuns

2, Bolara Baang can Jasa AL A4 By S50 P g
EFooa’s andg Sarioos Expendiiaaas

i F.‘-ﬁh"l_ﬂ. “adal 133 535 243 01§72 150
CapTal Erpanailins

& PLMBIAY SAMN DALRAH J07 2156 312 13 F18 Qo2
LOCAL GOVERNMENT FINANCING
JURLAR/TOTAL 1728 417 443 1 TE2 041 83&

APRL S Ragions! bogaled
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TASEL

REALISASI PFENERIMAAN PEMERINTAM KABUPATEN SLEMAN, PROVINS| 0 YOGY AKARTA,

MENURLT JENIS PENERIMAAN (riti rugiah), 2013-2014

TABLE M AcTUAL RECEIPT OF REGENEY GOVERNWENT OF SLEMAN, DI VOGYAKARTA PROVINCE
BY RECEIPT ITEMS (thousand rnapiahs), 2013-2014
K - Slaman
Jerg Panerinmagn =
- - 2013 F0H4 )

w

A, PEMDAPATAM DAERAH 1 200 525 637 1 BAD 702 714
LOCAL GOVERNMENT REVENLES

1. Pendapatan Asi Dasrah 449 270 208 353 407 12
Origémai Local Govemnmers Aavenuas

1.1, Pajak Dassh 274 620 958 234 300 000
Loca! Tases

12 Fairibusi Dsarsh 46 001 678 %2 537 858
Local Retahitians

1.3 Masl Pensahaan Milk Caerah & Pesneg elokaan 15 551 529 189 675 723
Kakayaan Daerah ywang Diptaaticn
Mt af Regiona! el Componads s
Managemend of Sanaraied Reg Govarvnanl Weaith

14. Lanisin PAD wang Sab 111 (BB 141 a7 BA0 X1
Orker Oniginal Local Sov. Reveres

2 Dans Parmbsngan 92 THZ 430 1048 511 114
Bslmrced Gk

21. Bagi Hasil Pyak 45 B0 008 47 T35 402
Tax Shane

22, Hagl Hasll Bukan PajakiEumbssr Daya Alam = 451 (8D 0
Mon Tax SharaMadrsl Restirtes

23, Dans Alkasi Umum 821 SR A12 §52 102 502
el Slocaiion Funos

24, Dana Akiasl Khusus 50 B23 330 486730
Special Alcanian Funds

3 Lan-En Pendapatan yang Sah 45T 472 801 437 TH3 710
Other Legal Revanuss

B. PEMBIAYAAN DAERAH 53 OT9 BTS 108 019 834
LOCAL GOVERNMENT FINANCING
JUMLAHITOTAL & 188 05 51T 1 8TE B12 EZT

T APBD/ Reganst bugetad
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REALISASI PFENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN, PROVINGI DI
TASEL ... 4 YOGYAKARTA MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupian), 2013-2014

TARLE ™ ACTUAL EXPENDITURES OF REGENCY GOVERNMENT OF SLEMAN, 0f YOG YAKARTA
FROVINGE BY EXPENDITURES ITEME [thousard rupishg), 20737014

Habiupaian! Repeicy | Slaman

Jervi Pongs uacan

Expeangiil e e S 247
i1 (2} (3]

& BELAMIA TIDAK LANGEUNG 1 50 168 2 1 209 959 &4.3
NINRECT EXFENDITURES

1. Balanja Pegawai o 252 13 1051 282 078
Pevsonnel Expeandieres

2 Bedanja Bunga 28 789 144 G
Intarest Expandiunes

3. Balanja Bubaid 19 518 HEZ o
Suhginins Fxpendfires

4. Belanja Hibah 43 230057 24 501 76
Grant Expanadures

& Helanjx Banhssn Sosial 21 801 063 1 044 ATT
Social Adrs Expanoitunes

A RAalanja Aagi Hazi o WA 1RR Wl 04T BRA
SRanHT hind Expaniiimea

T Belanja Banhsan Kauiangan i B6? 540 41 167 50
Fruncs Ay Experdifurag

& Pengelusmn Tidak Terduga | 17 871 B
Linpredicied Cxperdhifuras

B. BEL AN LAMGSUING X2 360 0aT ThE T14 934
OIRECT EXPEMNTURES

1. Bedanja Pegawai 125003 Taz 125 875 35
Personned Expendiues

Z Balanja Bacang dan ek 301 486 439 331 G60 234
Foonis and Savvices Expandilunes

1 Belanja Modal 05 B50 BRE 311 TR TEE
Capilal Expendiires

C. PEMEIAYAAN DAERAH 435 07T 215 138 04
LOCAL GOVERNMENT FINAMNCING

Td 1 1 TE A1

L AHTC AL
| APED/ Rigonai bugeted
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%mu

REALISAS| PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN, FROVINSI DI YOGYAKARTA

MENURUT JENIS PENERIMAAN [ribu rupiah), 2014-3915

ACTUAL RECEIPT OF REGENCY GOVERNMENT OF SLEMAN, OV YOG YAKARTA PROVINGE
BY RECEIPT ITEM (ifouwsand rupdafes), 2004-2015

Jones Pensrimizan

a il 2014 A5 %)
in i X

A PENDAPATAM DAERAH 2 126 863 @ 2 262 X0 418
LOCAL GOVERNMENT REVENUES

1. Pendapatan Aali Daerah 577 380 0T 87T 585 000
Cripirs Local (Raveviimerl Revanues

1.1. Pajak Daerah 352 030 E12 346 000 000
Local Taves

1,2, Rairbusl Dagrah 1 GAG 363 41 145 280
Loca! Rambufians

1.3. Hael Pansabaan Milk Dasrah & Pangelolaan 19 BAE 054 34 169 551
Escayman Doerah yang Dipeabkan
Incoma of Regiona! Governmant Corporale and
Management of Separated Rag Fovernment Wealth

14 1 aircin BAM parg Sah 149 TEE (YT 5L #71 {TH
Crber Ongnal Local Gov, Revenues

2. Dana ParmEangan 1048 105 154 1104 054 018
Balarced Sodgal

2.1. BagiHasl Pajak 45012 278 40 752 536
Tax Shave

2.2, Bag Hakil Bukan PagkiSumisar Dava Alam 4321 307 5 GRG0
Hon Tax FharsMaluns Rasauicas

2.3. Dana Alokasi Urmum 252 102 &2 4 410 612
Genaral Alooxion Funos

24, Dana Alakasl Khisus 48 673 110 61 216 916
Fpesial ACHlod Funds

4. Lain-kin Pendapatan yang Sah SO0 073 5 B3 561 01
Oher Legal Revenues

B, PEMEBIAYAAN DAERAK 380 T44 870 334 T34 665
LOCAL GOVERNMENT FINANCING

~ JUNMLAHITGTAL 2 507 508 088 7 700 855 0B3

T APED ! Remons buogs

" dAngka Estimasi
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TABLE

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN, PROYINSI DI
TABEL ,., , YOGYAKARTA MENURUT JEMIS PENGELUARAN [ribu rupiah), 2014-3015

PROVINGE BY EXPENDNTURE ITEM (thousand ruplafks|, 2074-2015
Kabupaien' Regenoy - Sleman

ACTUAL EXPENDITURES OF REGENCY GOVERNMENT OF SLEMAN, DI YOGYAHARTA

Jans Pongaiuaran

Espandituns imms 2044} 2015 *)
1 F] 21

A, BELAMJA TIDAK LANGSUNG 1120 498 &41 1 833 934 200
INDIRECT EXPEMDITURES

1. Balanja Pegyaai 50 B 351 1291 671 937
Farsanned Evpandilurss

2. B=lanja Bunga 30 JaF iS00 O0j
Interest Expandiures

a Bﬂﬂ'ﬂl ks X G2 s il
Fuhgiias Evpandiores

4. Balarja Hibak &5 650 =0 53 172 65T
Granf Expandiiures

& Bsanja Banbaan Sa=al 23 044 &S 42 HE 264
Saoal Ads Expendiumes

A Aelorfo Aol Hieell A5 R4 GG AR RSS ETH
Fhanng fund Expandtures

T Balanja Banbaan Kauangan MARATY 138 250 {63
Finangia' dige Erpendivnag

A, Pengeliaran Tidak Terduga 0 30 45F TIT
Linpradicfed Experdiivms

B. BELANJA LAMGEUNG 13 658 0&8 1 236 T48 431
OIRECT EXPENDITURES

1. Balanja Pegaal 160 230 778 1 T D&T 606
Persanned Expenditures

2. Balarja Barang dam Jaza 86 042 THR L2 530 553
Godds and Sandcss Cxpandifums

3. Badarja Modal DBS 285 481 Bl A0 272
Capifal Expendiures

C. PFEMBIAYAAN DAERAH SF3080 471 26 273 352
LOCAL GOVERNMENT FINANCING
JUMLAH/TOTAL # SOT A08 =0 £ THE 955 DR

"I APED ./ Regrom Bucked
1 Angks Esfimasi
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TABEL

REALISAS| PENERIMAAN FEMERINTAH HABUFATEN SLEMAN, PROVINS] DI YOG ¥ AKLARTA

MENURUT JENES PENERIMALM (riba rupiak), 2005-2014

TABLE “** ACTUAL RECEIPT OF REGENCY GOVERNMENT OF SLEMAN, DI YOSYAKARTA PROVINCE
BY RECEIPT ITEM [thousamd ruplahs), 2015-2018
Kabupabery Regency | Shervan
Jenis Pepsriroan -
= - 2015 2016 *)
1 Z 3

A. PENDAPATAN DAERAH 2 294 822 TH5 2 356 293 841
LOCAL GOVERMMENT REVENUES

1 F‘rrh:l'.q:ﬂmm Dasrah B3 130 &80 B14 410 554
Crigingl Local Govarnment Ravenues

1.1, Fajak Daemh 3137 Tes 357 300 000
Lewal Tamag

1.2, Refinus Dasrah 45 36 357 4T ZELETS
Lewal Ruafrbufians

1.3, Hasll Perusahasn Milk Daarah & Pengelclaan I 330 Sad 35 64T OO0
Kiskayaar Daerah yang Digisahkan
dcnims of Regronel Croeimiman! Corpovals and
Maragaman! of Separaled Reg. Govemmment Waalth

14, Laindain PAD yang Sah 160 575 381 182 179 619
Cifier Oriinal Local oy, Revanues

2. [wara Permbangan 1080 162 445 1519 169 465
Balancad Budpal

2.1. Bagi Hasi Pajsk 37 574 825 B 742 305
Ty Shae

22 Bagi Hasi Bukan Pajak/Sumiber Daya Alam 707 112 1080 §12
My Tie SharMaa) Resowoss

23, Dara Alokesi Ursum 884 410612 1014 310830
General AlCation Funds

24, Dana Alokasi Khusus 57 460 505 443025718
Special Alncalon Funds

3 Laindain Pandapatan yamg Sah 571 330 740 I Ti3TE:
Offier Lagal Revanues

B, PEMEBIAYASN DAERAH 530 436 040 154 476 387
LOCAL GOVERMMENT FINANCING
W TOTA 418 B0Y 1)

T APBL ./ Regional budger
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REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN, FROVINE] DI
YOSYAKARTA MENURUT JENKS PENGELUARAHN (ribu rupiah], 2045-2016

TaBEL
VABLE ™ ACTUAL EXPENDITURES OF RECENCY COVERNMENT DF SLEMAN, DI VOO YAKARTA
PROVINCE BY EXPEMDITURE ITEM thousand ruplshs|, J00 520748

Sleran

£ LR E
] ot sl 2015 6"

(1] ) (33

B, BELANJA TIDAK LANGSUNG 1298 17 5156 1424 737 048
INDIRECT EXFENDITURES

1. Belanja Pegawai 1003 804 723 1127 BE3 121
Personnel Expandives

2. Belanja Bunga 258 765 4 106 224
drierost Expenciiures

3. Belanja Subsidi a a
Subsides Evpandiuros

4. Belans Fibah 0913756 43 0 554
Gravy Expandures

5. Belanja Banbman Sosial 38 T8 Th2 23 B Bl
Socw) Aids Expandttures

Fi Frlangs g FHaxi d1 101 &y 41 178 HET
Sharing fund Expendilures

/. Heélaha Harhaan Keubanoan 153 FEa N 102 581 Wid
Firancial Aige Expardiures

8. Pengeluaran Tidsk Tesduga s 5076 870
Lingreoivied Expenoilures

B BELANJA LANGSUNG 1 0003 %54 405 1074 533 180
DIRECT EXPENDVTURES

1. Belanjs Pegawai 163 TT 708 165 421 284
Personns Expandiuras

2. Belanja Barang dan Jasa 135 433 872 567 908 583
Gooda and Sarvicea Experchunes

3 Belanjs Mods 420 TE2 82T HE MG M3
Capital Expendiures

. PEMBIAYAAN DAERAH 496 k55 855 12 Gisd 000
LOCAL GOVERNMENT FINANCIWG

— JUMLAHITOTAL PR T T F ¥

| APHD. Regonal budger
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KEUANGAN DAN HARGA

Kealisas! Pesdepeten Pemerntab Daersh menwett jesls

Iabed A Peanerimaan of Kahopaten Slarean. 2016
Takie Local Government Revenures by Tape af Acceptonce n
Sheman Regercy, 2016
M res Peneimaan bl Tar!
Knd o Income Fp ]
11 12
1. Pendapotan Ask Daesahy/Acin) Revenue 717151 196 024,57
A Pajk Daerah Tawes AT ETS 213 79 56
b. Retridus Dacrahy'Roceipr for Senvice &3217 104315
C. Hash Pongedolan Docrah yang Digkaddan Q203167475355
d. Lain &ein Pandagetan/Other Receyd E 227 34609 3
L d)uonmvnm

3 Bagl Haul Pajak & Non Pajprk/T ases Shore X Noo
e O weot3mssco

b Do Qlokard U/ Gesevod ANocation MQ% 1 014 110 630 000,00
. Dans Alokss Dy Soecal Allocation § 20785511400

[0, AN RS TS QM TN ‘0 DIIA LA
bASh ""’"""""’“""‘““" 3272210°8 115,23
3 Pmm!aum 2947513 79000
b. Dana Beg Bl Pco\ tan Pemda
Lenea | Pfqﬂ"s ax froe Other Lacd ME 04T I3 460,03
Gove mement ,
C Sanbymn clori Provers & Permeds Lavurgs 3 282 200 002,00
/ . Shonvep

d. Dana lonentif Daerah / Bagioncy ncendae Fund
w. Bartuan Kewsrgan Pemenntsh Pust ) Camten’

Govemment Sharing
. Dora Perrpesuaion can Ooonomid Kivss 5 000 000 000 00
B Pendapetan binaya

lumiah ) Tocal 1329 067 456 00 30

Sumber Badan Keuangon dan Aset Daesah
Source  : The Agerncy of Reglonal dssey
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TABEL
TABLE

REALISAE| FENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEMN/KOTA SELURLH FROVINS

2132

Kabupatan/ Regency | Bariul

0,1 YOGYAKARTA MENURLT JENIS PENERIMAAN {riba rupiah), 201032041
ACTUAL REVENUES OF REGENCYMUNICIPALITY GOVERNMENT THROUGHOUT
O POGYAHARTA BY REVINULS (TLMS (thousand rupiahs), 20170-2017

Jerig Panariraan
- 20490 20409 %
j1'| :‘E'l |'E|t

A, PEMDAFATAM DAERAH J#8 BEA G0 OO0 BET &30
LOCAL GOVERNMENT REVENUES

1. Pendapatan fsh Desmh &1 637 0eg {06 B85 124
Original Local Govemmand SRovenuns

1,1, Fajak Dearah 16 51 250 28 T=F A0
Local Taves

1.2, Fsiribusi Deerah 15 978 422 2 ASE 2RE
Looai Rednbuhons

1,3, Hasil Pensahaan Miik Daeran & Pengelalsan T az4 9337 T B45 004
Kekayaan Dasrabh yang D pisahoan
Mg af Fegione Gravarmmeal Comarsda ang
Mansgament of Seosreled Kog. Govermmant Weali

1.4, Lasindan PAD yang Sah 41 682 488 46 134 #25
Offver Ongna! Looad Gov. Revenues

5 Dana Panmbasgan B&E 574 56T TO7T 595 9097
Galanced Sudged

21. Bagi Hasi| Pajak S0 Baa 553 J2 B4 BEY
Tox Shore

42, Hagl I-IiﬂlquHu'Eurrbﬂ'mj'lhlﬂm 3 rha 137 32 B4 035
Man Tee ShamMalund Mesoroag

L3, D Alekssi Lsam ETISI2 337 825 350000
Gemeral Alocation Fung's

Z4, [Cana Alokcrs Khusus EO 555 800 4 58 400
Srecial Alocanan Funds

5 Laindain Pandagalan yaog Sah F1E 553 238 AE 328 518
Offrer Logal Mevenuas

B, PEME|AYAAN DAERAH g1 i3 833 16 335 945
LOCAL GOVERNMENT FINANCING

T JOMLAHITETAL 1047 510 824 817 204 bB4

APED / Koagianal bugeted
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TABEL
TABLE

REALISAE| FENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATENKOTA SELURUH PROYINSI

213,32

0 1 YOGYARART A MENURLUT JENIS PERGELUARAMN [ribu ruplaf], 2013011
ACTUAL EXFENDITURES OF REGENCYMUNICIPALITY GOVERNMENT THROUGHOUT

Ok YOSYAMARTA BY CXPENDITURLS ITEMS (thousand ropishs), 2010-2071

Kabupatan' Regendy Jariul Lanjurian/ Continsad
Jeria Paigeluaran : .
Expandiures ams 200 20117

1 2 i)
& BELANJA TIDAK LANGSURE TXE 4B4 518 BT 158 257

INDNRECT EXPENDITURES

. Belanjo Pegawa 40 523 LB hos 105 22

Poarsannal Erpanaiinns

& H-Inn]n Bungs &5 238 130 145
etarmal Evpanoifums

L, Belanja Subsid i {
Lpbmions Expendfuros

4, Belanja Hibah 17 038 154 10 E55 000
Gmant Expanailings

&, Aelanjas RanlysEn Sosial IFE12 Te2 33 ML FT5
Socm! Ajgs Expeniiures

. Balanja Bagi Hasi 176 308 2 O a2
ainsnng fund Expanoiiures

e Elul:n_|= Hanhman Kauangan a9 ThH| 535 A7 754 THE
Financa Avly Sxpanchfiams

# Pengeussan Todss Terchige 3 546 837 1 4% PR3
Linpredicied Expandiurms

B, EELANJA LAMESUNG 285 872 331 238 11 056
DIRECT EXPENDITURESR

", Balanjs Pagaws S0 BED 654 A% IT5 21
Hev=annol Exypsndsisps

Fa I':Iu-Iun_|:| Harang dan Jaza 12 T2 35T 5B G4 OHA
Gy aind Sendons Expanaihings

3, Balanja Mods] 133 40 280 Al 531 BET
Capilal Expenciuras

G, PEME|AYAAN DAERAM J5 553 Q7Y BEis 2
LOCAL SOMERNMENT FINANCING
JUMLAHITOTAL 1 04T 310 B34 017 B4 SR4

K

APED ¢ Ragianal bugefsd
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REAL|SAS| PENER|MAAN PEMER(|NTAH HABLUPATEN BANTUL, PROV|NS| D] YOGYAKARTA

TABREL 15,22 MENLURUT JEN|S PENERIMAAN [rbu rupish), 20112012
TABLE ACTUAL REVERUVES OF REGENCY GOVERNMWENT OF BANTUL, IV YOGYAKARTA
FROVINCE BY REVENUES ITEMS (thowsand rupiahs), 2011-2012
Kabupatand Resancy | Banl
Janis Femarimaan
Rsvenuns fems 2011 202 ¥
1 41

&,  PENOARATAM DAFRAH 1180 547 112 4185 345 041
LOCAL GOVERNMENT REVENUES

1, Pendopatan As|i Daerah 128 8345 456 121 543 gez
Cngina! L ose Gavammant Rewmaes

1.1, Pajasx Daaras 35 DR 602 2080 347
Local Taxos

1.2, Relrbuzi Ds=ah 17 Tab 604 21 512 g2
Local Hembodions

1,3, Hasl Perusahaan Mijk Dacrah & Pangelclaan ¥ 290930 § il eed
Kexayaan Daerah yarg Dipsakkan
meamae off Ragianal Govammant Carpavaia and
Iarapernan! of Sepavated Ray Govemmerd laallh

1.4, Lain-ain A0 yvarg Sah B8 F58 330 G0 237 28
Cthar Oripinai Local Gov. Rovenuas

3,  Dama Perimbangar 77 123 350 B5R 175 053
Aalgneed Buggal

&1, Bagi Hasl Pajsk 49 241 738 X2 B8 581
Tax Stavm

2,2, BagiHas| Bukan Pajax'Sumber Daya Alarn 4 301 &84 4 212 487
Mo Tax Sharedfafival Hasauroes

&3 Dara Alokass Lnum B2 DE B2Y TEE 034 584
Ganprs Alppalion Fumds

2.4, Dara Alokas Khusus A5 819 200 63 281 450
Epocial Aboation Fundls

4, Lai-lain Pasvdapatan yang Sah 334 SET £06 <05 5TE 1ET
Cihar Lags! Ravanuas

B, FPEMBIAYAAN DAERAH 35 107 74T 16 900 815
LOCAL GOVERNMMENT FiNANCING
UM LAH TOTAL 1295 k54 859 1 218 245 §7Y

} APALD/ Regional bugaing
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TABEL
TABLE

REAL|SAS| PENGELUARAN FEMER|NTAK HARUFATEN BANTUL, PROV|NS| O]

YOGYAKARTA MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu ruplab), 2011=3013
ACTUAL EXPENDITURES OF REGENCY GOVERNMENT OF BANTUL, IV YOGYAKARTA

15b,2

FROVINCE BY EXFENDNTURES ITEMS [frorsand ruplafes), Z011-200.2

“abupalan’ Resancy © Banful

Janis Feregalaan

i e
Expanciiumas [fems = “nzl
(1] 12} [}

A&, BELAKJA TIDAK LANGSUNG AT 126 403 S50 300 449
INDIRECT EXPENINTURES

1, Elr:laﬂla. “egaail o R B 223 ed
Farsorng Expaimiiiures

& F:-nl.r._.:. TR 51 507 120 945
Irifers! Expancdiies

3 Balaa Subsidi i i
Subsidlas Crpondiures

£, Balamja Hibah 21 BER THI 19 704 32
Crrarmd Expaediioans

5, Balaa Barhian Sosal 36 188 123 8 FTH D
Bocks Aldy Expendiivres

b Bolaya S anl 1B 2rn 1 83ab B
whanmg fund Expendsiras

T, Balanja Bariuan Keuangan i 445 5l 43478 1T
Financial At Expandiduings

i, Pangaluaran Tidak Terdugs 1 0EsE 315 3550 354
Uripvadholed Expandiiures

B, BELANJA LANGSUNG 334 THE 050 T T2 157
WRECT EXFENDITURES

1, Bulaa Peguani 83 518010 61 283 526
Parsorms’ Expanciiuneas

2, Bajarya Barang dan Jasa 187 822 070 129 364 0k
Gangs and Sarwoos Expeatiegs

3, Balarja Modal 113417 030 1F7 003 63&
CapnTal Expanailives

G, PEMDBLAY Ak Dol FAN Gl T6E BOT 14 275 21
LOCAL OOVERNMENT FINANTING
JUMLAH!TOTAL 1 35 &54 A5G 1112 245 877

APBL S Ragions! bogaled
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TAREL 15,n2 WEMURUT JEMIS PENERIMAAN (ribu ruplah), 20122013
ACTUAL RECEIPT OF REGENCY GOVERNMENT OF BANTUL, DI YOGYAKARTA PROVINCE

BY RECEIPT ITEMS (ihowsand ruplafs), 30712-3013

TABLE

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL, PROVINSI DI YOGYAKARTA

Habupatan' Regency | Banhl

Janis Ferwiimaan
Rvnun s a2 2013 %)
1 51

#,  PENDAPATAN DAFRAH 1337570 TIS 133773 8N
LOCAL GOVERNMENT REVENUES

1. Pandopatan Asli Daerah 166 &37 TR 170 o0& 11
Cinghaa! Loesd Gavammon! Risaaiaes

1,4, Pajgs Daana® &% TaH 353 50 047 000
Local Tazns

1 Ratrkumi Desak 2 a5 004 24 588 ZLF
Loca! Romitotioms

1,3, Hasl| Perusahaan Mijk Dacrah & Pangelclaan B1Ed 262 9015 BES
Kaxayaan Daerah yarg Dipsahkan
ncama of Ragiaaal Gessammant Sofpirala and
Faragernan! of Sepavaled Reg Govemmmend Waallh

1, Lain-lain PAD yvang Sah o G50 064 Ff 362 0es
Gthar Oviginal Local Gow. Rlavenuos

2, Dana Perimbangan ARS 352 411 ¥23 5A2 BET
Aalanced Ruigal

&%, Bagi Hasl Pajss a9 &4 Ta1 1% Tag 561
Fax Sham

2,2, BagiHas| Bukan Pajaw'Sumber Daya Alam 4171 HHE 2 28 TeT
fio Tax ShamdNalom! Hesaumees

23, Dana Alekas Lsnum TES 034 5R4 BS54 BT E3A
Fanars Alpcalion Furds

24, Dana Mlokas! Klusus B3 &1 450 4T 106 #a0
Epocial Alacation Fundls

1,  Lainlain Pendapatar yang Sah 2% B 536 w44 147 833
Cithar Laag! Revenuss

B, PEMB|AYAAN DAERAH G2 €85 603 42 G20 0G0
LOGAL GOVERNMENT FINANCING
JUR LA TOTAL 1 400 25T 264 1 360 551 471

% APADS Regona’ bugaind



TAREL
TABLE

REALISAS] PENGELUARAN PEMERINTAH KABUFATEN BANTUL, PROVINSI DI
YOOYAKARTA MENURUT JEM|S PENGELUVARAN [rllsu ruplah], 361 3=2013
ACTUSL EXPESNDITURES OF REGENCY SOVERNMENT OF BANTUL, N YOG VARARTA

15b,2

FROVNCE BY EXPENDITURES ITEMS (Ihavsend ruplafks], 307233013

Labnipatan’ Regency | Eianiul

Janis Feregalaanan

Expandifures Hama 2012 2187
1] (2} i

A, RELAMJA TIDAK LANGRUNG AAS 4T1 127 20 534 99
INDIRECT EXPENINTURES

1. H-nla'lla Segmail B &M 802 B16 45 EED
Farsomnme Expamiunes

2, Balaria Sunga 37 873 51 E07
Irferme! Expavcitosng

3 Balaya Subsidi { h]
Subsides Cxponodures

£, EI-I:||.'I'|IE. Hibah 14 252 4495 28 £558 0
G Expandiiams

5, Balaga Basiian Sossal E &85 376 24 651 &0
Bocks' Alds Expendiures

£, Bolaya Bag basi] 1543 182 1 af JE
Ehanng fund Expendiuros

T, 3-|:||i"|..=|. Bariuan Kauangamn 43 75 230 I8 338 B
Financial Ajgs Expanaiing

B, Pangaluaran Tidak Terduga 210218 2101 335
Urpredicded Expanoiwes

B, BEL&NJA LANGSUMNG J9€ 0T 266 414 649 42
WRECT EXPENDITURES

1, Balava Pegaaai TS 48R 327 4 BA6 324
Parsprmos! Expanciiumes

2, Bolarga Barang can Jasa TR M2 156 S0 gHG 45
(Foogs ang Sarvoos Expendioms

i E-ﬁh-'l_ﬂ. Wada| 140 108 753 145 7A6 7=
ol Exrpandiluns

£, PLMIBIAY AAKN DAL HAH 197 38 805 28 17T 2N
LOCAL GOVERNMENT FiNANTING
JUMLAH!TOTAL 1 401 257 264 1380 351 3™

APBL S Reglons togated
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REALIIEAS) PENERIMAAN PEMERINTAM KABUPATEN BANTUL, FROVINSI DI YOGYARKARTA

TABEL ., MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah], 2013-2014
T ACTUML RECEIPT OF REGENCY GOVERNMENT OF BANTLAL, Di YOGYAKARTA PROVINGE

8Y RECEIPT (TEMS (thousand nipiahs), 2013-2014

—Habupaten) Rogency  Bark

Jeria Pan edinmean
Reanras e

2013

2014 %}

il 2 Kl

&,  PEMDAFATAN DAERAH 1 530 302 60& 1 BET A5 A5E
LOGCAL GOWVERNMENT REVENLES

1. Pendapaian Asi Daerah 24 197 864 265 120 25
Origénad Local Govamman Ravenuas

1.1, Pajak Caadmh IR ME Tl B4E 300
Locs TRRE

1.2, Fetribusi Dasrsh 27 118 206 207257449
Loca! Retabutians

1.3, Hasil Perusshaan WMk Daerah 4 Peag elolaan 9508 076 9 0% e
Kakayaan Dasrah wang CVplEahian
MM af Megiona! Rove el Comparsds snf
Manggemend oF Sanaraied Reg, Govarynanl Preaith

14. Landan PAD yang Sah 104 547 404 LLARELE
Orfkey Cinginal Loca’ Gov. Reverues

2 Dang Pedmbargan S A2 0T 1 42 480 200
Falarced Gockp!

21. Bagi Hasil Pajak &1 &55 243 27 74T 143
Tax Shamre

232 Bag Hasll Buknn FaakiSumbsr Daya Alam 4 B2 331 4 555 202
Mon Tax SharagMlalirs Rescismas

23, Dana Akkasi Lmam 54 E10 834 D 352 188
Genanl Sacation Funds

24, Dana Akkas Knusus 47 196 HAD &l 4 3o
Sipecial Alocanon Funds

3 Landan Pencapstan vang Sah ETEI2 Thd 360 3687 B4
Orbev Legal Revenuss

B PEMBIAYAAN DAERAH T ETI T4 BE G40 830
LOCAL GOVERNMENT FINANCING
JUMLAHITOTAL 1 &3 176 420 1706 676 338

"I APSD/ Regvania hugpstad

158



REALIEASI PFENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL, PROYINSI DI
TABEL .., . YOGYAKARTA MENURUT JENIS FENGELUARAN [ribu rnupiah), 201 3-3014

ACTUAL EXPFEMDNTURES OF REGENCY GOVEANMENT OF BANTLL, OV YOG YAKARTA
FROVINCE BY EXPENDITURES ITEMS (thousand ripgistsl, 2073-20714

Kabupatan! Regency  ~ Banbul

JeriE Pan geluaran

2013

2014 =}

Expandiias ieums
T

—_—

#,. BELAMIL TIDAK LANGSLNG HME 5013 1035 233 497
ININRECT EXFENDITURES

1. Bedanja Pegawa BE2 12T A18 958 421 13
Porsonne Expaniivas

< Halanja Bunga 24052 10 500
dtaresl Sxpanciuras

3 Belanjo Subssdh 0 (]
Subsdias Evpendfuems

4. Hedan|a Hibah 14 007 245 5 952 Td4
Gt Expamidlnes

5 Halanja Banhean Soaial 15 TTR 200 11 583 475
Seahal s Ewpenoures

E Balanja Bagi Haei 0 0
Sianng find Expendiiumes

T Bealanja Banhsan Kauiangan 143 402 5 230 75
Fruancis' didy Expanciuras

& Pengsiussan Tidak Tenduga 175 TR0 7115 Te0
Linpradicied Cxpercifuras

B. BELAMIA LAMGEEUNG 4™ 503 253 639 103 €540
OIRECT EXPERTNTURES

1. Belanja Pegawas B G6E 088 123 625 083
Parsonng! Expandieyes

Z Belanja Barang dan Jass 153 264 230 £85 500 848
ool and Sanvicss Expanoings

3 Belanja Modal 153 60 840 280 BET 754
Capdal Expandiures

C. PEMEIAYAAN DAERAH 43 45T 249 2 349 331
LOCAL QOVERNMWENT FINAMCING
JUMLAHITOTAL 1 &5 176 420 1776 676 )8

| APBD/Regonal bugeted
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REALISASI PENERIMALKN PEMERINTAH KABUFATEN BANTUL, PROVINS DI YOG YARARTA

TABEL 15.4.3 MENURUT JENIS PENERIMAAM [ribu ruplah), 20147015
TABLE 7" ACTUAL RECEWPT OF REGENCY GOVERNMENT OF BANTUL, DV YOG YAKARTA PROVINCE
BY RECEIPT ITEM 1housand ruplafsl, 3074-2015
Ka n : Bl
AanE FenaraTiaan
! 15*
- i 2044 5 "}
ﬂ :!: |.1]
B, PEMDAPATAM DAERAH 1813947 143 1 B5T 093 631
LOCAL GOVERNMENT REVENUES
1. Pesdapalan Ask Dasrah 57 811 064 312 410914
Cvipina Local Govemmend Ravanues
11, P'qﬂk D-ﬂnh | EE-E 471 A5 40 14H]
Laca! Taveg
1.2. Rabibuai Deerah 26 004 714 28 774 227
Local Ratnbufians
1.3, Has=l Penusahaan Miik Daerah & Pengelolaan 12 G4 16 Ods 614
Kasnynan Daarsh yang Dipsahkan

Incoma of Meghona Govannmens Comporala and
Managemanl of Saparaled fag Gavemmen! Waalh

14, Lan.lsn PAD e Sah 210 204 497 104 50% 84
Ceber Oninal Local Gov. Bevenues

2. Dana Perimbangan 1 0386 632 BRS 1037 B89 455
Balanced Budpal

2.1, Bag Hasil Pagak 21 545 s)g 20 &19 509
Tax Share

2.2, Bag Hagil Bukan PapscSumdes Dava Alam 40920 535 5 0ag 150
MNon Tax Fharsbalurs’ Resonpas

2.8, Dana Alokasi Ureem a4 262 188 2 380 w27
(reneral Alocation Funos

24, Dana Alokasi Khisus &Gl 914 270 B 102 870
Fpecial Alocatan Funa's

3. Larelan Pandapalan yarg S8 419 873 181 504 879 22
Cxiber Logad Revenuas

B, FPEMEBIAYALN DAERAH 3163 FM 148 713 #61
LOCAL GOVERNMENT FINANCING
JUMLAHITOTAL Fo27 080414 2008 811 #62

| APED/Regional budget
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REAL|SAS| PENGELUARAN PEMERINTAH HABLPATEN BANTUL, PROYING DI

TABEL 15.b.3 YOOYAKARTA MENURUT JEMIS PENGELUARAMN [ribu rupiah), 20143015
ACTUAL EXFENDITURES OF REGENCY GOVERNMMENT OF BANTUL, Of YOG YAKARTA
PROVINGE BY EXPENDYVTURE {TEW (thoveand ruplafs|, 20142015
Ka n : Bl
Jans Pengaluaran o
Expandiures ifams 204 215 =)
[ :'!': |1]
&, EELANJA TIDWH LANGEUNG 9TH 4831 3139 1230811 E12
INIYRECT EXFPEMDITURES
1. Baarg Pegawai S0 30 gas 1 043 S5 €76
Parsonned Expandilures
2 Balanja Burga 1032 0
Intarest Ecpamdfuras
3 Balaria Subsidi 1] L
Suhesgies Evpandiivies
4 Belonja Hbah T aTh TS 26 331 600
Granf Expandiures
5 Balgrja Banhian Sosal 11 739150 10 391 950
Facal Akls Expanaifumes
B Eanep Bory sl 0 11 177 433
Lhanng fund Erpendivres
T Belan|a Banhsan Keuangan 5021535 134 531 455
Financha' Aids Evpenadiiees
8 Pengeiuanan Tidak Terduga 34T 15d d (a4 FEB
Linpradicted Evperndioms
B. BELANJA LANGELUING 721 BET 3440 T30 399 OED
DIRECT EXPENDITURES
1. Balarja Pegawai 107 521 635 K3 796 712
Personned Evpandiures
+ Balarja Barang damlasa 3 93 M3 392 DOT iTE
Goady and Sanices Expanailures
31 Belarg Modal 04195 71 203 496 (a2
Capital Expendives
C. PEMBIAYAAN DAERAH 126 T29115 2t 691 000
LOCAL GOVERNMENT FINANCTNG
JUMLAHTOTAL & WET 080414 2005 811 &2
T APED/ Reguona budge?
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TABEL
TARLE ‘i

REALIZAS! FENERIMAAN PEMERINTAH HABUFATEN BANTUL, PROVINE DI YOG AKARTA

MENURLUT JENES PENERIMARMN (ribu rupiak], 2005-2018
BY RECEPT ITEM [thousamd ruplaha), 201520148
Eabupalen’ Ragancy Eiritul

ACTUAL RECEIFT OF REGENCY GOVERNWENT OF BANTUL, DI YOG YAKARTA PROVINCE

Jepis Pepariraan -
R - 2015 216 *)
1 F i)

A,  PENDAPATAN DAERAH 1 951 23 237 & 07T B45 142
LOCAL GOVERNMENT REVENUES

1 Fancapatan Ak Dasrah 200 52 4T 39 die Ta0
Drignng! Local Gararnyend Raveviies

1.1, Fajak Daemh 1237557 154 10d B 10
Liacal Taxag

1.2, FRerious Dasrah - T s Fa R Ft
Lacal Rafnbufians

1.3, Hasll Perusahaan Kilk Dearah & Pengelclaan 18 37 740 12314 676
Kekayasr Daerah yang Digesahkan
Income o Regionel Govemman! Corpoata and
anagainan of Saparaled Reg. Govamment Waeallh

14, Laindain PAD yang Sah TR AT 125 JUE B A
Offer Onigrina! Local Goy. Rievanues

2. O Perrnbangan 1049 342 461 1 152 S&E 359
Salancad Budaal

2.1. Bagi Hasi Pajak M EFESET &5 519 599
Ty S

2.2 Bag Hasi Bukan PaakSombs Daya Alam 5305 LS 4 517 535
M T Shasa i) R

23 Dana Alokas Lmim B4 &80 52T Qe 514 365
Ganara Alaosiion Funds

24 Dana Alokas Khusas T2 120 a5 119 457 0l
Spevia) Alnsalon Funds

3, Laindain Pandagatan yang Sah 518 756 754 575 583 g
Offier Laga' Revaniugd

B, FPEMBIAYALN DAERAH F98 501 B0 163 779 483
LOCAL SOVERNMENT FINANCING
J TOTA F 345 235 4T FFIRETEY 5T

"1 AFED S Reagimal buagar
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REALISAS! PENGELUARAN PEMERINTAH HABUFATEN BANTUL, PROVINGSI DI
TABEL ... . YOBYAKARTA MENURUT JENIS PENGELUARAM ribu rupiak], 245-2016
TABLE ACTUAL EXPENDITURES OF REGENCY GOVERNMENT OF BANTUL, DI YOG YAKARTA
PROVINGE BY EXPEMDITURE ITEM [thousand rupdahs), 20152078

Eabupaten' Regency  © Banlul

Jenis Pepgaluaran -
F s 2015 2016 =)
1 F i)

A, BELANJA TIDAK LAHGSLUMNG 1178 353 &80 i 15 241 855
INDIRECT EXFENDITURES

1. Blanja Pegawval BEE 753 4=0 1117881 233
Poraennd’ Expandivieg

2. Balanja Burga o 0
idevadl Exparailices

3. Belanja Subsidi a n]
Sl Evpavicifures

4. Blanja HEah 43 433 847 13 035 930
Grav Expandilures

5. Belanja Banhssn Sosial 17 453 300 5808 550
Social Aids Expanailiiad

B, Bolanja B0 Hasi 11977423 17 BBy TE
Siearing foad Expan ol

{. Helans Hanhan Faisngan EF s M 18 31 5FF
Fiancil Ains Evpanchiunss

4. Pengeluaran Tedak Tesduga &18 071 15 B30 20E
Lingvenicied Expanoilires

B. BELANJ& LANGELRG T5d 412 805 81 452 &R
DIRECT EXFENDNTURES

1. Belanja Pegaal 45 40 eaT 55858 3TS
Parsora Expandioras

Z. Belanja Barang dan Jasa IM1a0 T dE3S B 17 655
Gooas and Sanvices Experdiiuns

3. Belanja Modal I3 30 3RS 133 BET BdS
Canisl Evpandifuras

iC. PEMBIAYAAM DAERAH e 5F8 552 3 TA0 0D
LOCAL GOVERMMENT FINANCING
JUMLAHI TOTAL 7 748 575 04T Z A7 374 6

T AFED S Repiodval budgal
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9.1, KEUANGAN DAERAN

REGIONAL FINANCE
Tabel Rea|sasi Pertcimasn Daerah Manurut Jenva Penerimaan dl
v 541 Kabupaten Bantu| [rupiah), 20152016
Realzaton of Income of Regional Fnance &t Bantu! Regency,
2016-201¢ | Rp)
Jorls Penarimaen ! Mo of income 2018 2014
n % 3
A~ PENGAPATANTIWCOME ASTALIIBTIE 2000504 196,554
1. Pandapatan Asl Dasrah (PAD) | Acluw 190,434 ABZ,073 434,454,703, 748
. ',‘:L""“‘ Dosriss / Reogronal DASTIAATIE  1INET4TAR 165
I ~co oo i ason o RAOM2I4 26695035434
o Mow|Pergaklrar Kekapan
Dosrah yarg Dipsaten / Reguone! 10 379,740 30 1,000,265, 508
Menofwiue arest
4 Landah Perdapatan Agl Dosrsh
g sl 206,047 200,657 223 256.600.141
Obhery Actua Hegone' Selenoe
o Heg | Paeks
fProlts Fl Son of Tax Recelpts AT 18,612,658 8a7
& o | Bukan
%n Posien dmn Hocepts AN A9 425,557,041
¢ Dove Alkas Untam | Ganevsl
Aot RAag MAN0ATON  SHRNGIGN000
¢, Dwns Ashaw K | Spec
Al Aud TANH00N0  IRINLE5E
o Dwe Alstas Krumus (Non Fiok) )
WM Foxd (ren 99?."7.“1.1”
3. Laledain Pandapatan Casrah
' n yang
San/ ' 918,756 243,558 204,520,638 448
6. Pentipalin Hbal 5.474,500,820 R14RTINE0
B, Hag rics| Pagak e Propre dan
o i Dwarah Lok LTRSS H40.158 137107, 204,05
BSOS O S Y WAISMA00 137,130,004, 048
4. Dove Danrat
> At
- SR AR SUY VO WIWI000  2.307.600.000

iy perrinien Jeersh leneya

% Dona Tunangon Xepard daan

Sumter  Pemerirteh Oeecsh Katupatun Banty
Souce . The Governmeny of Sertlsd Negency
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Lanjutar Tabel  Continuad Tadie - 9,1,1

Uralan [ Descrption

A8

016

()

il

(®

B BELANJA/ EXPENDITURE

1, Selara Tidak
Langeunp st Expendiure

Selarja Peganis) Farmonee
Erpondures

Selatja Surgu ot
Exporvitures
el Hibah Graed
Expeniures

Sabja Sartuan Sosal’
Soow Assestance Grands

Expondures

Sehrjo Bag Hasdlerpach
Prapre s Xazupaten'o ¢an
Pertericieh Desal Frofts

'.mm’c‘a"‘m
1,178,500, 880,5 7%

DRI 055

AL0,151, 044

7450000

AR Ep PR A

137, 8655,724,105

598,010,838

TEND 1,295,520

ARAO1,£98 558
AIRRE RAR v

534.530,105.281

2NIRBARRTRET
TR 0,200,230

1.032.508. 302907

M,652,055,500

8267, 550,000

AR ENN0

185,354,155, 051

520,672,300

TEOGINGARTM
A4 BTH TAN 408
421,088, 340,47

284,020,522, 842
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Lamputan Tabe| ! Continved Taoke : 9,11

Ustlan ! Dezorption

S

2015

i

)

(%)

C,  PENBIAYAAN DAERAM INETTON
RECIONAL FUNOING (NETTO)

fo Panarimaae Pamborpsan
Dasras Fewnce! Necegts

& Saa Leb Perhilungan
Asggerar Desrsh Taun
Sebslumoyn’ SwrpbaCedct
fom Be Mremous Yeer's

e

2, Menge)usares Pembiagsan
Qeern® Foarow Expanddum

3. Pergeraan Medal (lworas)
Perroirtan Dasrahy
vestvend of Loow'
Lovanmen!

b,  Parmbiyoen Pohox
ULy Mexy Croclt Payroef

& Perrberan Pryaman
Danral Locw' Lows

d.  Dwns Berguly
Rowhey Fund

553 Lolbih Parhitunges Anggaran
(SILPAY SurphunOulct Budge

#55,108,305,#0

208,800 200 310

243410550500

25,02,000,°0

7.803.500.000

M0, 18

MNIA TN

DL ITIA T

8004051058

08010000

14,045,000,000

£.707.000.000

WMHLNEEN08

Sumser : Pemarinteh Deessh Kxoupsten Banty

Soure | e Governvmary of Serdls Megency
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HABUPATEN BANTUL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2010
Audited
r = ¥ T Anggares Rea'sasi | Realisasi
A f Car! | ~
i d ! TA 2918 (Rg) ) TA2010(Rp) | TA 2008 (Rp)
PEMOAS £ T AN | $11 | S52648T7262614 |  $36.566.902 36307 | ma 552 145 788.429.75
PEMOAPATAN ASLI DACRAM 1 2 | D5015027 964.55] o | B1.837.099.293.071| vun] 32.691.362.690.38
|Fmae Dowrar | | 3o } 16 £7% 578 000 .00 | 1654124995500 Y 14 108 451 478.93
|Partrss. Coersn : | 1% 14 714 155 244 00 1£.876 422 09700 | -onse 53 205 351 44500
[e5s Ourgeivins. Cakayssr Desrsr | 1o 7424 770 204 56 7424932057.58] | wom 7512838 194 82
(e, PAT, | 1o 50 156 523 516 00 4189249518349 | mom 3 38e 121 571.57
3 i | |
[PENOAPATAN TRANSFER 2 857 515 506 295,84 wom | 865.664.692070.00|= "~ senxe 755 798 547.739,37
Transter Pemerioteoh Pusat - Dana | | | !
_67TE.556.T wios | 668.483.989.539,37
L B ‘ znl 621.317 264.969,00 623.676.5566.702,00 |
\Dena Beg e Paan 12214 43 703 581 544 00 50 844 532 634 20 | vl £4 254 423902 .37
I:&’-l ’&g".‘lu Cawingr B ege 23 ‘_‘; 3 535 S48 42500 3754 13700800 ‘ 208 18 | 97.422 837,00
Owna Aiceas: \Jmum 233 573.512.337 000.00 573512 337 000 .00 | some 558 502 143.000.00
|Dans Ligess rmass 12 a) <) 60 555 500.000.00 50565 500.000.00 | oo 5% 535 000 000.00
! | { 1
Transter Pumerioton Paset- Lownnys | 2.5] | 144 04368760000, m 138.429.422.684,00] 20 £8.172.499.300,00
Cara P s 1 i >
,,_’;;n""" w2 s 2w7)| 5272258500000 i 43.521.335 034.00 | ses| 4217242930000
|D8ns Tunangan Pendigwan 1252 §1.320 012 600,001 | 58502037 600.00 2
§
| Transter Pemerintad Propinsi 2c 42 553 623.72T 24 | 42 558.702.674,00 0001 39.137.058.800,00
Perdagatan Bagy ~ashPa w 2.9 42 5573 822 727 84 | 42 558 702.674 OO 1000 | 39 137 058.900.00
1 1
[LAIN-LAIN PENCAPATAN (ANG SAH |3 35.715.111.000.00] 1o 35.565.111.000,00{ **™| s 37.655.878.000,00
|Pendapstan Hesh lay 17 153 480 000,00 17 169.480.000.00 1000 58.100.000.00
\Pencapstar Dara Carga i 0.00, 0.00 | 0.00
\Pencagatan Larnya { 3c 18 545 631 000.00 18 385531 000.00 5.5 | 37.581.778.000.00
i > |
[BELANIA 512 | 3.053.247.416.871,00 1.012.356.047.235,45 waz|  903.767.000.429,01
BELANJA OPERASI 1 $06.787.557.047,52) s 833.984.320.634,49|">| sr.ee 792.019.021.918,01
|Betarja Pegawa: 3 702 570 372.064.00 685.523.154.403.00 219 550.830 186.450.00
|Betarys Barsng dan oda S 122 770.033.533.82 114 323.4585.938.00 g1.02 118.719.879.088.00
| Betarya Bunga 1e 120.145.200.C0 65234 555.49 se30 | 78 962 221.01
\Belanga Subsasy | a 0.00 0.00 0.00
[Belarva Hoa ‘e 18.002.523 348.00 17.408.153.545.00 572 29.718.902.000.00
[Balana Bantuan Cosai| 19 | 33274 562 202.00 32512.761.782.00 s8.01 57.854 122.121,00
Belarys Bantuar Feuargar 19 30 043 320.700.00 25.751.529.C00.00] . 201 24.816.860.000.00
BELANJA MODAL 2 | 140.422.405.247,00] usm 423.249.280.474,00| 27 srr7 107.353.190.571,00
Belarna Tanah 23 127.200.000.00 97 053.000.00 7158 1.265 320.800.00
Belana Peraistan dan Besm 28) 18 957 032.513.00 16.752 448 584 00 [The) 15.897.162.231,00
Belama Gedung dan Bapgunar e 45 £52 245 524,00 43814 851.875.00 sass 43274 719.225.00
|Belanya Jaan ges aarﬁr;mv 24 | 45 095.051.240.00 44 570678.675.00 3384 44001 821.835.00
Betana Ase! letap (annya ze | 28.520 274.500,00 18.020.238.340.00 53.18 1.914 185 880.00
Belanga Asel l2nnya 28 | 0.00 0.00 0.00
BELANJA TAK TERDUGA 3 4.261.145.248,34| sem 3.346.936.800,00] *>~|  rass 331.958.640,00
Belanya Tak terduga e | 4 251 14524834 3 346 936.800.00 78.85 431 858 640.00
: i :
TRANSFER KE KAB/MDT/DESA | 4 | 1.776.309.327,24 1.776.309.327,00 100,00 3.952.829.300,00
Bag Has! Paak <) 1215 956.547.84] seann 1.215.956.547.00|““*| w000 3.351.925.800.00
'Bag: Hasd Retr>us: 4b) 560.352.780.00] s 560.352.780.001*] 10000 500.903.500.00
Surplus Defisi. {60.597.681.608,57) (25.489.944 872,42) (21.817.211.999,26)
Pembiayaan 513
PENERIMAAN D 1 61.043.922.609,57 61.043.922.609,57 100.00 84.776.365.285,09
B an SILPA | 61043 922 809.57 61.043.922 609,57 10000 84.776.365.285.03:
|Fengguna
Pencawan dana Cadangdn I 0.00 0,00 0,00
Penjualan Kekayaan daafah yang
: “ T’ i 0.00 0,00 0.00
Penenimaan Pinjaman %-;an ! 0.00. 0.00 0.00
Penerimaan pemberian aman | 0.00 0,00 0.00
Penerimaan Putang Da{ah | 0.00 0.00 0.00

167



T ———
!
i
|
Anggaran ﬁnlbnl ~ Realisasi
TA 2010 (Rp) TA 2010 (Rp) TA 2009 (Rp)
446.231.000,00] +o 446,230 676,26 00 2116.230.676
0,00 .0 0
251 000 e 600 000, 100,06 2.000 000,060 00|
115 231 000,00] mars. 116 230 676,26 100,00 116 230 676.26
50 000.000,00 000 000,00 0,00
60.507.691,009,67 0,607,691 933,31 100,00 B7.661 134 608,83
0,00 35.107.747,060,80 §1.043.027 609,67

Bantul, Mel, 2011
./’_ !Qm Bayitul
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FABURATEN BANTUL
PAPORAN REALISAB] ANGAARAN
W\M TAWUN VANG BERARHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2011 DA 2010
Audidei
. e ~vape- .“m_‘ atan  Redlsasi s Healmast
FRIEN P amvge || ameen || ™| e
SR ALLTSLALARE UL - !;!MLl!M!ML_mﬁ sl W8S8.876,843,363 07
115,321 40s, M!.l tems | V20PRASSATIAN T | el 81,637,099.293 07
B Apmmmgg ;egmm!mgﬂ, G TY (—
\TRL08A, 199,00 ALIPDe03 468001 | wnl 18878422087 00
LR VN ER am_... 1.2p0.#30,563 | s !
38,337 675,000 00 £8,1148.330, 388 18 sl 41.092.496 163 46,
4- — —— - - s ¢ W—— g
~ A DUBBR2AT8 1800 s | 1,014,001, 820,269 00 *M | e - 569,864,892,070 00,
F10,088,724,018.00] IATNE3 249860 00f | el  688,676,868,702.00
=t | dlemeeggeel L | §0844.60200¢.00
28,781, 324.800) 430148373700 T ] 3,784,137,008 00|
6283500000000 | 825 060 827,000 00| mm| 873,512,337 000 00,
48,825,400 000 b)) 148,818 200 000 00| mm| 80566 600000 00|
- - - —_— -~y
243,082,126,400 00 _ 243,734,830.400.00] wssil  138,429,422.694 00,
102,278,237 000 00| | 102,330 841,000 06| - - 5,004 00]
LY kwmsmlm_ﬂ 4BV 141,403,888.400 00 141,492,089.40000]  J. e
LR . e (L T [ Al | TR T TR M uamoareoooo
lmmz_&&&uim@ﬁ Jae | 83,123,828 000.00| _ &3,4404000000] - asw|  42.898,702,674 00
Pendapatan Bagt Hasi Pajak 2¢)1) 53,123 526.000.00 | 53.144,140,000 00 | wmse| 42,558 702 674 00
LAIN-LAIN FENDAPATAN YANG SA 3 | 42.82788,00000 2o | 3764873800000 "™ || 35568,111,00000
endspatantiah [ 134 e o000 [ L M- _17,169,480,000 00
Peidapaian Dana Dauial et 38 =" iy BN —
Paidapatan Lanya p—— ) 20832 086 m.) ou . 37,648,736 000 00| ren 18,395 631,000 00
mx:ﬁ::i:fs_\i  \181,038,877,218.64] | 1.181,086,852.327 87 ; | wnl 1012382283 723 48
(BELANJA OPERASI b ] V046,872,164,341.00| wass | 1,028,488,332,157.97] "7 o 833,984,320 634 49
Belaija Fegawal 1a) 785,761,354 461 00 787,117,440,099 0u we | 689,823 154 403 00
Belanja Barang dan Jasa | 1h) 157,624,633 260 00 151,824,010,095 00 i 114,323 486 938 00
Belanja Bunga 1.2) 120,145 200 00 ___3150891197] . __aw 85 234 548 4%
Balaia Supail 18 -]
Belaia tiban 1) 24,086,453,000.00 23,888,751,500,.00 o 17,408,153 845 00
\uai Sosi 16 38,260,953,900 00 36,188,122,552 00 oy 32,812,761,782 00
Belagja Bantuan Keuangan | | 1g) | 30 808,628 500 00 _30,446,501,900 00 e 29,751,529,000 00|
|
BELANJAMODAL | 2 138,798,238,781.00( 1o, 118,417,030,209.00| '“*™ wae | 123,249,280,474.00
|Belanja Tanah 2.a) 2,805,300,000 .00 _ 2,357 268,100 00 “m 91,053,000 00
Belanja Peralatan dan Mesis | | 2b) 18,943 640,046 00 14707.473.947.00] |  rres] 16,752,448 584 00|
Mﬁﬂgﬂ_ﬁgﬂwﬁgn 2.6) 48 674 8H5 125.00 47,8121 18,020 00 - 43814 881875 00,
Halanja Jalan, ligasi, dan Banggnan | 2.d) fi0,914,202,450.00 50,334,892,090 00 "o 44 570,678,675 00
letap lainya 2e) 17,568,211,160.00 4,205 278,052 00 pel| 18,020 238 340 00
Belanja Asel lainnya 2.1 : =
BELANJA TAK TERDUGA 3 3,661,395 407,64 0w 1,066,315,361 00| *** nu 3,346,936,800.00
ML 2661 308 407 64 1,066 315 361 00 2 3,348,836 800 00
TRANSF 4 1,908,774,600.00] o 10n 1,908,274,600.00) "% |, 1,776,309,327 00
[Hagl Hasil Pajak 4.a) 1,214,020,600 00| 0 um 1,214,029.600.00] '™ | 4w 1,215,956,547.00
fag| Hasil Retrbusi ab) 694,645,000 00| s 691,345,000 00 wis 560,352,780 00
d . T
|
I s
|
1
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st ~ Reallsasi
S .Y L[ 1.7 -
| (25,400,044,872.42)]

ol Angaaran
BN vaaen ||
(BN TNUETUN 1Y) | -

A o T | A S M O T
\ 38,107,747,060,68 38,107,747,060,80 woor | 81,043,022,800 67
SN0 el 36,107,747,080 80 100,00 61,043,022 600 57

-Aikﬂl 7 2N e ;,tj ‘; e - AN Ay TR

_a | susaaeenon ariszsoerezel | wu | 4ae200,676 26
 2a) 8,000,000,000 00 win 4,000,000,000 00 wul 281,000,000 00
2h) 118,231,000 00] vawy 116,230,676 26) waw)| 116,230,676 26
2¢) § g ! 60,000,000 00
| 28,982,516,060.89 30,992,616,384.63 vene| 60,697,091,033 31
T 0.00 69,683,076,489.07 | ss107,747,000.80
Bantul, 2012
().Bu‘pall Hantul Q
s sudga Widat
C gy Rugaiday
‘~ :\' -\‘
|
|
[
|
l
|
1
{
‘: 2
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PEMERINTAH KABUPATEN BANTUH‘

LAPORAN REALIBASI ANGGARAN
UNTUK TAhUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 Desamber 2

$12 DAM 31 Desember 2011

171

Audited
URAIAN caLk| Anugaran Perubahan |  fealigasi e Paalisasi |
TA 2012 (Rp) Ll raseiaingl | A 2011 (Fp)
PENDAPATAN 511 | 1,302.131,101,144,47 1.007,670,726.362,56| | 1.180.647112.492,41
PENDAPATAN ASLI DAERAH 1. 141.624,239,103,47| soan | 100.607,770.020,88] " | 0| 128,098,456 179,41
Pajak Daerah 1.4a) 39 022 684 500,00 51.760,362.231,50 10t 36 066 591 176,450
Retribusi Daerah 1b) 19021907 20000 [ | 20,608,000 751,00 e 17798 6073 AGH ()
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daprah | 1 c) 8183066062502 | _B1B4,263 102,01 w001 1.290.930 553,15
Lain-lain PAD 1d) 73695007 47756 | 86 050 063 944 06 114,16 68 138 33 386,16
[PENDAPATAN TRANSFER 2 1.141.742.834.111,00| warw | 1.166.636,427 364,000 “7* | | 1014001920259 00
Transfer Pemerintah Pusat - Dana P 2.a) 0878.391.333.111,00 B06,362,411.354,00 10019 117.123.249 869,00
Dana Bagi Hasil Pajak 2a)1) 42 D62 842 513,00 49 864,791.011,00 Al DAY 139 122,00
Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajd2 a) 2) 4 212.456 598,00 4.171,566.343,00| s 4501483 737,00
Dana Alokasi Umum 22a)3) 768,034 584 000,00 768,034,664 000,00 | B25.080 871 000,50
Dana Alokasi khusus 2a)4) 63 281 450 000 00 63281 450 000,00| Vo 4y A5 919 200 000 A4
Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya 2.b) 205.719.691.000,00 205.719.691.000,00| o | 2A%,734.530.400 00|
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khus(2 b) 1) 0,00 B 0,00 L. o 107 370 641 OO0 OO
F?"&‘L‘m 2b)2)| 205719681 000,00 206719601 000,00] | wem| 141 40 Be5 400 00|
ainnya
(Transfer Pemerintah Propinsi 2.c) 57.631.810.000,00 64.463.325.000,00 1148 £3.144.140 mm,mj
Pendapatan Bagi Hasil Pajak 2.0). 57.631 810 000,00 64 463 32500000] | e 53 144 140 000 10|
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAl 3 | 18.764.027.930,00| oo 15.437.520.000,00] "' | ., 37 648,735 000,00,
Pendapatan Hibah 3a 5.000 000 000,00 ' S st
Pendapatan Dana Darurat 3b 0,00 iy Sl
Pendapatan Lainnya 3.¢) 13764027930,00] | 15437520 000,00| o 37 648 796 000,00,
BELANJA 512 |  1.345.580.130.604,54 1.282.878.383.296,48] ¢ |  sum| 1.161.886.952.327,97
BELANJA OPERASI 1 1.186.871.734.104,00| waw | 1.140.612.229 886,48 " | .| 1029496 332 167,97
Belanja Pegawai 13 923 704 372 756,00 894 160,129 295,00 %80 — TB7 117 440 055 06|
Belanja Barang dan Jasa 1.b) 193 203,033 536,00 181.312.175.634,00 was| 151,824 010.095,00)
Belanja Bunga 1.c) 120 145.200,00 37.873 282,48 3182 51 508 911,97
Belanja Subsidi 1.d) 0,00 = S| ‘
Belanja Hibah 1.e) 15.348.373.200,00 14 952 495 000,00 5742 23.888 751.500,00)
Belanja Bantuan Sosial 16 10.525.137.912,00 6895 326 112,00 wsi| 36188 122.552,00]
Belanja Bantuan Keuangan 19) 43 970.671.500,00 43 254 230.563,00 _swar| 30448 501 000 00|
|BELANJA MODAL 2 150.021.337.483,00| o,19% 146.106.752.810,00] """ | 51|  119.417.030.209,00,
Belanja Tanah 2a) 2.267.000.000,00 1.723.046.790,00} e 2357 268 100,00]
Belanja Peralatan dan Mesin 2b) 32 883.581 238,00 30 384 563 920,00 __ne 14 707 473 9547 00}
Belanja Gedung dan Bangunan | 2.c) 36.714 800 920,00 36.129.061.430,00 s0.00 47812 118 620,00|
Belanja Jalan, Irigasi. dan Bangynan | 2.d) 64 417.189.465,00 63 581 718 620,00 win| 50334892060 00|
Belanja Aset tetap lainnya 2e) 13.738.765.860,00 8.288 362 050,00 ] 4 205 278 052.00)|
Belanja Aset lainnya 2.1 0,00 : - .
b

BELANJA TAK TERDUGA 3 6.837.876.417,54| os% 210,218.000,00| "** sa7 _ 1.066.315.361,00
Belanja Tak terduga 6.837.876.417,54 210.218.000,00 so7 _1.088.315.361,00,
TRANSFER KE KAB/KOTA/DESA 4 1.949.182.500,00| o.s0% 1.949.182.600,00 """ | 00 1.906.274.600,00
Bagi Hasil Pajak 4.a) 1.261.463.600,00| s223% 1.201,463.600,00| *"*** 199,09 _1.214.929 600,00
Bagi Hasil Retribusi 4.b) 747.719.000,00] _srers 747.719.000,00] *™** | wem| 69134500000



AR . [ " Anagsran Rerihahan

j -,_.0“""‘“_ A ""“‘_ T4 2012 (ip)
SuplvaRemy | (43 840 020 460,07)f
Elmhlqu 1R ;
timmuwm | 02.216.040 830,07
Faiuunnas) SILPA 4 60 684 670 468,.07|
Pansalian and Cadangan i (NI

slamigll yarg dispiaalihag 0.00

[ Frieimasn Pliaman daugah | : 1,00
PRiginasn penbensn b 000
Prisinyiaan baibal daing beigdy £.607 244 400,00(
PENGELUARAN DAERAI 3 10067 081.379,00
Pembeniuhan Dana Cadengan |
Paivaiiaan (lvestas) Pemda 44 18,664 000 37,00
Pambayaian Pohek Hulang an) 116 241 000,00
Fambenan Pugaman _dg) s
Pamblavesn Neta | 43 648,029 460,07
S18A LEBI FERNTUNGAN agifm P Bt 000

goof

0,00

T Resligasl

_TA201B (Rp)

54,602 442 006,00

02006662 399 49

60 601049 143,07

‘ s

{

——
9,106,613 466,62
13.271.430.676,26

_1n !bﬂ Q00 060, l)()

- 82

114 230 676,26

e

' 'Jg.fi. 11§§ 1.723,63

-

!.!J' (=

172

-~

189:1¢

12008 ;

100!

19049

i

Rnalmiol :
TA 2011 (Rp)

28661 160 104,44

6.107.747.060,80
36 107 747 beo Be

4.116,230.676,26
4 000 000 600,00
116 230 616,26
30.992 616.984,63

9.663 676 489,07




Selisih Lebih Pembiayaan A%anm Tahun Berkenaan

173

BERTAMBAM |
(BERKURANG)
(Rp) ()
2 B 19 2 1)
'3 Tam 4303 130 1OV VAAAT | 1337 BT 728 JNI 84 | IS aimezazia 08
.
TAN ASLI DAERAM 141824 23% 103,47 144 597 TTE 02 56 20TASISRIR0R | 1761
1 Paphk Dascwn 39 922 484 800 00 St 768 352 231 S0 LY BA% @8 T 431 S0 mer
3 Nt Ouorsiy i 15 427 687 200,00 20 598 094 751 00 PR 1TY 58100 190
,mmmmvm s 123 089 e3¢ 32 2 184 261 132 00 N0 4TH 00 _
.
4 LawLae PAD 73895 897 477 6 059 081 944 05 12 384 16¢ 468 50 ta. e
P““*m 378391 333.111.00 938 352.411.354.00 696107824300 |  ore
1 Bagy Hasd Paak L Suvan Paak 4T 078296 111 00 54 008 37T 284 0 @8t 078 24200 14 ra
7 Dana Mckas U TE8 034 584 000 00 TES 004 884 000 00 .
3 Dara Aoeas: Wwsos &3 281 440 000,00 £3 281 450 000 00
LABLLADG PENDAPAT AN YANG SAH 282 115 528 .930.00 285 620 51800000 1,508 007 070,00 1,34
! Pancapatan tisen S 000 000.000,00 : (8000 000 000 00)| 100,00
2 Bag Hasd Paak o Prog Se—ca acya $7 831 810 000.00 64 463 12%.000.00 6831 51500000 11,85
3 Batuan Keuasrgan & #3u Permaa o 13 784 027 830,00 15 437 520 000 .00 167340207000 1215
4 Dara Perwssusan L usus E i
S Tursangen protes: guru 208 719 691 .000.00 205 719 821 000,00
B |BELANIA : 1.345 630.130.604.54 1.232878.383.20648 | (628501.747 308,06\ 468
BELANUA TIDAK LANGSUNG 921.563.602.128.54 885.971.127 287 48 (35,692 474 841.06) aar
! Betarga Pegawa ; 842912 21529900 218671 801 73000 (24 240 413 569.00) .87
7 Beiarga Bunga 120.145.200.00 37873282 48 @27101752) eaar
3 Setarys Subsan R .
:MW 15 348 373.200.00 14 952 495 000,00 (395 878 200.00) N2
Jaﬂsmw%t. 10525 137 91200 6 898 328 112,00, (3629 811 800.00) 34 48
Beara Bag Hasd Pe#Prop Pemnic
D R e Rachei—a 1,843 182 600,00 1,949 182 600,00
.,BnnpmwkodPﬂromem 3970671 222528
G0 P Somsatumes 0 671.500,00 43252 230 563,00 (716,440 957.00) ‘62
8 Beiarya Tidak Terduga S837875 417,54 210 2138.000.00 (6.627 658 417 ,54) o6 02
BELAMNJA LANGSUNG 424.015.528.476.00 396.907.256.009,00 (27.109.272 467,00) 6,39
1 Befanja Pegawai | 80.792 157 457,00 75.488 327 565,00 (5303 829 §92,00) 6.56
2a~?m-guanmt 733 203 033 538,00 181312 175.634,00 (11890 857 902.00) 815
3 Belanja Modal 150.021.337.483,00 140 106.752 810,00 (9914 584 673.00) 6 60
Surphus (Defisa) (43.549.029.460,07) 54.692.342.086,08 98 241.371.546,15 | _ 225,58
C |PEMBIAYAAN
PENERIMAAN DAERAH €2 216 920 839,07 62 686 562 399,89 469 641 560 82 0.7%
1 Sisa Lebih Perhitungan Th lalu 55 653 576.489,07 59.581 049 14307 (72 627 346,00) 0.12
2 Transfer ke Dana Cacangan - - -
2 Penerimaan Piutang 2.563 244 350,00 3105 513 256 82 542 268 906,82 2115
3 Penerimaan Pinjaman & asi L, - =
4 Penjualan aset daerah yg Jipi n - -
PENGELUARAN DAERAH 18 667 391.379,00 13.271.230 676,26 (5.396 660.702.74) 28 90
1 Transfer D2na Cadangan - - g 3
2 Penyertaan Modal 18.552 680.379,00 13.156 000 000,00 (5396 660 379,00) 29,08
3 P«vbaymmrﬁnangi’okofygjmwmpo 115.231.000,00 115.230 676,26 (323.74) -
4 Pemberian Pinjaman Daerph - - .
SURPLUS (DEFISIT) PEMBE‘YMN 43.549.029.460,07 49.415.331.723,63 5.866.302.263.56 13,47
104.107.673.809,71 104.107.673.809,71
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PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL )
LAPORAN REALISAS] ANGGARAN

Audheg

,‘ URAIAN calx Anggesan | , Fvalisasl Banat
: i TA 2013 Rp) | . TA 2013 [Rp) TA T2 R |
PENDAPATAN 511 1.503 855,485 664 87 | 1.520.302635.8023%] wum 137 STRT2S IR S
_PENDAPATAN ASL] DAERAN fiadl 205.407.209.787.07 e | 224 157.854.33%,31] wm= 56 ST ITRODRSS
(Pamk Daerah 1a) 52 457 200 000,00 | S3232077 50020 == 31 TSR IS
Reribus Dassh ‘ 1h) | 25671 108 492 00 | 27495285 L35.00] = | MO\ TELO
_Hasil Pengeiciaan Kakayasn Dasrah | 12 | 238 0TEEST 0 SS080TTSESS S wmm 8 534353 222 01|
Laindam PAD ; id) | 108741 02952507 | | 704 321 282 728 95| we B OSN0SI L S
PENDAPATAN TRANSFER 2 1253228 03587780 max 1262 57494257900 e 1955535 457.355.00
Jransfer Pemerintah Pusat-Dana P, 22) | 338958 131.005.00 382432 077.341.00] e BE5.352 £91.354.00/
D=r2 Bag Hast Pajek i2 2) 1) 32 602 482 291.00 31555223 100,001 23954 727 071 00
:D2nz Sag Hasi Paisk dan Bigkan Paszz 2 ) 4 358 124 73400 2823 32024100] ~um £ TSI
Dans Aiokasi Umum ' 122) 3 854 51053200000 254510532 00000 wwm TS 032 532 00000,
fm“"‘"“"m'-‘ 123 &y £7.195 530.000.00! £7 925 330 000.00) wem 33291250 00000
Transfer Pemerintah Pusat: Lainnya_ 2b) 245 78> 575.000.00 | 245 782 §75.000.00] mee 225712551 00000
|Dana Penyesuaian dan Mionbry 1wtz o) 1) | | 200
{Dan2 Tuniangan Pendician | 25992 245 TR2 67800020 245 782 675.000.00] wam 205 792,531 000.00)
{lannva 0,00
{Transfer Pemcrintah Propigsi 22 72,478 228 872.50 77.2°9.389.230.00] s S2 253 325.000.00
Pendanatan Bag Hasll Paje 20).1 T2 47822887250 TT 22233223000 s 32 25332300000
| | |
[LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAl 3 40.223.220.006.00] e~ | 3353058892000 &= 45.£37.520.000.00
Pendapatan Hibah 3a 11 505.250.000.00 | £931.523.900.00 | o -
Pendapatan Dana Danrz 3z | | |
Pendapatan Lainnya 3c 22 523 240.000.00! | 28598 740.00000] = 13.437.520.000.00
1 ‘ | =
BELANJA | 512 1.570.158.051.924.38 |  14.3857.713.170.72007] == 282sTR SIS 4R
BELANJA OPERASI 1 1.345.198.833.881.00| ~ax |  120427352025458] wm= 1.120.612229.885.48
Belanja Pegawa: | 1a) |  1.080922 43482400 | 347095 205053.00] = 2529500
Belanja Barang dan Jasa 15 222 754 820.557.00 152170397305 08]  wme 23220
Belanja Bunga 1.9 240515022 an L 252 &3
Belanja Subsidi 1 1.d | ]
Belania Hibah ] <8 | 19.101.477.82000] =n» 14952 205 00020
Belanja Bantuan Sosial | if 13773.20000000] e SsS I
Belania Bantuan Keuangan | | 19 34 103.008.253.00] s L3232 23058300
| | |
BELANJA MODAL | 2 1 196.888.137.204,00 eaew | 183.259.840.475.05] san 140.106.752.310,00
Belanja Tanzh 23a) | 4 8382652 400,00} { 3.571.227.380.00] nw| 1.723048.720.0C
Belanja Peralatan dan 2b) | 35.784526.312.00) | 28204938852 00| um) 30334 333 320.0¢
Beiania Gedung dan 2q) | 41.415.647.503.00} | 20558 651.50581] wmm| 35.128.061.630.0¢
Belania Jalan, Irigasi, dan | 2d) 105.977.876.407.00) | 103788950222.18) s 33387 a0C
Belanja Aset tetap lainnya | 2¢) | 7.817.334.575.00! { 7.035.052 843 00| s 3283300
' |

Belanja Aset l2innya
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URAIAN iCaLK Anggaran Realisasi o Realisasi
TA 2013 (Rp) TA 2013 (Rp) TA 2012 (Rp)
1 |
[BELANUA TAK TERDUGA, 3 25.912.008.239,38( 1a3. 175.790.000,00| oo 210.218.000,01
'Nn‘a Tak terduga i 25912 008 239,38 176.790 000,00| oz 210.218.000,0¢
TRANSFER KE KAB/KOTA/DESA 4 2.069.182.600,00| o.00m% 0,00 1.949.182.600,0(
Bagi Hasil Pajak 4.a) 1201.463.600,00| rz.21% 0,00 1.201.463 600,0(
Hasil Retribusi ,[ 4.b) 867.715.000,00| sner 0,00 747 719.000,0(
ek 'l | (66.302796.259,71)] 132.583 525 062,24 | wen 54 692.342 086,08
!
Pembiayaan | 513 =)
PENERIMAAN DAERAH 1 113.940.333.809,71 110.873.724.177,71| 1.1 62.686.562.399,8¢
Penggunaan SILPA | 104 107.673.809,71 104.107 673.809,71| 100.00 59.581 049 143,0;
Pencairan dana Cadangan |
|Penjualan Kekayaan daeral yang dispisahkan
Penerimaan Pinjaman daerin
Penerimaan berian Pinjaman P _ |
% ulir | | 9 832 660.000,00 6.7€6.050.368,00| s 3105.513.256,8:
_\
PENGELUARAN DAERAH 2 47.637.537.550,00 39.062.286.226,26|  s200 13.271.230.676,2¢
Smbentukan Dana Cadandan_
%mn Pemgda | 2.3) 37 074 500.000,00 31.074.500.000,00| a2 13.156.000.000,0¢
Pembayaran Pokok Hutang 2.b) 181.037.550,00 181.036.226,26| 100,00 115.230 678, 2¢
Pemberian Piniaman 2¢) 10.382.000.000,00 7.806.750.000,00
Pembiayaan Netto | 65.302.796.259,71 71.811.437.951,45| 10031 49.415.331.723,62
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN 0,00 204.394.963.013,69 104.107.672 °~3 71
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PEMERINTAL KABUPATEN RANTUL

LAPORAN REAL AR ANGOARAN
UN FTAMUN YANG BERAKIGN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
avdited
e - . : EATT
{ [ JUMLAM TA 2014 SAE SRS
oy T ANGGARAN v s e
! REALIBANI (Rp) (%)
o s e FERUBANAN
< | $ y by 10
m:ﬂh j AT gl Aka awr e TR1D A17 VMI UK 76 | A0 Aew pBn 167 97 | 104,66
TAN AR DASTRAN 290 029 700 292,24 AT 411082 72311 6N 972 933 730,87 | 124,00
T Daiek Daecah T 292 200 000,00 9o O5EA 470 TO5,.00 21008 270 YOS U0 | 127,82
QWM 2R A0 and Tar 20 004 T13.221 .00 (aps T4l nZON0)|  BB.24
Oasra™
Y Parguicieen ket masd - 12838 887 481 4 12§43 W2 282 BR ABZBADIDA | o0 g
t\mnbm ' 151087 217 100 00 210 204 aDD 544 53 AR 105 D7U ek 82 | 12818
IDANA PERBIRANGAN . % 047 378 890 984,00 1026 822 PUR A71,00 (5 B4S 702 123,00)| 9843
' Bag Mawd Paist L Budas Pga 32 412 042 094 00 26 400 340 BT1 00 (5 vas 702 123,000 81,80
2 Dana Mlokani Uimyi 249 252 182 000,00 P4R 262 108 000,00 100,00
4\ Dmna Alkan Khoacs l 50 P14 370 000,00 60 214 270 000,00 100,00
| CANGAIN PENDAPATAN vx'ti A “OZEIR B4R Al 418 72 101 101,84 17 243 .2866 690D 10 | 104,28
T Pensansen Hiben | 1 877 580 000 00 3413 208 BOO,00 1 635 626 60000 | 181,78
35&*%0%@%@*« B2 587 001 T1) 44 B8 708 112.401,84 | 15481 110.680,10 | 118,89
3 Dane Peaymsomian & Sono® Vs 285 347 270 000,00 285 B4T 270 000,00 - | 100,00
¥ Basuan Neuangan & Prop $tav Pemds 13k 21 B17 082 800 31 Ba4 582 ADO,00 226 630 000,00 | 100,72
- SEANIN ' 1001 388 K26 314,47 1.700 351,278 808,86 | _(201.004 547.701,81)| £9.43
l SLANUA TIDAK LANCBUNG 1101 €97 18262847 UTH 481 138 T8 58 (125.213.843 831,v1)| BB.86
ijm%nm 1.008 885 35@ BAR 00 908 310508 284,00 [ (100584 761 615 0D)|  W0,02
- 108 10 328 591 173 4DB,44)| 98,35
: Mﬂh Aunpa 500 000 oo 0328 59 .56 (17 _
| > Beinia M 8 952 T44 000,00 > 670 765 000,00 (1081 879.000.00)| B7,€1
| S Beianja Bamusn Sowa 12 988 925 000,00 11 720 150 000,00 (1.240 775.000,00)| 80,43
¢ Belana Bapi rasi kpd frop Perda
dan Pam m
v - 58 930 387 100 1 1,00 )
dan Mm oo i g e nindl o (8.724.247 663,00)| B3.78
| § Balania Tigak Terdupa 12820 080 556,47 347 2682.487,00 (12.581.807 058.47)] 2,69
ﬁeam\u LANGSUNG TET €88 643 886,00 721.867.940.016,00 75.790.703.870,00)| 90,50
|
1 Betana Pegawa | 110076.607.317.00 107 521 636.429,00 (11 554 70 888,00)| 80,30
2 Beians Barang 0an Jasa | 348 815 942641,00 303931 012 821,00 (44 BB4 29 B20.00)| 67,13
1) Bel hidah bris diser ‘e mass 24 718 783 200,00 16 882 587 365 00 76,40
2) Bel Bant sosial brglis ahkan ke masg . 0
3) Bel Barang dan 1252 374 088 150 141,00 285048 415 458,00 87,85
3 Balania Moaal 322 766 093 028.00 310 415 290 766,00 (19.350 803 162.00)| 94,13 |
|
Surplus [Defisn) (168 108 682.013,69) 113565 863 886,19 | 261674 545 635,66 | (67,56)|
- AYAAN ;
PENERIMAAN DAERAN 211628 963 013,69 213 163.271.284 69 1 534 308.381,00 | 100,72 |
1 Sisa Ledih Periitungan Th 14 204 384 952 011,69 204 334 533 013,89 100,00 |
2 Transter ke Dana Cadangan i 9 i
2 Penermaan Pistang Daeray 7.234 000 000,00 B 768 308.381,00 1534.308.381.00 | 121,21
3 Penerimaan Pingaman & Oblgasi K i i
4 Penjuaian aset daerah yg aTsankan . ~
PENGELUARAN DAERANM 43 520.281.000,00 43 309.252 882,12 (211.028.317.88)| 99,52 |
1 Transter Dana Cadangan - - '
2 Penyenaan Modal 35 000 000.000,00 35 000 000.000,00 100,00 |
3 Pembayaran Hutang Pokok fg jth tempo 115281 000,00 115252 682 12 (28 317 88) 9ssai
4 Pemberian Pinjaman Daera 8 405 000.000,00 8194 000.000,00 (211 000.000,00)| 57,49
SURPLUS SIT) PEMBIAYAAN 168.108.682.013,69 169.854 016.712,57 1.745.336.698,85 | 101,04
§ L aan Ang*amn Tahun Bel - 283.419.882.598,76 283, 41&882.55§ 75
Bantu} MND‘I\S\
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